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ABSTRAK

Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan,
membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatenegaraan yang tegjadi di banyak
negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perandang-
undangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan
masing-masing negara dalem menjawab relasi anfara pegara dan sitem ekonomt
global. Perubahan yang tedadi terhadap negara tersebutlah yang memberi tugas bagi
hukum tata negara pada khususnya untuk memberikan kepadanya bentuk dan
ketertiban.

Peraturan Pemerintabh Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun
2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdapasan Bebas
dan Pelsbuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, telah disshkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menfadi Undang-Undang, dan telah
divndangkan memjadi UU Nomor 44 Tahun 2007. Keberadaasn Perpu fersebut
menarik untuk dikaji karena dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2007 terjadi pengalihan
kewenangan dalam menentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
dari yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang merupakan domain DPR
menjadi dengan Peraturan Pemerintah yang merupaan kewenangan Presiden. Tesis
ini secara lebih khusus mengkaji sctidalmya dea hal pokok dart Perpu Nomor 1!
Tabun 2007, yakni dari sist politik hukum dan penggunaan ssas hal ikhwal
kegentingan yang memaksa,

Kata Jmnei  : globalisasi, teori konstitusi, politik hukum, hal ikhwal kegentingan
yang memsaksa,
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BABI
PENDAHULUAN

“Kita menghendaki Negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang
berdasar kepada gotang royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui
masyarakar. Telapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yong
tidak rerbatas kepada negara untuk menjadikan diatas negara baru itu snatu

negava kekuasaan™
(Muhammad Hatta)

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang {untuk kemudian
disingkat Perpu) Nomor 1 Tabun 2087 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 36 Tabun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor | Tahun 2000 Tentang
Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebss Menjadi Undang-Undang,
Menjadi Undang-Undang, disetujui oleh Dewan Perwalkilan Rakyat Republik
Tndonesia untuk disahkan Menjadi Undang-Undang.” Dalam perjalanannya Perpu
tersebut telah diundangkan menjadi UtJ Nomor 44 Tahun 2007

Labhimya Perpu Nomor ! tahun 2007 bukankh merupakan sesuatu yang
baru bagi deersh industri, Pade {stzran empiris, keberadaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah banyak dipraktekkan di daerah-

* Dratam buku Satya Arinante, Kak dcasi Manusia dalan Transisi Pefitk Bidonesia, {Jekmte:
PRHTNUL 2005 hal. 9

* Perpu Nemor | Tabus 2007 disehkan oleh DPR RI defam Rspst Paripurna peda tenggel 9
{hanber 2007, Prosss pengesahan Perpy tersebu? disaksikan clieh penulis yang sehari-hari bekera
stbapel tenaga alifi fraksi PKS DPR RI dan juga distarkan secgra langsung spat ity melalyl TV
SWARA, yang saat thi ‘berrurin ™'V Parlethen padd’ ¢ Oladber 3007, Dilim Keséinpatan tersebot
hanya Fraksi Pastal Demoksssi Indonesia Perjuanpgan yang menyatekan kebesstemnya dengan
disshicannya Perpy tersebint menjadi undang-undang

3 Republik Indonesta, Undang-Undmg Temtang Penetepan Peraturan Pemerintah Penggonti
{ndang-Undang  Nomor | Tabun 2007 Tentang Pernbahan Atas Undong-Undang Nomor 36
Tatun 2000 Terdung Penetapom Perpu Nomor 1| Tahun 2800 Tentang Kawasan Perdaganar
Bebas dan Felobuhan Behay Merjedi Undang-Undang, Merjed! Urdeng-Undeng, Undang-
Undang Womor 44 Tabon 2007, LM Nemor 130 Tehun 2607, TLN Nomor 4775.
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daerah seperti Batam, Bintan dan Karimun. Hal ini juga ditunjukan deogan
ditetapkannya Batam sebagai daerah otonomi penuh berdasarkan Undang-Undang
Nomor 53 tabuon 1999 scbagal Bonded Zone Plus. Salah satu regolasi lain yang
memperkuat dan mempermudah arus perdagangan bebas pun juga ditunjukkan
dengan Perataran Pemerintah Nomor 63 tahun 2003* fertanggal 31 Desember
2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pejualan Atas Barang
Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Dacrah Industri Pulsu Batam,
Terakhir pada tahun 2006 dibuka Kantor Pelayanan Investasi Terpadu {fmegrated
Invesiment Sevice Unity di Batam dajam rangka izin pemberian usaha®.
Diperpurakannya  Porpu dalam  pengafursn mengenal  Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas secare konstitusional memang telah
distur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°
Artinya dengan disshkannys Perpp Nomor 1 tahun 2007 terscbut maka

Pemerintah bescita DPR menganggep bahwa saat ini felah terjadi hal ikhwal

¥ Indonesin, Peraturan Pemerintah lerdang Perlakuan Pejak Pertambahan Nilai dan Pajok
Peiucion Atas Barang Mewah L Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Indusirt Pulauw Batam,
PP. Nomor 63 tahun 2003, Lembaran Megara Nomor 157, Tambahan Lembaran Megara Nomor
4352,

Salah satu poin penting dari dikeluprkannya PP No. 63 Tahun 2004 adalab pembebasan
pengemaan Paink Perlanbeban Milai terhadsp beberapa jenis produk secara berishasp, dengan
katogork

1. Penyorshon Bamag Koan Paiak kepads Pengasahe sepanjang Berang Kena Palak tersebit
digunakan untek menghagitnn Barang Kena Pajak yang diskspor; dan

2. bmpor Barang Kena Pajak yang dilakukan ofeh Pengusaha sepanjang Harung Kena Palak
fersebut digunakan untuk menghasiiken Barang Kena Paizk vang diekspor

? Menterd Perdugangan, Menteri Kevangan, Menleri Hukum den HAM, Kemrangan Pestprintah
Atay RUU tentarg Penstapan Ferpu Nomor 1 ek 2687 {}akma ii Sepmnw 2%:’2{}?} ﬁa} 6.

¢ Indonesty, Undang-Undang Dasar Negars Republik iaécma 'Z‘aiz;;z; 2%3, pasal 22 ayat 1, Fasal
Inf tidak mengalarsi pervbahan redakst meskipun telah-tesjadi amindemen ferBadap UUD 1948,
pamyn memang pepjelasannya tidek ada fogi namun k;mud;a:a éiangm iagt dalam LU Do W
tshun 2004 tentang Pembentukay Pﬁw Porundang-Un: v 1Y Nomar 53, whus 2064,
TLN Momor ' 4389 'yaug, berpunyl. "ersturan. Pemerinteh Pergdantt Undong-Undang adalsh
Fmﬁ;ﬁ ?méwmzmﬁ&ngm yang &m:pm oleh ?reszdm Asinm Tl ikliwal ksgontinigan yang
memakss”.

va JdERE e G AT PP Tt T LR TR IF b i bRt A T e a el A b et i W Taner e s ST WAL R
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kegentingan yang memaksa sehingga diperiukan Undang-Undang vang secara
efektif bisa dengan cepat pembentukannya,

Dengan pengajuan Perpu ini berarti pemerintah sedang bertindak sebagai
political actor dan pada saat yang sama sedang bertindak sebagai legad actor.

- Dalam hal ini Philip Nonet dan Philip Selznick memberikan penjelasan.

“As a political actor it assumes responsibility for deciding what ends

are to be pursued and what  resources it is prepared t©o commit in

dealling with problems such as poliution contrel or discrimination

n employment™, These degisions expres and impose a political  power,

however restrained and sublimated it may be, Bul government  nust

then proceed as legal actor™)

Perpu Nomor 1 Tahun 2007 terdini atas perubahan terhadap 3 pasal dari
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000. Pokek-Pokok matet] yang diatur dalam
Perpu Nomor 1 Tahun 2007 adalah mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4
Undaog-Undang Nomor 36 Tahun 2000, vang pada awalnya Kawasan
Perdaganan Bebas dan Pelabuban Bebas ditstapkan dengan undang-undang,
diubah menjadi ditetapkan dengan peraturan pererintah. Secara lebih jelas
substansi Perpu Nomor 1 Tahun 2007 yakni mengenai:®

a. Batas-batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
b. Kegiatun-kegiatan ckonomi yang dilakukan di  dalem  Kawasan

Perdaganpan Bobas dan Pelabuban bebas; dan

¢. Peoetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Menarik ontuk dianalisis adalah hal yang melstar belaksngi Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR RI) memberikan persetujuan uniuk melakukan

perubahan terhadap UU Nomor 38 tahun 2000, Perpu ini secara prinsip berarli

¥ Philippe Nonet snd Philip Selzni~k, Law und Sociely in transition: Toward Responsive Law
{hew York: Harper&Row, 1978} dofom {Politik Huokum 2, Satya Arrsnts, hal, 155

® Menteri Perdogangan, Menteri Keuangan, Menteri Hukuemn dan HAM, epcit, hul. 13.
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DPR telah menyerahkan kewenangan konstitusionalnya untuk menentakan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam bentuk undang-undang,
votuk kemwdian kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah dalam
bentuk Peraturan Pemerintah, yang sudah tenfu tefjadinys kesepakatan fersebut

tidak lepas dari politik hukum DPR maupun Pemserintah ifu sendid.

B. Perumasanr Permasalahan
Permasalahan yang kemudian timbul dan perlu mendapatkan jawaban
adalah:

1. Apakah pertimbaﬁgau politik hukum yang menyebabkan DPR menyetujui
Peraturan  Pemerintah  Pongganti Undagg-Undang (Perpu)  disabkan
menjadi undang-undang?

2. Bagaimana sesungguhnya kedudukan asas hal ikhwal kegentingan vang
memaksa dalam menerbitkan Perpu dalam kaitannya dengan kewenangan

Presiden dan DPR membentuk undang-undang?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetabni dan  memabami pertimbangan politik hukum yang
menyebabkan DPR menyetojui Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-
Undang (Perpu) disahkan menjadi undang-undang;
2. Mengetahui dan memahami kedudukan asas hal ikKhwal kegentingan vang
miernakss dalam menerbitkan Perpu dalam kaltannya dengan kewenangan

Presiden dan DPR membentuk undang-undang.
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D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

Secara teoritis memang cukup menarik untvk dikaji secara lebih seksama
tentang beberapa terminologi hukum yang dipakai dalam membahas tema ini.
Beberapa terminologi hukum yang dibahas dalam tesis ini antara kain adalah:
D.1. Politik Hokum

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada
prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari
suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya
merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (body politic)’. Sedangkan
pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan
sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional
oleh pernerintah'’. M.Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuvai dengan kebutuhan;

2 HM. Laica Marzuki, Kekuatan Mengikai Pitusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undmng-
Undang, Jumal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hal, 2. Lihat juga M. Mahfud MD, Politik
Hukum di Indonesia, cet. I (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 5. Mahfud MD menycbutkan bahwa
hukum merpakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalitas atan krislalisasi dari
kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersanginan. Lebih jauh Mahfud
MD mengemukakan bahwa hubungan kausalitas antara bukum dan politik yang berkailan dengan
pertanynan apakeh hukum mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum,
dapat dijawab Periama; hukum determinan atas politik yaitu kegiatan-kegiatan politik diatur oleh
dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua; politik determinan atas hukum kerena hukum
merupakan hesil alau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan
bahkan saling bersaingan, Kefiga; politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada
pada posisi yang sederajat determinasinya. Arip:/www.legalitas. org/?g=node/75

19 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cet. 2 (Jakarta: LPBES 2001), hal. 9. dapat juga
dilihat di http://www.legalitas.org/?g=node/75
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2. Pelakasanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi
lembaga dan pembinaan para pensgak hukum'’,

Pembentukasn hukum, dalam bhal ini bukom tertulis atan undang-undang
pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (di Indonesia atau pada umumnya di
negara lain). Kebijakan di atas merupaken kesepakatan antara Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerntah, dalarn hal ini Fresiden, untuk mengatur seluruh kehidupa.n
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Kedua badan  tersebut
mengatasnamakan negare dalam membentuk hekem  ateuw undang-undang.
Termasuk suatu kebijakan politik negara adalah pada sast Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi
atay tidak (sanksi pidana, administrasi, dau perdata)'?,

D.2. Pemisahan Kekuasaan

Penulisan fesis ini mencoba mengambil sisi kewenangan kelembagaan
yang dimiliki oleh Presiden mappun Dewap Porwakilan Rakyat dalam
pembentukan peratursn perundang-undangan. Secarz Perkembangan pemikiran,
konsepsi  konstitugional dan prakiek penyelenpgarasn pemerintehan  fungs
pembuatan undang-undang/fungsi legislasi dimiliki cleh DPR, skan tetapi justry
dengan disahkannya Perpu Nomor | Tahun 2007 menjadi Undang-Undang maka
DPR secara serta merta menyerahkan fungsinya dalam menentukan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas  dalam bentuk  undang-undang pamun

kini cukup dengan peraturan pemeriniah,

" Ibid. Lihat juga Abdul Hakim Garuda Nusanters, Polittk Hukun Nasionol, makslah pada Kerja
Latihan Bantuan Hukum, Surabaya, September 1985.

2 Suhariyono.AR, Proses  Legislasi  Dalom  Pengembeangan  Sistem  Hukum
bt Seww legalitas org/tg =node/7, Apdl 2007
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Fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPR ini sebenamya dapat dibahas
wersendivi mengiogat di berbapsi nogara di dunia dewasas ind, fungsi legisiatif
parlemen in memang cenderung makin dianggsp tidakish Iebih penting
dibandingkan dengan fungst koptrol atau pengawasan politik terbadap
pemerinizh. Fungsi pembuatan undang-undang ity babkan mudai cenderung
dianggap scbagal fungsi teknis dibundingkan dengan fungst pengawasan vang
bersifat politis.” Akan tetapl, rakyat Indonesia sudah menjatubken pilihan bahwa
dt masa depan kita akan menganut ajaran pemisahan yang tegas di antara ketiga
vabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena itu, fungsi pembuatan
undang-undang it dipertegas sebagai kekuasaan DPR, bukan lagi didominasi
kekuasaan Presiden. Masalahnya kemudian yang perlu mendapat perhatian adalah
%}&irwaﬂ pergeseran kekovasssn legislatif deni Presiden ke DPR iu tentunya
mengandung implikasi yang mendaser terhadap proses pembentukan peraturan
perundang-undangan dan terhadap institusi atau pejabat yang berwenang
membuat peraturan perundang-undangan itu sendiri' .

Berbicara  tentang  kowenangen  dalam  membuat  undang-endang
sesungguhinya tidak pemah terlepas darl sistern Pemisahan Kekuasaan. Eric
Barendt mengingatkan kepada kita fentang prinsip-prinsip dacrd pemisahasn
kekuasaan, sebagaimana dalam tulisanaya ia mengatakan:

The separation of powers principle retaing constderable vitality and

cffectivencss as a constifutional technique for guarantesing limited

government. It is more important than the federal priaciple, because it is

desirable to observe it in all liberal constitutions, while federalisme may be
inapproprate for a small, homogeneus country. As 1 will explain shenily,

B Timly Asshiddigie, Pergumnlon Peran Pemerinich dan Parlemen dolam Sejerah Telaok
Perbundingan Konstitusi Berbagai Negara, Jukarta: 1'I-Press, 1996. www.legglitas.or

YW Jimly Asshiddigie, Tate Urw Perundang-undangan dan Problem Peroturan Doerah,
www.legalitus.org
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the separation of powers provides an argument for the institeiion and
practice of judicial review. It, therefore, sits uncomforiably with
fundamental principle of the United Kingdom constitution that parliament
is entitled to enact any legislation it likes, no matter what its impact is on
fundamental rights. But that is an argument for discarding parliamentary
sovereignty, rather than treating the separation of powers principle with
wadue sceptisme.’”

Personlan pemisahan kekuasaan sudah banyak mendapatkan penjelasan
dari banyak pakar khususnya jika kita berkaca pada sistem demokrasi yang
diterapkan di Amerika Serikat seperti yang dikatakan oleh Arend Lijphart'®:

Separation of powers. One of the bestkoown and in comparative
perspective, upusual featires of American democracy is # formal and strict
separation of executive and legislative powers. One of its consequences is
that the president, in spife of the concentration of executive power in his
hands, is by no means all-powerfull. It may even be argued that, although
there are no coalition cabinets, a kind of power-sharing beiween the
president and congressional leaders-in. particular, for about a century after
the Civil War, the leaders of the South who held the chairmanships of key
congressional comunittees-hag offen boen necessary in order to make the
most important decisions for the nation.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
perudandang-undangan pasal 25 ayat (1) dikatakan bahwa “Peraturan Pemerintzh
Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan  yang berikut’. Dalam penjelasannya Yang dimaksud demgan
“persidangan yang berikut” adaleh mass persidangan Dewan Perwakilan Rakyat
yang hanya diantarai saf: masa reses. dan apabila ditolak oleh DPR maka Perpu
tersebut tidak berlakn. Masih menurot Yimly Ashiddigie, dalam sisiem penxisahan
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, Presiden tidak dapat lagi membuat

peraturan-peraturan yang bersifat mandiri seperti kedudukan Keputusan Presiden

' Eric Barendt, An introduction ie constitntional Law (Oxford: Dxford Univarsity Press, 1998)
dalam Polifik Hukum 1, Satye Arinanto, hal. 123

" Arend Liiphant, Democrascies: Patierns of Majoritarian and Consgnsus Government in
Twenty-Cne Couniries, (New Haven : Yalc University Press, 1984) hal. 57
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pada masa lahe. Satu-satunya peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dengan sifat
mandiri adalah Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang seperti
dikemukakan di atas.

N.3. Kedudukan Perpan

Menurut Jimly Ashiddigie sato-satunys persturan yang dapat berist
pengaturan yvang mandiri hanyalab Peraturan Pemerinteh Pengganti Undang-
Undang (Perpu) yang dari segi isinya seharusnya dituangkan dalam bentuk UL,
namun derl segi proses pembuatannya atavpun karena adanya faktor eksternal
berups keadaan bahaya aten kegentingan yang memaksa, maka oleh Presiden
dapat ditetapkan Peraturan Pemerintah scbagai Pengganti UU (PERPU} vang
bersifat mandiri.'?

Undang-Undang IJasar Negara Republik Imdonsia Tahun 1945 pasal 22
ayat 1] menyatakan bahwa: Dalom hal ithwal kegentingan yong memaksa,
Presiden berhak menelaphan peraturan pemeriniah schagel pengeanti widang-
widang.'® Memang dalam keterangannya pemerintah juga mengatakan bahwa
perubahan ketentuan Undang-tndang Nomor 36 Tahun 2000 melatui Perpu dari
undang-undang menjadi peraturan pemerintah sama sckali tidak bermaksud
mengambil kewenangan DPR vang diberikan olch andang-undang, namun
semata-mata demi kepentingan votuk menscjahterakan makyat’.

Salah sate alasan yang dijadikan dasar mengajukan perpu ini sdalah

diperluken langkah strategis yang digupakan untuk menscjahterskan makyat

¥ hid

® Republik Indonesta, Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indansia Tainn 1945, Pasal 22
syat 1.

¥ Menteri Perdagangan, Menteri Keuangsn, Menteri Hokum dan HAM, op.oit, hel. 14,
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deogan meningkatkan arus investasi dan peningkatan ekspor serta penyedisan
lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan meleli  Pembentukan Kawasan
Perdagangan bebas dan Pelabubhan Bebas, sebagaimana telah distwr dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas pada dasarnya merupakan upaya pengembangan pada
wilayah tertentu dengan memberikan perfakuan khusus di bidang perpajakan dan
kepabeanan kepeda investor guna meningkatkan investasi dan mendoropg ekspor,
yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong perfumbulion perekonomian
nasional®.

Selama ini dasar psmbentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu
Nomor | Tabun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Menjadi Undang-Undang.® Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sampai saat
ini (belum 7 tahun) baru 1 {(satu} kewasan vang ditctapkan schagai kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Sabang™ yang ditetapkan melalui
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.7 Artinya pemerintah memandang jika
setinp kawasan perdagangan bebas dan pelabuban bebas harus selalu ditetapkan
dengan undang-undang maaka akan sangat larmban dan tidsk dapat bersaing dengan

banyak negara-negara lainnya seperti Cina dan Viemmam untuk mendorong ikiim

® Ibid, balarean 10

2 Indonesin, Undang-Undang Nomor 36 Tohun 2000 tentang Penetapan Perpy Nomor 1| Tahun
2000 Tentang Kawsasan Perdagunan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, LN
Nomor 251 Tahun 2600, TLN Nomor 4053

“ Mentert Perdagangsn, Menterd Keuangan, Mentesd Hukum dan HAM, ap.c#, hal. 11,

B indonesin, [hulang-Undang Terdang Penetapan Perpu 2 Tohun 2007 fertang Peneiapan
Kerwatsany Perdogongan Bebas don Pelobuhon Bebos Sohong Merjodi Undeng Undang, UL
Nomor 37 Tehon 20600, 1L Nomor 232 Tahan 2000, TLN Nomor 4054
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investasi® Melihat dari gambaran tersebut maka sesungguhnya penting untuk
diketahui apa sesunggubnys politik hukum yang pada akhimya mengakibstkan
Perpu Nomor 1 Tahun 2007 disahkan menjadi undang-undang,
Jika kita membaca Daflar Iventaris Masalah yang diajukan oleh Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada pandanpan yvang berbeda khosusnya
tanggapan atas konsideran Perpu ayat (d)vang menyatakan babwa mengaitkan
kondisi darurat ekonomi dengan melakukan amandemen UU No. 36 tahun 2000
tidaklah tepat™ Dengan amandemen tersebut, maks muncul angeapan adanva
konflik kelembagaan dalam fungsi logislasi antara pemerintah dan DPR, dengan
pertimbanean sebagal berflaut:™®
1. Bahwa Perpu No. 1 Tehun 2007 yang mengubah pengaturan tentang
pembentukan, penetapan, batas-batas kawasan dan kegiatan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas yang semula ditetapkan dengan undang-
undang menjadi dengan pecaturan pemerintah. “Undang-undang menjadi
“Peraturan Pemerintah” merupakan bentuk pensgambil althan terhadap
kewenangan DPR oleh Presiden. _
2. Babwa implikasi atas pengambilaliban kewenangan secara secars sepibak
berdampak pada pertentangan antsra lembaga negare dan felah masuk

pada persoalan etika hubungan antar lembaga negara.

# Lahimya Perpn Ne. 1 Tahun 2007 uetuk merubah substansi U3, Ne. 36 Tahun 2000 herus
diprehamd babwa keberadsan 11 No, 35 Tahun 2000 yang mengatur tertany Bepsmivan Rowasan
Perdagangan Bebas dan Pelabohan Debas jugs ditabirkan meledui Perps Nomor T Talun 2000,

¥ Seksetwist Komisi VI DPR RI, DIM Persondingan Froksi-Froksi terhadop RUU tentang
Penetapan Perpu Nomor 1 tubun 2007 tentany Perubohan atas Undang-Tindang Nomer 36 Tubun
2008 , lakarta, 2067, v

* 1bid. Dafter Inverdarisasi Masalah yang dizjukan oleh Freksi PDI Perjusngan.
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Jika kita mengacu pada Program Legistasi Nasional (Prolegnas) tahun
2005-2009, beban tugas DPR RI sangatlah berat karena telah ditetapkan 284
Rancangan Undang-Undang (RUL) dan sekian banyak RUU Non Prolegnas yang
harus dibahas oleh DPR sampai dengan akhir tabun 2009, Adapun Undang-
Undang yang dihasilkan sampai dengan bulan Juni tahun 2007 adalah 63 Undang-
Undang, dengan rincian 14 Undang-Undang pada shun 2005, 23 Undang-Usndang
pada tzhun 2006 dan 26 Undang-Undang sampai dengan bulan Juni tzhun 20077,
Banyaknya RUU yang belum dibalas serta masib adanya luncuran dari RUU
yang seharusnya diselessikan pada tabun 2605 dan 2006, mengindikasikan bahwa
pengajuan RUU bam akan memeriukan proses dan waktu yang cukup panjang
sebelum ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Lepas dari persoalan beban kerja pembuatan undang-undang yang cukup
berat, keberadaan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tidaklah boleh menafikan asas-asas
pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurat 1.C Van der Viles dalam
bukenya vang berjudul Homdboek Wetgeving, asas-asas pembuatan peratiran
perundang-undangan dibagi dalam dua kelompok, yait®™:

D.3.1. Asas-asas Formil:
1} Asas Tujusn yaog jolas (beginsel van duidelitke} perundang-undangan harus

mempunyai tajuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat.®

? Piro Persidangan Sekjen DPR RI

* A, Hamid, SA, Perangn Keputusan Prexiden Republik Indonesia dalam Peryelenggarcan
Pemerintuban Negarg, Siseriast, Jekatts, 1980, hal. 321 o/d 331, Sedanpkan bukunyz 1.C. van der
Vies yvang berjudul Handboek Welgeving sudah dilerjemabkaa (idak dpublikasikan} ke dalam
bahssa Indonesia.

» Dalam membahas s«hush Rancangan Undang-Undang (RUU) meskipun tidak mengikst
secarg fegas dalam UU Neomor 168 Tahun 2004 tentang Pembentukan Persturan P

undangan, namus fefah menjadi kebisssan baliwa diperhukan Naskah Akdemik, Naskah Akadensk
sangal penting ksrens zken dijsdiken daser acusn akademik schingpa dihesapken RUU yang
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2) Asas organflembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgoon), yakni setiap
jenis peraturan perundang-undangan harss dibuat olech lembaga atau organ
pembentuk peraturan  perundang-undangan  yang  berwenang, perluran
perundang-undangan tersehut dapat dibatalkan derniefegbaar) atau batal
demi hukum fvam rechiswege nieteg), bila dibuat oleh lembaga atan organ
yang tidak berwemng.m

3) Asas kedesakan pembuatan pengatiran (het noodzakelijkheidsbegingel)

4) Asas  Kedapatlaksanakaw/dapat  dilaksanakan  (het  beginsel van

uitvoerbaarheidy yokni setiap pembentnkan pertauran perundang-undangan

harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan

sedang/aken dibehas  dapat dipertangguny jawebkan sccara Hmoish, Naskah Aksdemik
dizusun/ditulis dengan menggunsiksn zteu sistematiks yang wish don dapst diperanpgpunse
Jjawabken secars Hmish pols,

Landasan filosofis suaty naskal akedersik harms dapat menggembirkas pemikirsn
masyarakat ke emah mana oHa-ciln Jobur kehidupan bermasysrskab den bemegsrs hendak
diarshkan, schingge Rencangsn  Undasg-Undang  yangdisusundapatmenggaimbarkencita-
citakolektiftentangnilai-nijailubur yang hendak diwujudkan melahul pelaksansan undang-undang
yang bersanghutan. Cita-cita flosofis masyarakat dan bangsa Indonesia. tercermin dalam nilai-nilai
yang terkandung dalam Pangasile dan Undang-lIndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahua
1945 setagai cita hukitn frechisides) dan cita Negara (Staarsidee).

Landasan sosiologis susty naskeh akademik harus dapat menerangkan bahws getiap
Aorme hakum vaaz diteangken dalnem Rancenpas Endanp-Usdeng menvermdnksn kebutuhan
masynrakat sesaai dengan reglitas besadaran bukum musyamket. Oleh sebab it dalam konsideran
Rancangan Yndang-Usdang haws dirpmuskan dengan periimbangan.pertimbangan yang bersifat
ompirie, sehinggs sustu zegesan normatif veng dituangkan dalam Rancangen UndengUndang
benar-beaardidasarkan pads kesadaran bukus masyarakal freciusbewistring

Landasan yuridis naskab skademik meocantumbens kelentuan daism Undung-Undang
Dasar Negara RepublikindonesiaTahun 1945 dan ketentuan Undeng-Undang yang dijadiken
rfukan dalam menyusin makert Rancangsn Undang-Undeng, Ketentuan tersedng dapat didasarksn
kepada parinteh UUD 1945, perintsh UU fedents atauw dibentuk berdasarkan velevansd motert
mustan dart UTUD 1945 dan UL Dspet dibaca buke tulisan Mahlier Madjid dkk, AMavua! Pedaman
Perancangan Undang-Lindeng, (Sakerta: Sekretariat Jenderal DPR R [, 2007) haleman 25.

* Dalam konteks pembentulean Perpy Nomor 1 Tahum 2007 dan pengesabaanys oleh DPR maka
perlu juga dipahami Pembentukan hukwmn, dalam bal ini hadoars terfulis ataw widng-undang, pada
dasornya mempaken suaty kebijakan politik negara yang dibentuk olel Brewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden {di Indonesia atan pada umimaya}, Kebijekan di ates merupskan kesepakatan formal
gniars Dewan Perwakilan Rekyst dun Pomedintah, dolem hal tnd Presiden, snbk mengatur selash
¥ehidupan bermasyerakat, berlemgsa, dan berpegam. Kedua hedan terselad mengatosnumakan
negars dalam membentuk bukum stae usdeng-undang. Dapat dibacs Ssharyoso, AR, Proses
Legishast Dalom Pengembangem Sister lndwm, hitpdfwww legalitas. arg/Tenode’7
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yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena
telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiclogis

seiak tahap peoyusanennya;

3} Asas konsensos (het beginsel van de consensits)

D.3.2.Aqas-asas Materil

1.

Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelifke
terminologie en duidelijke systematiek);

Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarkeidy, - -

Asas perlakuan yang sama dalam hukum (hef rechisgelijkheidsbeginsel);

Asas kepastian hukum fet mﬁ&fzeéeﬂ:eidsbegime{);

Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (her beginsel van
de individuele rechtzbedeling),

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 temtang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan juga sudah diadopsi fentang asas pembentukan

peraturan perundang-undanpan yang baik, sebagaimana yang discbotkan dalam

pasal 5, vakni ber%nmyi:” Dalam membeniuk Peraturan Perundang-undangan

harus berdasarkan pada asas Pembentvkan Peraturan Perundang-undangan yang

baik yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembsgasn atau organ pembentuk yang tepat;
¢. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

¢. kedayagunaan dan kehasilgonaan;

* Indonssia, Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturen Perundang-
Undangan, op.oif, pasat §
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f. kejelasan rumusan; dan

2 keterbukaan,

Jika mengacu pads asas-asas tersebut diatas memang bisa dikatakan
hampir sclurch unsur-unsurnysa yang telah terpenubi. Namun amat disayangkan
sikap pemerintah yang tidak memberikan analisis secara lebih komprehensif baik
dalam bentuk nasksh skademik maupun hesil kajian yaog meniadi argamentasi
bagi Izhirnya Perpu Nomor 1 tahun 2007, Naskeh akademik (NA) adalah naskah
yang dapat dipeitepggungjawabkan secars ilmiah mengenai konsepsi yang berisi
Iatar belakang, tujuan peonyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup,
jangkanan, objek, atau arah pengaturan RUU (Pasal 1 Perpres Nomor 68 Tzhun
2005). Perln tidaknya NA dalam Perpres tersebut merupakan pilihan bagi
Pemerintah untuk menyediakan, sedangka bagi DPR-RI melalhyi Tata Tertibnya,
penyediaan NA diwajibkan dalam setiap penyusuman RUUL Secara tidak
iangsung, kewajihan lerscbut berimbas bagi Pemeriniah  untuk  selslu
menyediakan™..Sejauh vang bisa kita pelajari pemeriniah hanya memberikan
Ketcrangan Pemerintah ftupun kurang bisa dipertanggungjawabkan secara
akademik karens banyak date-data yang disampaikan tidak jelas sumbemya,

D.4. Hulonm Tata Negara Darurat

Menurut Herman Sihombing hukum Tata Negara Darurat merupakan
hukum -tata negara dalam keadaan bahaya atau damar, yaitu sebagai rangkaian
pragata dan wewenang negars secara husr biasa dan istimewa uniuk dalam wakty
yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atan bahaya yang

mengancam kedalam kehidupan  biasa menunt perundsng-undangan dan hukem
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y;mg urmum dan biasa ™ Hukom Tats Negara Darurat dalam arti noodsiaatsrecht
oleh para sarjana kadang dibedakan dari pengertian sioatsnoodrecht.” Istilah
Hukum Tata Negara darurat (HTN Darmrat) itu dipaksi sebagai terjemahban dari
stagisnoodrech! yang membahas mengenai hukum negara darurat atau nogara
dalam keadaan bahaya {nood) itn. Oleh sehab itu hams dibedakan antars
stantsnoodrecht dan novdstaatrechi.

B.3, Ekonomi Pelitik

Pemaknaan ierhadap Ekonomi Politik tidak terbatas pada studi tentang
teori sosial dan keterbelaksngan, pada awainya Ekonomi Politik dimaksudkan
untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalsh ekonomi kepada
para penyelenggara negare. Hal ini sesuai denpan pemalmaan Ekonomi Politik
pada wakty itu sebagai pengelolaan masalah-masalabh ckonomi negara ¢political
Economy referred to the prmagement of econowic affairs of the state). Dalam
hubunganya deagan pengtapan Perpu Nomor I Tahan 2607, kecendernmgan
pengarvh  Ekonomi Politik amat terasa, Oleh pakar-pakar Fkonomi Politik
Baru lebih diartikan sehagal analisis ekanomi tethadap proses politik. Dalam
kajian tersebut mereka mempelajari institusi polifik sehagai entitas yang
bersinggungan dengan pengambilan keputusas ekonomi-politik, yang berusaha
mompengaruhi  pengambilan  keputusan dan  pilthan publik, baik untuk

kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat huas ™

¥ Herman Sibombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indoneiso, (Takarts: Disebatan, 1996)
balaman 1.

** Himly Asshiddigie, Hukuns Tata Negara Darvrat, Jakerta: Rajawali Press, 2007) hal. 18.

** Caporaso & Levine dulam Defismov, Ekonomi Peliik, Jukerta; Erlengga, 2005, hal 8.9,
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.6. Globalisasi

Globalisasi schagal suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa
menfangkau ssiu dengan yang Inin atan saling ferhubungken dolom semus agpek
kehidupan mereka, balk dalam budays, ekomomi, politik, teknologi maupun
lingkungaa. Dengan pengertian yang demikian, maka globalisasi boleh dikatakan
bahiwa masyarakat dunia hidup dalarn suate era di mana sebagian besar kehidupan
mereka  sapgat  Jditentukan  oleh  proses-proses  globel,  Selain  konsep
kesalinghubungan, konsep kedua yang sering muncul dalam definisi-definisi
globalisasi adalah integrasi. Seperti defimisi yang dikeraukakan oleh Amal babwa
globalisasi merupakan proses muncubnys masyarskat global, vaitu suaty dunia yang
terintegrasi secara fisik, dengan melampaui batas-batas negara, baik ideclogis, dan

lembaga-lembaga politik dunia.”

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji secara veridis-normatif dan dilengkapi dengan
pendekatan normatifempirik. Dalam melakukan pendekatan yuridis-normatif,
tipe penelidan yang dipekai adalah inventarisast hukum positif. Mesunit Ronny
Hanitifo Soemifro nventarisasi hukum posiif {Jangkah pertama) merupakan

kegintan pendahulusn yang bersifat dasar untuk penclitian.penelitian hukum

 Fox 2&.311 Amal, Globalisani, Demokrasi dan Wawasan Nusartara,; Perspektif Fembangunor
Jungka ¥organy datam Fawaran Nusariara Indenesia Menghadapi Globalisasi, Pusat Kalian
Kebwiavaan Universitas Bung Haite, 1992, hall
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paositif tipe lainnya. Dalam hal ini akan di inventarisir peraturan-peraturan yang
dilakukan melalui proses “lasifikast yang logis sistematis® .

Dalam melakukan pendekatan yuridis-normatif akan dipergunakan bahan
hukurn primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh Soerjono
Sockanto dikatakan bahwa: bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, dan terdiri dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangannya,
hukurn adat, yurisprudensi, traktat; bahan hukum sekunder yaitu bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya, rancangan
undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum; bahan
hukum tertier yaity behan yang memberikan pefunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya, kamus, ensiklopedia,

indeks kumulatif, dan lain-lain.*

K, Sistematika Penelitian

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, selanjutnya penguraian
pateri akan disasun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB [ Pendahuluan; menguraikan tentang lalar belakang penelitian,
identifikasi permasalahan, fujuan pepeliian, kegunaan / manfast, metode
penelitian, kerangka fooni dan kerangka konsepsional, dan sistimatika penelitian,

BAR H: Telaah atas teori konstitusiPemisahan kekuasazankedudukan

antara Presiden dengan DPR, maupun tentang teori hal ikhwal kegentingan yang

¥ Rouny Henitlio Scemitro, 1988, Metodologi Perelition Hukums dan Jurimetri, Ghalia Jakarta,
Ral 13

** Soerjono Sockanto, Pengantar Penglitian Hukum, {Jakarta: UL-Press, 1986), hal.52. juga dapat
dibace Soetjono Sockenio dan 8rF Mamudii, Penelition Hulnm Normatif; SumuTinjouon Singkat,
Lot IX {Jnkarta: RataGrafinde Persada, 2006) kateman 33,
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micmaksahukum tata negara darural,

BAB III: Telagh atas politik hukum yang kemudian menjadikan DFR
menyetujui Perpu Nomor | tahun 2007 menjadi undang-undang yang pada intinya
mengalfihkan regolast dari yang seharusnya dengan undang-undang menjadi
dengan Peraturan Pemerintah dan proses pembentukan Perpu.

BAB V. Bagaimana sesungguhnya kedudukan asas hal ikhwal
kegentingan yang memaksa dalam menerbitkaa Perpu (khususnya Perpu Nomor 1
Tahun 2007) dalam kaitarmya dengan kewenangan Presiden dan DPR
membentuk undang-undang.

BAB V: Penotup; menyimpulkan dan menyampaikan saran.

Unlversitas Indonesia 19

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH Ul, 2009



RONSTITUSI DAN P%;IAHAN KEKUASAAN
PRESIDEN DAN DPR

A. Pengertian Kedaulatan

Sejak berdirinys, Republik Indonesia telah mengakui dan menganut
paham kedaulatan rakyat atau demokrasi (democracy)” Pemilik kekuasaan
tertinggi dalam negara adalah rakyat® Kekuassaan yeng sesungguhnya adalah
berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diideslkan
diselengarakan bersama-sama dengan rakyat. !

Katz daulat ity sendini memang mencakup pengertian dinamika kekuasasn
di bidang politik dan ckonomi sekaligns. Istilah daulat ini mesuk ke dalam
kosakata bahasa Indonesia melalui akulturasinya dengan sistem politik di
kerajaan-kerajaan nusantara, schingea menjelang  kemerdekaan Republik
Indonesia, para pendiri negara kita biasa menggunakan istilah daulat rakyast dan
daulat twanku.® Istilah ini, misaloya, dipakai oleh Mohammad Hatta dalam
berbagal tulisannye, dan bahkan pada tghun 1831, hersama kewonnya ia

menerbitkan tabloid dengan judul Dacelar Rajar ™

¥ fimly Asshiddigle, Struktur Ketoransgaraan Indonesia Seielak Perubakan Keempat UUD
Tokan 1745, Muokelsh Seminar Pembangunss Hulom Masicnal VI BPHN Depademen
Kehakiman dan HAM (Denpasar: 14-18 Juli 2003) halaman 2 |

Baca juga tulisan yang sama Jimly Asshiddiqie, Kostinusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Cet
2 (Jakarta: Konstitusi Press) halaman 70

* Indonesis, Undang-Undang Dasar Negara Rupublik Indonesia, Pasud 1 ayat 2
* mid

“ Yimly Asghiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tota Negara Indoresia FPasca Reformosiget 2.
{Jakaria: Bhuans Hou Popiden, 20081 halaman 144,

3 Majalah atau lebib tepuinys Tubloid Dovelar Raja ini pertam> kel torbit tanggal 20 September
1531, dikemudikan oleh komist rodaksi vang dipimpin olch Mohamtand Halta, Sutan Syalidrn, dan
Suparman. ihat Dovelar Bafjat Tahen kei Nod,
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Nammun, vntuk ringkasnya, dalam arti vang bersifat teknis ilmiah, kata
kedavlatan itu biasa diidentikkan depgan pengertian kekuasaan tertinggi dalam
penyslenggaraan  kegiatan bernegara, Persoalan yang muncul kefika
membicarakan kedaulatan dalam konteks negara adalah apa dan siapa yang
memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan
kencgaraan. Palam hubungan ini, di dunia ilmu hukum dan politik, dikenal
adanya Hma teord, yaitu (i) teori Kedaglatan Negara, {it) teori Kedaulatan Tuhan,
(1if} teori kedaulatan Raia, (iv) teori Kedaulatan Rakyat, dan (v} teori Kedanlatan
Hukum, ™ Definisi dari lima kedaulatan tersebut adalah:

Al Teori Kedaulatan Tuban (Teokrasi)

Teori ini mengaiarkan, bshwa pemerintab/megara mempotoleh
kekuasasn yang tertinggi itu dari Tuhan. Para penganjur teori ini
berpendapat, bahwa dunia beserfa segala isinya hasil ciptaan Tuhan. Apa
pun juga yang ada 4i dunia ini berasal dari Tehan. Demikian pula halnya
dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah ataupun raja-raja yang
waktu its memegang pemerintahan adalah berasal dari Tuhan juga.
Oleh karena itu, raja atau pemerintah harus mempergnnakan kedaulatan
yang diperolehnya itu sesuai dengan kehendak Tuban. Pada masa Jampau
raia~-raja mengangpap dirinya scbagal Tuban sendiri, seperti misalnya
dalams cerita wayang, di mana raia menganggap dirinya sebagai penjelmaan

Wisynu ataupun menganggap sebagal anak Tuhan, Penganjur paham ini antaca

* Hamied §. Attarnind, dalarn diseriasinya, juga menyebut lime alavan kedouvlsian, Tetapl, gjersn
kedaviatan Tubsn digantinye dengan ajuren kedsulatan dafam Ynglomgan Lihet A Handed 8.
Altmninl, Peranon Keputwan Presiden Repubtik  Indonesia  Dalati Peeyedngguroan
Pemerintahan Negars, dizeriast pada Faimitas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, ki,
129-130. Lauin lagl Wiriono Prodiodikore talam Asas-dsas Hukum Totenegara & Indonesia, 664 6.
Jakasta: Dian Rakyat, 1989, hal, 56, Wisjono hanya menyebot empa? ajaran saja, yaitx kedaulatan
negers, kedanletan Tuhan, kedanlatan Raleyat, den kedsulstan hukum.
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fain: Augustinus, Thomas Aquinas, dan lain-lain®
A2. Teori Kedaunlatan Rakyat

Menurut teori ini, negara memperoleh kekuaszan dari rakyatnya
dan bukan dari Tuban atan dari raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori
kedaulatan Tohan, dan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tak

sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori kedaulatan Tuban:*

2. rais yang scharusnys mometintah rakyat dengan adil, fujur dan batk
bati {sesuai dengen kehendak Tuhan} namun kenvalaannya, raja- maja
bertindak denpan sewenzug-wenang terhadap rakyat; ingat skan
pemerintahian Louis X1V di Perancis;

b. Apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan, mengapakah dalam
suaty peperangan antara raja yang satn dengan raja yvang lain dapat
mengakibatkan kalshnya salah seorang raja.

Kenyataan-kenyatean ini mepimbulkan kerapu-raguan yang
mendorong ke arsh timbulpys alam pikiran bara yang memberi tempat
pada pikiran manusia Resaissance). Alam pikiran barn ini dalam

bidang kencgaraan melahirkan suatu paham baru, yakni teori

kedaulatan rakyat.

Paham inilah yang merupakan rcaksi terhadap teori kedaulatan
Tuhan dan teori kedaulatan raja dan kemudian menjelma dalam
revolusi Perancis sehingga kemudian dapat menguasai seluruh dunia

hingga sekarang dalam beatuk mythos abad ke-19 yang memuat paham

¥ C.8.T. Kansil, Hubum Tat Pemerintobuu Indonesia, {Takarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal 74,
* Ihid

Universitas Indonesia = 22

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH Ul, 2009



kedaulatan rakyat dan perwakilan {demokrasi).

- Para penganjur paham ini adsiah Roussean, Montesquicu, dan
Jobn Locke. Dari ketiga sarjana ini, Montesquicu adalah yang
terkenal karena ajarannya tentang pemisahan kekuasaan negara

yang oleh Immanuel Kant disebut Trias Politica ¥’

A3, Teori Kedaulatan Negauvs

Menurut teori ini adanya negara itu merupakan kodrat
alam, demikisan pula kekuassan terlinggi yang ade padse pemimpin
negara itu. Adapun kedaulatan itu sudah ada sejak labirnya suats
negara. Jadi jelaslah, bahwa negara ity merupakan sumber daripada
kedaulatan. Hukum itu mengikat karena vang demikian dikehendaki
oleh negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak.
Penganjur teori ini di antaranya: Paul Laband dan George Jeltinek.®
Ad. Teori Kedaunlatan Hokum (Supremacy of Law)

Teori ini mengajarkan, bahwz pemerintah memperoleh kekuasaanoya
ita bukanlah dari Tuhan etaupun dari raja mavpun negara, aksn tetapi
berdasarkan atas hukum; yang berdaulat adalah hukum. Baik pemerintah
maupun rakyat mempercieh kekuasaan itu dari hukum. Penganjur teori
ini antara lain: Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguit.

Prinsip kedauwlatan rakyat (democratie) dan  kedaulaten  hukum
(nomocratie) hendaklah disclenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari

mata vang yang sams. Untuk ite, Undang. Undang Dasar negara kita menganut

7 hid

=2 thid
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pengertian balwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang
demokrasi (democrarische rechtstaal) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi
yang berdasarkan atau hukum {constitutional democracy} yang tidak terpisahkan

satu sama Jain.*®

B. Konstitusi

Istitah konstitusi berasal darl bahasa Perancis {eonstitusr) yang berarit
membentuk. Pemakaian istilah konstitusi vang dimaksudkan ialah pembentukan
suaty nepara ataw mepyusun dan menyaiakan suafu negara”™ Konstitusi memuat
peraturan-peraturan pokok (fundamental) mengenai soko guru atau sendi-sendi
pertama untuk menegakkan bangunan besar yvang bemama negara. Sendi-sendi
tersebut tentunya harus kuat dan fidak mudah runtuh, agar banpunan negara tetap
berdiri.”

Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar meropakan ferjemahan istilah
yang dalam bahasa Belandanya Grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah/dasar, Di negara-negara
yang menggunakan bahass Ingeris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah

Constitution yang delam bahasa Indomesia disebut konstifusi™” Pengertian

* Bmiy Asshiddigie, Stnubtur Ketorancgaracn fdonesia Setelak Pernhohan Keevpat LD
Fohn 1845, loeslt.

* Wirlooo Projodikoro, dsasasas Hukum Tata Negora & Indonesia, |, (Jakarta: Dian Rakyat,
19897 halemes, 10, dulpm Dobiss Thadb, Jazim Hemidi, NPmelul Duds, Teord day Hikum
Komstingsi {nkaris Rade Grafindo Persade, cet 1V, 2004) balaman 7,

¥ Wigona Projodikere, 78id. Dupat juge dibaca M. Solly Lubis, Hukum Twa Negara, it 7
{Bandung: Mandar Majn, 2008 hal. 27,

% S Soumanti M., Swnman Ketotunegaroan Menurst UUD 1945 dadam Ketwanegaraan
Tdonesia Dadam Kelddupan Polititik  Indomesia, Siner Harepan, Jekerta, 1993, him, 28; Jugs
periksa dalam Mitam Budiardio, Dasqgr-dasor Himu Politike, Gramedis Pustaka Utama, Jakaria,
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konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-
Undang Dasar, tetap] ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-
Undang Dasar. Bagi para sarjana ilma politk istilab Constitution merupakan
sesuate yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana
sesuatu pemerintzhan diselenggarakan dalam suatu masyarakat™

Konstitusi pada dasarmya adalah kerangkas masyarakat poliik yang
diorganisly dengan dan melaiui hukum yang menetapkan pengafuran mengenai
pendirian lembaga-lembaga yang permanen, fumgsi dari alatalat perlengkapan
dan hak-hak terientu vyang felah ditetapkan. Karena #u konmstitusi juga
mengandung makna scbagal kumpulan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan
secara luas, hak-hak dad yang diperinteh dan hubungan antar keduguya. Suatu
negara bangsa (nation state) lahir dengan latar belakang seiarah tertentw. Di
dalamnya terdspat bukan saja berkaitsn dengan eksistensinya sebagal sebuah
bangsa-bangsa tetepi jups deogan mengandung dasar, cifa-cita, hamspan dan

fujuan negara bangsa itu sendiri,>*

1992, hlm.95. dalem Datilan Theil, Jarim Hamidi, N matal Huda, Teori dan Hukum Konstitusi,
Cet. 4, (Jakarte: Rajs Grafindo Persads, , 2004) hat. 7.

%} {2ahtan Thaib, Jazim Hamidi, Ni*matul Huda, Jbid

* Juternational Idea, Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi Di Indonesia, Makalah
Luporan Hasil Konferensi Yong Diadalen di Jakarta, Indonesia, Oktober 2001, hel. 45-47 dalam
Mirza Nesution, Tigjauen Konstitusionai Terhadap Pelaksanagan Pemilu dafam Negara
Demokrasi Indonesia, btip:(ibrary.usu ac.id/domniesd/fh/tatanepara-mirza2. pdf
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B.1L Tujuan Z*Zegamﬁ

Menurgt Plalo twjuan Negars adalah unink memajukan kesusilaan
manusia, sebagal perseorangan {individu) dan scbagai makhluk sosial. Sedengkan
menurut Roger H. Soltau tujuan Negara adalab memungkinkan rakyotnya
berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (he freest
pussible developmens and creative self-expression of its members).*®

Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk melindungi |
segenap bangsa Indonesia dan selurgh tumpab darsh Indonesia, memaiokan
kesejahieraan wmum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikst melaksanaan
ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial

Tuluan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagal organisasi
tertinggi bangsa Indonesia vang penyelenggaraannya didasarkan pada Hina dasar
negara {Pancasila) yaity Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemana‘s.im yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, Kerskyatan yang dipimpin  oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyswaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi
selurnh rakyat Indonesia, Pancasila ini dapat juga memandu politik hukom
pasional dalam berbagai bidang. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi
Jandasan politik hukum vang berbasis moral agama; sila "Kemanusiaan vang adil

dan beradab® menjadi tan-dasan politik hukoem yang menghargai dan melindungi

35 Abedul Hakim Garsds Nusantars mengaiakan behwa bagaimanapun joge hukum & Indonesia
harus mengsey pads cita-oiia wasyeraket bangse yekni tepaknys negara bukum yang demokratis
den berkesdilan sosial, Pombangusan hukum herus dituinken ustuk moenpakhied fatanan sosiad
yung Hdek adil dan menindes hulchel ssasi mapusis; den keremgmys politk hukum herus
beroriontast pada oits-cits negurs hokem yang didasarken atss prinsip-prinsip demokeast dan
berkeadilan sesiad dalem sobu masyarakat bangss Indonesia yang bersatu sebagaimans tertunng <
delatn Peasbuloan TUD 1945, depat dibaca Abdul Hakim G Nusantara, Pofitik Hukum Indonesic,
Yuvasan LBH Indonesia, Jokaria, 1988, hal, 20.

* 1hid
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hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif; sila "Persatuan Indonesia” menjadi
landasan politik bukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa deogan
berbagai ikatan primordiainys masing-masing; sila "Kerskyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijeksanaan dalam permusyawsratan/perwakilan” mienjadi landasan
politik hukem vyang meletakkan kekuasssan di bawah kekuassan rakyat
{demokratis); dan sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi
landasan politik hukem dalam hidup bermasya-rakat yang berkeadilan sosial
sehingge mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh
mercka yang kuat secara sewenang-wenang. >
Hukum sebagai alat untuk mencapai tujnan tersebut, selain berpijak pada
lima dasar wtuk mencapat tujuan negare, juga hars berfungst dan selala berpiiak
pada empat prinsip cita hukum {rechtsidee) yakni:
1. Melindungi semua unsur bangsa éution) demi keutohan (integrasi).
2. Mewsjudken keadilan sosial dalarn bidang ekonomi dan kemasyarakatan,
3. Mewujudkan kedaulaten rakyat (demckrasi) dan negars  hukum
{nomokrasi)
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanushian dan berkeadaban dalam
hidup beragama.”®
Empat prinsip cita hulum tersebut haruslah selale menjadi asas vmum

yang memandu terwiujudnya cits-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah

51 Tujuan bangsa dan tgjuen negara itu substensisyn sama, hanys saia Injuen negora seringkali
dianggap bersifat lebih konstitutf karepa dirwrnuskan secary resmi & dalam Pembukasn UUD
1945

* Bermard L Tanys, Judicial Review dan Arah Politik Hukum, Sebugh Perspektif, makalah untuk
Seminar fentang Judicial Review dan Arch Politik Hukam di Fakulias Ilmu Sosiel Universitas
Neged Semarang, 17 April 2606,
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kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif.
Cita hukum ite bersifat normatif karcna berfungsi sehagai pangkal dap prasyarat
ideal yang mendasari sectisp hukum positf, dan bersifat konstitutif karena
mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai oleh negara™

Dalam konteks transformasi politik yang terjadi di dunia, terutama pasca
perang dunia ke kedua, banyak negarz bangsa lahic karena dorongan nasib
bersarna akibat penindasan kolonialisme yang sangat eksploitatif yang dilakukan
dalam skals yang sangst luas, massif dan koleklif. Karena itu konsGtust negara-
negara baru setelah kolonighisme selaly mengandung satu romusan yang secara
komprehensif meliputi pernyataan kemerdekaan, dasar, cita-cita, barspan dan
tujuan negara. Seringkali konstitusi negara-negara baru tersebut sangat diwarnai
oleh kemauan untuk menegakkan hak kolektif, dalam bentuk lahirnya scbuah
negara bangsa

Muhammad Yamin,” menyatakan balrwa konstitusi {constitusion) itu ialah
Undang-Undang Dasar dan didalamnya tertulis sekumpulan atoran yang
menyusim  kekuvasaan politik dan masyarakat, menjamin dan menguatkan
kemerdekaan negara dan warga. Selanjutnya dia mengatakan, babwa perkataan
constitwtion berasal dad sbad ke XV, dan dalam kitab pujangpa Revolusi

Perancis 1.J. Rousseau™ yang bernama Contract Social maka constitution dinamai

% M. Mahfud, MD, Memberigun Polittk Hukum Mensgakken Konstitusi, {fekanta; Pustaka LPIES,
2L, 1, 2006) hal. 16.

D rvid

" Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jekarta: Djarmbatan, 1952),
hal. 69,

® Dalem Buky yang telah diterjernabken kodolam babass Indonesia 1, Rowsseau mongatakan:
“Selama manuosia Hdak dapat melahirkan sehush kelauatan barg dan banya menyatulan kekuatan
yang sudeh ads, mercks Sdak aken memilik! cors lain uniuk meompertahankan dirh, selain ormasi
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juga lois jondamentales atau lois politiques yang dapat disalin dalam bahasa kita
yaitu Undang-Undang Dasar.

Menuntt Jimly Asshiddigic®, yang mengutip pendapat Thomas Paine,
bahwa konstitusi itu seediri dibuat olsh rakyat untuk membentuk pemerintaban,
bukan scbaliknya ditetapkan oleh pemnerintah antuk rakyat, “4 constifution is not
the act of a govermmeni, but of a people constituting a government, and «
government withoul a constitution iy pewer without right’, Selanjutnya Jimly
Asshiddigie mengatakan bahwa istilah constitution dalam bahasa Inggris sepadan
dengan istilah grondwet dalam bahasa Belanda dan gerundgesetz dalam bahasa
Jerman, Grond dalam bahasa Belanda memiliki makna yang sama denpan Gerund
dulam bahasa Jerman yang berarii “dasar”. Sedangkan wey, gesetr biasa diartikan
undang-undang. Xsrena ifu dalam babasa Indonesia, grondwet itu discbut dengan
istilah Undang-Undang Dasar.** Sarjana Belanda seperti LJ, van Apeldoorn juga

meityatakan bahwa comviitutic itn lebih Juas dsripada grondwet. Menurut

yang sudah ada, yalm] dengan satu sgregasi yang merupakan lambahan kekualan yang cokup besar
untuk mengatast maszlah perfabenan didl mereka, Semua i hams mereka baws ke dalsm
permalnan dengan satu motivast kekuasaan tunggsl dan melahitkan sebuah tindakan bersams.
Tambahae kekualagn in hiss muncat hanya ketike beberapa orang berkempy] bersama,
N, karens kekuatan den kebebasan seilan individy menupaken aist olams bagd portahenan
dirinya, bapsimans dia biss menjaps mereka anpa membahayeken hepentingannys sendir, dan
mengabaikas perlindungan ates dirinys sendied? Dalaem pokok bahasan saya sckerang, kesulitan ind
mungkin bisa dinyalskan dengan peraysiuan sebagsl berikue
"Persoohmnya wdadal menemukan Seraud asosiosi yang akan memperiahankan dan melindungi
bersoma dengan hekuatan pribadi dan sarang dord seiiap asosiosi. Di dolam asosiast terselud,
arang bisa menyaiken divinya dengon anggota vang fain, fesajri
tetup paduh pada dirinya sendivi, dan tetap merjadi seorang pribadi yang bebas seperti sebelum
cir bergabung dalam asosiasi tersebat.” Ini meyupaken persoalan fundamental ketika "Perjanjinn
Sesial" menjadi jalan keluar,
Dapat dibaca tulisan 1J. Roussesw, Dy Consract Social (Perjanjian Sosial). diteriemehkan oleh
Vingeat Bero, (Jakarta : Visimedia, 2007, halaesan 22-23.

 yimiy Asshiddigie Asshidiquie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negera Indonesia: Pasea Reformast,
{Fakasta: PT. Bhuane Brau Populer, 2007}, hal 504-365,

“ Yudha Pandu, ed, , Kaomus Hubam Cet. 2 {fakarts: Tndoncsia Legal Center Publishing, 2008}
haloman 77
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Apeldoom, grondwet itu hanya memuat bagian tertulis saja dari constitutie yang
cakupannya meliputi juga prinsip-prinsip dan norma-norma dasar vang tidsk
tertulis.*

Berkaitan dengan pengertian konstitusi yvang didalamnya juga mengatur
mengenai lembaga-lembaga negara terutama sekali lembaga-lembags negara yang
merupakan perwujudan gagasan kedaulatan rakyat dalam suatu bentuk perwakilan
didatam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka perlu
dikemmnkakan secara teoritis mengenal perwiiudan dan perlembagaan kedaulatan
rakyat tersebut. Sebagai wujud peloksanaan dari konstitusi bagi penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bemegara, dan agar norma dasar yang tercantum dalam
konstitusi dapat berlaku efektif’ dan berjalan dengan baik di masyarakat maka
norma dasar tersebut it perlu diwnjudkan dalam peraturan perundang-undangan
yang Hirarkinya berada dibawah Undang-Undang Dasar.

Kemudian, hal yang perlu dipahami juga adalah mengenasi Redudukan
konstitusi dalam sebuah nepara. Penjelasan mengenai kedudukan konstitusi /
Undang-Undang Dasar dalam sebuab negara, dapatlah disimak apa yang
disampaikan oleh Harus Alrasid® Jla memulai pemjelasannya  dengan
membicarakan hukum. Menurutaya, kalan kifa berbicara roengenai hulum, maka
kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Jadi menurutnya,
kedudukan Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara analog dengan kedudukan
angearan dasar bagl suatu partai politik atau organisasi lainnya, yaitu merupakan

pegangan pokok bagi tindaken operasional dari organisasi yang bersangkutan,

* Fimly Asshiddinie Asshidiqgie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indoresia, foc.cit,

% Harun Alestd, Naskah UUD 1945 sevudah empot kali dinboh oleh MPR, {Iskaria: Ul-Press,
2006), hal, 149-164.
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Untuk menguatkan pandangan bahwa konstitusi adalah bagian terpenting
bagi sebuah negara, ada baiknya dilihat pendapat Bryce seputar motif politik
dalam penyustnan sebuah konstitusi, yakni sebagai berikut:*

1. Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan wntuk mengendalikan

tingkah laku penguasa;

2. Keinginan untuk menggarnbarkan sistem pemerintahsn yang ada dalam
rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-
wenang dari penguasa di masa depan;

3. Hasrat dari pencipta kehidupan poliik baru wntuk menjamin atau
menpamankan  berlskunya cara pemerintahan dalam bemtuk yang
permanen dan yang dapat dipahami oleh warga negara;

4. Hasrat dari magyarakat-masyarakat yang terpissh untuk menjamin aksi
bersama vang efektif dsn bersamaan dengan itw berkeinginan totap
mempertabankan hak serfa kepentingannya sendiri-sendiri,

B.2, Konsep Negara Integratistik

Pembentukan negara-negara modern tidak dapat dilepaskan  dari
berkembangnya dua fzham atan mazhab pemikiran tenfang hobuongan negara
denpgan warga negara. Penindasan para raja, vang seringkali mempersonfikasikan
dirt sebagai megara, L'efal Clest Moi selama berabad-abad di Eropa telsh
mendorong kelahiran Gemskan Renaissance, vang memberikan pengakuan hak
individu dari setiap warganegara. Faham individualisme yang dikembangkan oleh
Thomas Hobibes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herberd Spencer, dan HJ.

Laski, telah mewarnai seluruh aspek kehidupan bangsa-bangsa Barat dan menjadi

% Dehlan Thaily Jazim Hamidi; Ni‘matel Hods, Teori dan Hukum Konsfitusi{akarda: Raja
Grafindo Persade, cet. EV, 2004), hal. 84-65.
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nilai dasar dari sistetn politik demokrasi yang berkembang, setelah bangsa-bangsa
.tersebut mengalami penindasan oleh para penaguasa absolut dalam negara monaki
absolot. Menurat paham individualisme, negara ialah masyarakat hukam yang
disusun atas dasar koptrak antara selumh individu dalam masvarskat (social
contracty. Aliran kedua adalah faham kolekfivisme, yang tidak mengakui hak-hak
dan kebebasan individy, beranggapan persatuan yang dilandaskan pada ikatan
kesamaan kieclogi afan keunggulen ras sebagai dasar dalam penyusunan negara
yang ferdiri atas pimpinan atau partai sebagal suprastruktur dan masyarakat
madani sebagal struktur, Paham kolektivisme kemudian cenderung berkembang
menjadi pemerintah dikiator totaliter seperti dialami bangsa Jerman di bawah
Hitler, Uni Soviet di bawah pemerintahan komunis, Jtalia di bawah Mussolini, dan
RRC di bawal: pimpinan Mao Zedong, Pabam kolektivisme mempunyai beberopa
cabang pemikiran, diantaranya yang dikenal sebagai teori kelas {class sheory)
yang dikembangkan oleh Marx, Bngels dan Lenin. Negara diangeap sebagai alat
oleh suaty kelas untuk menindas kelas yang lain.%

Negara ialah alat golongan vang mempunyai kedudukan ekonomi kuat
untuk memindas golongan atzu kelas ekonomi lemah. Negara kapiialistik adalah
alat golongan bowrgeoisi uotuk menindas kaum buruh, gleh karena itu para
Marxis menganjurkan revolusi pofitik kaum bursh dan kelompok tertindas lainnya

untuk merebut kekuasaan negara dan menggantikan kaum bonrgeoisi. Cabang

* Qofian Effend, Mencari Sisterm Pamerimabupt Negarg, dalam rangks memperingati Dies
Hoisiis Umvemms P&m‘ia yang ke 40 chzz Umcam Wisida Semester Genap Tahiva Akedemik
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yang lain adslah sepectt yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Mueller, Hegel dan
Gramschi yang dikenal sebagai teori integratistik,®

Menurut pandangan teori ini, negara didirikan bukanlaah untuk mienjamin
kepentingan individu atau golongan, akan tetapl menjamin masyarakat seluruhoya
schagai satn kesatuan. Negara adalah suatu masyarskat yang integral, segala
golongan, bagian dan anggotanya satu dengan lainnya dan merupakan kesatvan
masyarakat yang organis Yang terpenting dalam kehidupan bemegara menurut
teori integral adalah kehidupan dan kesejahteraan bangsa selurghnya.”

Harus kita pahami, gerakan kemerdekaan Indonesia memandang pabam
individualisme wang dipeluk ofch bangsa-bangsa Barat adalah sumber dari
kapitalisme, kolonialisme/imprealisme yang mercka tentang habis-habisan. Pars
Jounding fathers nampakaya mempunyat inferpretasi yang berbeda tentang fabam
kekeluargaan. Bang Kamno yang menangkap kekeluarpaan hangsa Indonesia jebih
dari dinamika dan semangatmya. Hatfa memaknat kekelugrgaan sccars etis.
Sedangkan Prof. Socpomo menafSirkan kekeluargaan lebih sebagai konsep
organis-biologis, Hampiran mefateoreiikal yang berbeds tersebut menghasitkan
interpretasi yang berbeda pula tentang konsep kekeluargaan. Bung Xamo
menginterpretasikan kekeluargean sebagai semangat golong royong, Bung Hatta
memandang kekeluargaan secara ofis scbapai interaksi sosial dan kegiatan
produksi dalam kehidupan dess, yang bersifat wlong menolong antar sesama.

Bentuk susupan sustu nepars secars teoritis berhubungan erat dengan
riwayat hukum dan stukiur sosial dari suatu bangsa. Karena itulah setizp negara

mermbanpun susunan negaranya selaln dengan memperhatikan kedoa konfigurasi

-

& fhid

 thid
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politik, hukum dan struktur sosialnya. Atas dasar pemikiran tersebut. Soepomo
dalam rapat BPUPK tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan agar sistem pemerintahan
negara Indnesia yang akan dibentuk harus berdasar atas aliran fikiran negara yang
integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi
sehiruh golongan-golongannya dalam lapangan spapun. Dalam negara yang
integratistik tersebut, vang merupakan sifat tata pemeriniaban yang asli Indonesia,
menurot Soepomo, para pemimpin bersatu-iiwa dengan rakyat dan pemimpin
walib memegang toguh  persatuen dan memjaga keseimbangsn  dalam
masyarakatnya. Inilah inferpretast Soepomo tentang konsep manunggaling kawulo
tan gmfx‘ﬁ?i Persatuan entara pemimpin dan rakyat antara golongan-golongan
rakyat, ditkat oleh semangat vang dianut oleh magyarakat Indonesia, yaitu
semangat Rekelvargasn dan semangat gotong-royong. Dalam pemikiran organis-
biologis Soepomo, kedudukan pemimpin dalam negara Indonesia dapat

disamakan dengan kedudukan seorang Bapak dalam keluarga.”

¥ Samsudin Haris, Sang Pandio Orde Barn, hiplensw.teppoiniergetive comjangimin /02/37/

7 Hata, berbeda deogan Sukemo dan Soepomo, menerjemabian jaham kolektivisme schagsi
Interaksi sosial dan proses produksi & pedesman Indonesin, Intinys adalsh semangal tolong
menclong stou golong rovopg. Karenza iu dalam pemildrun Hatls, kolektivisme dalom konteks
Indonesia meagmdung dus elemen pokok yaitu mifik bersamia dan usaha bersama, Dalam
masyarakat dess tradisional, sifet koleitivisme ala Indonesia tersebut nampak dard kepemilikan
fanah bersama vang dikegekan Lovsama. Jadi, koleldivisme olch Haita diterjerpabikan meniadi
kepemilikan kolektif stas elat-alaf produksi, yang diosahskan bersama untuk memenshi kebutuhan
bersama.
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B3. Materi Muatan Kounsfitusi
Pentingnya konstitusi bagi scbhuah negara, memicu sebuah pertanyasn
sebagaimana yang juga pernah ditanyakan oleh Wheare dalam karyanya, Modern
Constitution,” yait:
what should g constitution contain?
Secars tegas Wheare menjawabnys,
the shori answer, then, is the very minimum, and thal minimum o be rules
of law, One essential characteristic of the ideally best form aof constitution is
thay it should be a short as possible.

Pendapat Wheare ini menegaskan bahwa seringkas mungkin konstitosi it
semakin batk, sehab yang ferpenting adalah pelaksanaannys secars konsisten. Apz
yang ditegaskan oleh Wheare jugs mengarah pads konstitusi pada tipe negara
kesatuan (i unitary state), meskipun tidak semua negara kesatuan demikian.”™

Datam konieks negara kesatuan, Wheare mengatakan, setidaknya ada tiga

hal pokok yang harus menjadi muatan konstitusi, vakoi pesfoma tentang strukdur

umutn negars, seperti pengaturan kekuasaan, legistetif, eksekutif, dan vudikatif;
kedua, hubungan dalam garis besar antera kekuasaan-kekuasaan tersebut sato
dengan depgan yang lainnya; dan Aetige, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan

tadi dengan mkyat atau warpa negara,”

7 K. Whears, Moders Constinaion  dalam Msajda Bl Mubia], Hak Asasi Momusia dalam
Konsiitusi Indonesia {Jokasts: Kencans Prenndn Media Group, cet 11, 2007) hal, 37

™ Mernang jike diletakkan pada Indonesis sebagai negera kesatuan, UUD 1945 ringkes dan
Sederhana, tetapl, tidekinh kemudian sama pule bagi negara kesotuan lainays sepertt Belanda, dan
Amerika Serikat memiliki juralah pasal dalam EJD yang relatif banvek don lues. Libat lebis
ianjut dapat dibuca 57 Scemanint, Prosedur don Sivtem Pernbahan Korsiitusi, {Bsndung: Alumni,
1987) hal, 5531,

B KL, Wheare, datarm Majda Bl Mubtal, Jec, off.
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C.F Strong, dalam bukunya Madern Pelitical Constittitions mengatakan
bahwa muatan konstitusi tidak terlepas dar} prinsip-prinsip konstitusionalisme itu
sendiri. Dengan sangat ringkasnva, Strong mengatakan,

the objects of a constitution, in short, are to limit the arbitrary action of

the government, to  guaranice the rgghrs of the governed, and fo define

the aperation of the sovereign power’”.

Berdasarkan pandangan ini maka setidaknva konstitusi mengandung
beberapa hal pekok, yaitu:”’

1.  Adanya jaminan terhadap hak-hak asast manusia dan warga negaranya;

2.  Diteiapkannya susunan kelatanegaraan suatu negars vaog bersifat
fundamental;

3. Adanya pembagian dan pembatisan tugas keistaneparasn vang juga
bersifat fundamental.

Hal yang penting juga disadari bahwa meskipun konstitusi merzpakan
sesuatu yang krusial bagi sebuah negara, Yetapi menganggapnya sebagai hal yang
suci {the sacred documens) sehingge tak menutup kemungkinan atas perubahan-

perubahan, justru semakin mengecilkan kedudukan dan peran korstitusi itu

" C.F. Strong, Modern Political Constitution; An Introduction ro the Comparative Study of their
Hisrory ond existing Form dalam Mijda EI Mubtag, Thid. halaman 38

7 9ol Sowmantri M., Prosediir..., ap.eii, Y. 51

Dialarn bebernpa verst yang aguk berbeds CF. Strong memasukken mustan kenstitust
ferdist stesr (1) pembatasan kekussaon negara; {2) jaminan hak-hak ssast menusin; dem (3}
pengaturen mengenai pelaksanaan kehussean negam.

Aton dalam versi lain pula, Miram Budiars jups menguiakan mustsn konstitusi
selideknya terdiri ales (I} Crganisasi negams, miseloya pembagisn kekuasasn antara baden
iegislafif, chsekotif, dan yudiketif pembagian kekuasuan nniwrs pemerintah federsl dun
pemerinteh negera bagian; prosedur menyglesaikan masabah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu
badan pemerintah dan sebagainya, (2) Hak-hak asasi manusia (3).  Prosedur mengubah Undang-
Undang Dasar (4) Adakalanya memuat lsrsngan untuk mengubsh sifat tertente dan Undang-
Undang Dasar. Dapet dilibat wlisen Midem Budisrdje, Dasar-Dasar ilome Poligk, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1992, him 104,
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sendiri. Hal int penting ditegaskan agar tidak terjadi pemshaman yang

simplisitik.”™

C. Teori Pemisaban dan Pembagian Kekuasaan

Bentuk dan parzdigma dari pemisahan dan pembagian kekuassan dalam
ajarannya telah memperlihatkan corak yang bhersgam diberbagai negara.
Bagaimanapun bentuk perwujudannya, tidak lepas dan merupakan perkembangan
lebih lanjut dari ajaran pemisshan kekuassan fGeparation of power) yang
dipelopori dua pemikir besar John Locke dan Montesquiou.”

Berawal dari buku ZTwe Treaties on Civil Government yang diterbitkan
tahun 1660 Masehi, Jobn Locke mengemukakan kritik terhadap kekuasaan
gbsolute raja-raja yang meadapat dukungan teoritis dart beberapa ahli pikir pada
waktu iy, anfara lein Sir Robert Filmer melaluil wulisannys Pawriarcha. John
Locke sekaligus memberikan landasan pembenaran terhadap revolusi gemilang
(the glorious revolution) tahiun 1688, percbutan kekuasan antara Kerajaan dan
Parlemen Ingeris yang pada akhimya dimenangkan oleh Parlemen. John Locke
adalah orang pertarza yang menentang absolutisme raja-raja dengan mendukung
pembatasan kekuasaan politik terhadap raja. Beliou mendasackan pendapatava
kepada "kondisi alami manusia den kontmak sosial" yang melahirkan negara

Alasan manusia mengadakan konrak sosial adalsh untek memelihara hak-hak

* Majda EI Mohtaj, op.cit, halaman 39

* Green Mmé Comumzy, Teori g{m Politik Hikam 'fgrq Negars. (Yogyakazm.”rotai Medis,
009} hal, 46 ‘ ‘
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alami manusia yaite, hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak milik (presserve
their lives, libertes and possessions), yang melahirkan status pofitik.*®

Dalam buku tersebut John Locke mengemukakan bahwa untuk mencapad
keseimbangan dalarn suatu negara, kekuasasn negara harus dipilah kepada tigs
bagian, yaitu {1} kekoasann legislatif degislative power} (2) kekuasasn eksekutif
{executive power) dan (3) kekuasaan federatif (ederative power). Kekuasaan
legislatif yaitu kekusssan vang berwepang untuk membust undang-undang,
kekuasaan lain harus tunduk pada kekuasaan ini. Kekuasaan eksekutif meliputi
kekuasaan melaksanakan atay mempertahankan undang-undang  termasnk
mengadili, Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi semua yang tidak
termasak iw:kuasaau legislatif dan eksekwif, meliputi kekuasaan keamanan
acgara, urusan perang dan damal dalam keterkaitannya dengan hubungan luar
negeri. Dari ketigas kekuasaan itu, keloasaan eksekutif dan kekuasaan federatif
harus berada pada tangan yang sama dan harus ada supremasi kekuasaan legislatf
atas kekussaan vang Jain ™

Dalam versi lain teor pomisahan kekuasaan, yang oleh Maauei Kant
disebut sebagal doktrin "Trias Politika,” dikemukakan oleh Montesquieu dalam

bukunya Lesprit des Loi.* Dasar pemikiran doktrin Trias Politika sudah pernah

¥ whn Fachruddin, Pemgawasen Peradifan Administrasi Terkadap Tindakan Pemerintah,
(Bandung: Aluwred, 2004 hal 138

Ketiga cabang kekunsasn legisiniif, eksekutif, dan yudikstif ity sama-sams sedersjat dan
saling mengontrol saty suma lsin sevunl dengan prinsip checky ol balarwes. Dengan sdanys
prinsip checks and Bolonces i muks kebunsnan nepers dapat dishyr, dibatas] bobken dikontrel
demgan sehulk-hallnye, sehingus penvalahgunaan kekunsaan ofeh sparat penyelonguarm negws
atzupun pribedi-pribadi yang kebetulan sodang menduduld jebaten dalam lembaga-ombags nogars
yang bersangkutan daps? divegsh dan Jilenggulang! dengan sebalk-baiknya.
Baca jups Jimly Asshiddigle, Kosfituyl dan Konsthasionalime Indonesia. Cer 2 {Iokaris
Konstitusi Press) ol 74
 rhid

% Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
dengan Prelapan Negora Maj, (Jakarts: Kencana Prenada Medis Grup:2009) hal {1,
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dikemukakan oleb Aristoteles dan kemudian juga pernah dikembangkan ofeh Jhon
Locke.” Secara garis besar ajaran Montesquieu sebapai berikut: Pertama,
terciptanya  masyarakat yang bebas. Keinginan seperti ini muncuol karena
Montesguien hidup dalam kondisi sosial dan politlk yang tertekan di bawah
kekuasaan Raja Lodewijk XIV yang memerintah secara absolut. Kedug, jalan
ugtuk mencapai masyarakat yang bebas adalah pemisahan antara kekuasaan
legishatifl dengan kekussaan eksekutif. Montesquien tidak membenparkan jika
kedus fungsi berada di satv orang atam badan karena dikhawatickan akan
melaksanakan pomerintghan tinani. Kefiga kekuasaan yudisial harus dipisah
dengan fungsi legistatif. * Hal ini dimaksudican agar hakim dapat bertindak secara
bebas dalam memeriksa dan memutuskan perkara.®®

Ketiga kekuasaan tersebut, menurut Monfesquieu, harus terpisah sata sama
lain, mulai dari fungsi maupun mengenai alat perlengkapannya. Pendapat tersebut
tentu berbeda dengan Jhon Locke yang memasukkan kekuasaan yudikalif ke
dalam kekuasaan eksekutif. Montesquien memandang kekuasazan yudikatif harus
berdiri sendiri karena kekuvassan tersebut dianggapnya sangat penting.
Pemikirannya seperti itu tidak hisa dilepaskan dari peng-alamannya menjadi

kakim, di mana kekuasaan yodikatif sanpat berbeda dengan kekuasaan eksekutif

8 Ahmed Subolint, Pemitizan Politik Barar; Kagjian Scjarah Perkembangan FPemikiran Negara,
Masyarket dan kekuasoons, Let 2, {skaria: Gramedia Pustaka Utama, 2804} hal. 200-203.

% Dupat dibacn juza Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Nesara Pasea
Reformasi, {Jekarta: Sekjon Mahkamsh Koostitusi, 2006) hal 30-35.

¥ Suwete Molyosadarmo, Kehugsaon dan Tanggung jowab Presiden Republik Indonesia (Suatu
Fenelitian Ssghsegd Teoritik don Ywrkdk Pertunggungiowaoban Kekuasoan), Disevasi Dokior
Pascaswrjuns Universites Ablangoe, Sursbaya, 1990, hal, 58-39,
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Sehaliknya oleh Montesquien, kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut oleh
Yhon Locke "“federatif dimasukkannya ke dalam kekuasaan eksekutif.®

Memurat O, F. Sirong, fenomena pembagian kekoasaan seperti ifu
dikarenakan adanya proses normal dari spesialisasi fungsi. Fenomena ini bisa
diamati pada semua bidang pemikiran dan timslakan vang discbabkan peradaban
semakin bergerak maju, bertambahnya bidang sktivitas, dan karena organ-organ
pemerintshan menjadi semakin kempleks.® Strong melibat pada mulanya raja
adalah pembuat dan pelak-sana undang-undang, di samping ia jupa bertindak
sebagail akim. Namun, dalam perkembangannya tidak dapat dihindari tambuh-
nya tendensi untuk mendelegasikan kekuasaan-kekussaan tersebut sehingga
menghasilkan adanya pembagian kekuasaan.™

D. Kedudekan Dewan Perwakilan Rakyat™

Kedaulatan rakyat {democratie) di Indonesia diselenggarakan sccara
langsung dan melalul sistem perwakilan, Secars langsung, kedaulatan rakysat
diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang fercermin dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat vang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Dacrah sebagal pemegang kewenangan legislatifs Presiden dan Wakil

% sl Suny, Pembagian Kekuasaan Negora, cet. 2 (Jukarta: Aksars Baru, 1978) hal.&

¥ C.P. Strong, Modern Political lnstitwiors, An Intreduction To The Comparative Study of Their
History and exdsting Form, ¢xt. 3 {London: Sidwick & Jackson Limited, second Impression, 1960)
hal. 214

% Jbid, hal 330.

¥ fetitaly “kedudukan lesim™ digunskes seiring dengan peaggmnesnnya dslem Undang-Undang

fentang Susunen dsr Kedudukan MPR , DPR, DPD dan DPRE, UL Nomor 22 Tshun 2003,
Lembaran Negara Nomor 92, Tambahan Lembaran Negars Nomor £350.
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Presiden sebagai pemepang kekuwasaan eksekutif; dan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana  kekuasaan kebakimap. Dalam
menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur kelentoan-ketentuan
hokum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Forgsi legisiatif),
serta dalany menjalanian fungsi penguwasan (fngsi kondrol) terhadep jalannya
pemerintaban, pelembagaan kedaulatan rekyat itu disalurkan melaloi sistem
perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Daerah.”® Terkait dengan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat schagai bagian
dari demokrasi perwakilan, dalam pasal UUD dinyatakan bahwa: *'
{1}  Anggota Dewan Perwakilun Rakyat dipilih melalut pemilihan umum.
(2)  Susunan Dewan Perwzkilan Rakyst diatur deogan undang-undang.
(3}  Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setabuin.
Selain itu, DPR sebagai lembaga negara pelaksana demokrasi perwakilan
wmerniliki, fungsi sebagai berikut:™
1. Dewan Perwakitan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan,
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal
lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai

hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,

* Jimly Asshiddiqie, Kosritusi dan Konstitusionaiisme Indonesia, Cet TE (Jakarin: Konstitusi Press)
hal, 172,

* lndonesin, Undung-Undang Dasar Negara Republik Irddonesia Takmn 1943, Pasal 19,
% 1hid, Pasal 20A.
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3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
setizp anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapet, serta hak umunitas.

4. Ketentuan lebibh lanjut tentang tata cars pembentukan ucdang-undang
diatur dengan undang.undang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menurut ketenivan Pasal 21 ayat {1},
berhak memaiukan rancangan undang-undang sebagaimana diesbutkan yakni
“Auggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang”. Sedangkan Ayat (2) pasal ini lebih lanjut menyatakan, "Jika rancangan
undang-undang itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak
disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa im®. Selanjub-nya, Pasal 226
hasil Perubsban Kedua, menentukan: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarai-syarat dan faia caranya diatur
dalam undang-undang”.

i antara perubaban-perubahan penting dalam rumuosan-rumwsan tersebut
di atas adalah terjadinya pergeseran mendasar dalam fungsi legislatif dan tangan
Presiden ke tangan DPR. Semuls dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1243 (sebelum
perubaban) ditentukan bahwa: "Presiden memegang kekuassan membentuk
undang-undang dengan persefujuan DPR", dan dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan
bahwa “Anggota anggota DPR berhuk memajukan rancangan undang-undang”.
Sekarmng setelab Perubshan Pertama dan Kedua UUD 1945, Pasal 20 ayat (1)
menegaskan bahwa "DPR memegang kekussaan membentuk undang-undang",

dan Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa: "Presiden berhak moengajukan rancangan
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undang-undang kepada 3PRY. Untk memastikan koatnya kedudukan DPR i,
maka dalam raogka Perubahan Kedua UUD 1945 ditambahkan lagi ayat (5) yang
menyatakan: "Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disabkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan uodang-undang tersebut

sah berlaku undang-undang dan wajib diundangkan”.

E. Kedudukan Presiden™

Menurut tats bahasa, kata president (substantivrn} adalah decivafif daxi fo
preside (verbum) yang artinya memimpin atau tampil di depan. Sedangkan kata
Latin presidere berasal dari kata prae yang attinya di depan, dan kata sedere yang
artinya duduk™ Jabatan presiden erat hubungannya dengan bentuk republik,
meskipun tidak selala berkaitan. Dalam sejarah politik Romawi telak muncul
istilah republik, di samping kerajaan, prinsipat, dan dominat, namun belum
muncul istilah presiden.”

Presiden dalam sistem ketatanegaraan Kite sdaish lembogs yang dapat
diartikan sebagai institusi ataw organisasi jsbatan yang dalam sistem pemerintaban
berdassarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi dua jabatan
yaitu Presiden dan waki Presiden. Dalam struktur kelatanegaraan dengan sistem
pemerintahan presidensil, patut dicatat hshwa yang menyangkut lembaga

kepresidenan adalah perfama, kedudukan sebagal kepala negara dan kepala

¥ Penggumenn istilak “kedudukan™ digunakar oteh penulis sidah termasuk dicdalamnys pengertian
tentang kekusssan/kewenzngas.

™ Webster's New World Dictionery, Coliege Edition, New York: The World Publishing Compasy,
1982, hal, 1153, datary Warun Al Raesid, Peagisian Jabatan Presiden {(Jakaria: Pustaka Utams
Crafig, 1999} hnlaman 19,

* Diokosutono, Mmu. Negara, dalam Harun Al rasid, [bid
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pemerintalian dalam sistern presidensil seperti di Indonesia menyatu dalam
jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian presiden memimpin
penyelenggaraan negars dalam pemecintaian schari hari, Kedwn, Presiden tidak
bertanggung jawab kepada parlemen. Kefiga, Presiden dan Parlemen memiliki
kedudukan yang sejajar schingga Presiden tidak dapat membubarkan parlemen,
demikian pula parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden.

Dalam konteks Indonesia Presiden merupakan penamgpgung tawab dan
sistem penyelenggarass pemeriotahan negara. Sistem ini pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan
oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemermtahan Negara. Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara iglah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai
fungsl vang ada pada Presiden.”” Pengertian pemerintahan dalam rangka hukum
administrasi digunakan datam anti “pemerintahan umum® atas “pemerintaban negara™,
Pemerintzhan dapat dipaharni melalul dua pengertian: di satu pihak dalam artl "fungst
pemeriniahan” (kegistan memerintah), di lain pihak dalam arti "organisasi
pererintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).”

Pade dasarnya Sistem Penvelenggaraan Pemerintaban Nepara tidak
membicarakan Sistem Penyelenggaraan Negara oleh Lembapa-embaga Negera
secara keseluruhan, Dalamy arti sempit, istilah Penyelenpgaraan Negara tidak men-

cakup lembaga-lernbaga Negara yang tercanton dalam UUD 1945, Sedangkan delam

% Agustin Tens Nurang, Reformasf Hukum: Pertanggung Jawaban Seorang Wekil Rokyvet
{Jakarta: Pustake Sinar Harapan, 2003), Hat 49

7 Salamoen Socharye & Masd Effcndy, Sistem Penyelenguaraan Pemerintaban Negara Kesttuan
Republik Indonesia, {Jakerta: Lembaga Administrasi Negara,2006) hal, 3

% Philipus M. Hedion dik, Pengantar Huknm Adiministrasi Negara, oot T {Yogyakarta: Gajab
Made University Pros, 19945 hel. 6
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arti luas, istilah penyelenggaraan negars mengacu pada tataran supra strukdur politik
(fembaga negara dan lembaga pemerintah), maupun pada tataran infra struktor politik
(organdsasi politik dan organisasi kemasyarakatan). Dengan demikian, yang dimaksud
dengan Sistern Penyelenggaraan Pemerintahan Negara scbenamya adalah mekanisme
bekerjanya lembaga  eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden baik selakn kepala
pemerintahan maupun selaku kepala negara ™

Dalam Konstitasi kita,'™ Setidaknya ada 10 kelazasaan Presiden Republik
Indonesia, yaite:™

1. Kekuasaan penyelenggaman pemerintahan,'®

7 Salmmosn HBochuryo & MNasri Effendy, loc.oit,

¥ penulis menggunskan penyebutan UUD Negra Republik Indonesis Tahun 1945 (seteish
amanderen ) dengan istileh “konstitust™ dengap ergumentasi karens wxgatiaﬁnya BRmmE
schagaimana yany ielsh dipsparkan padz bagian sebelumnya.

U Dalam wersi lain kekussasn Presiden ada yang menyebut sebanyak  (delapan bulas)
kewommgan, Hal torsclit sajah satunmya dikarengkan kewenangan Presiden terkmit denpan
penyususan  perstonm penmdang-undanpan ditulis secava terpisah, dapat ditihet Salunoen
Soeharys & Nasrl Effendy, Sivem Penvelengearagn Pemerintahan Negora Kesatuan Repubiik
Indonesie, (Jukarts: Lembaga Administrasi Negara 2006) hal.4-5.

1% Indonesis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1)
Presiden Republik Indonesia memegang kekunsaan pemerintahan menarut Undang-Undang Dasar,
Dralare buku Philipus M. Hadjon dikk, Pengantar Hukup: Adiministrasi Negara, vet 3. (Yogyakarta:
Gaiah Mugda University Pres,1994) hal. 7. ada penjelasan tentang pemerintahan, yokoi:

- Pengertian pemeriotahan  dalam rangka hubum administresi digunakan dalam i
"perrerintabn e atan “pemerintaun negare™, Pernerintzhan dapat dipahami melalul dua pengertion:
di satr pibsk dalam erti "Gmgsi pemerintahan® (kegiatan memerintat), di Isin plhak dalam at]
"orgenisasi pemerintahan® Ckampiian doed kesttman-kesatuan pernerintahan).

Apa sebennsnys kandungsn dan “fimgsi pemmerintzhan™ Ha?. Fungsi dari pessenintehen i
dapat ditestukan sedikit banvak dengan menempetkannya dalamn hubungan dengan fungsi
peeundangandangan dan peradilan, Permerintaban depat diremuskan secara aegatif sebagai scgaia
maca keghutan peangnasa vang tdak dapat disebuthan sehagai suate kegiatan permmdargrundong
s pornditan,

Perbslonn aniers penmdang-undangan, peradilan dan pemerinishan in pembust undang.
wlang, behakiman dun phhak pelubcann (disekutif). Devasa ind dasi "pemerintahan” o tidek sama
denpan "kekussesn cksekutif’. Banyek lenis pemerintahian yang, Bdak dapat dipandang sebagai
pelsksansan dard sndanpundang soperli pemberian subsidi terlenin, alen fupes melaksanskan
pekeriaan s Ade juge shil ndurs adminiciess] yang mengsteloan babowa pelaksansan kekuataan
yang tordind atas pevaturen-persturen perundangundsnpan yang lebh lanhut {peratizan-pershsn pmum

{enteny pemerinishan, maturan dard pihek penguess yeng iebih rendsh), tidsk dapet
Wmmbmmm Hal inj dapat ugs dilihet dari sudut yang lain Pomisehan
dengen hakum s negen adalsh sust pemisahan yang Hdak tegas, Bagaimanapun & kalangan pars
dhit hulamn edminishrasidiialuntahon akhir ini teleh berkembang pethatian yang fuay terbedap
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2. Kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan.'”

3. Kekuasaan df bidang yudisial'®

4. Kekusaan dalam persoaian hubungan luar negeri,'®”

5. Kckuasaan menyatakan keadazn bahaya.'®

6. Kekuasaan sehagai peregang kekuatan tertinggi angkatan bersenjata.'”

7.  Kekuasaan memberi gelar dan tanda kehormatan {ainnya. e

kepuhisankepntuson yong bersifsl o yakni, rencana-rencana, pevatvran-persiorn kebiisksanman,
juge peraturan pemsberian kuasa (wewenang). Tetapl pediatian e ichih banyek tovarah peda sugis
pendekatan shammesturan yang seh ded sudut pandangan halam administrast {soportl yang mans
badan-badan pemerinishen yang loin, shimn yeng memmbuikan akibst-ekibat bukom bonkrit
sepert, bepsimang redaltsinys, begniman dister perlindungan hwdimnys, dan sebagainys) dan
buksn padn seeiu pendekatan dand sudut ko politk tals segams {aps kendungen politk dard
peraturan-perahuran o dan bagaimans kafiea dad stursn-ahuran tu terhadap kedudoken den badan—
badan pofitik den kedochsbon peada undamg-uncdmg).

Kaitan pads trias politiks, yang sebenamya pads sast seksreng ind masth berlaku hanya
secara techates, memungkinkan menunfuk pads suat aspek penting dard pemerintehon. Rukankeh
harus disdekan pemnisuhan antarn "suatu pembentukan keputusan politik" dengan "pemerintahan”?.
"Politik" itu menjulankan pemerintshan  dan menetapkan  undang-undang, secars  singket
mengeluarkan perintab-perintah, mengatur arah. "Pemerintahan” mengurus pelaksanaan rsngurus
dari perintab/tugas-tugas. Dengon kata lein, pernerintahan itv "mengabdi® pada kekussoan politik,
Unsur pengabdian darl pemesintabarn ite dapat ditehisurd kembali pada kats Latin "administrore® yang
berarti, mengitur urusan sebagal sustu penugssen dan orang lain, Maka timbul istileh seperti
administras? uatuk organisast pemerintahan dan hukum admisisiosT wafok Bukem permerinishen,
Tend: saje rrassyarsked yang sndern membuiuhkan suaty kefemeaan poltik terbikoans din kas lduk

' mndomesis, Ibid, Pasal 5 avar (1) Presiden berhak mengajukan rancengan undang-undang
kepada Dewnn Perwakilan Rakyal. Ayab (Z) Presiden menctapkan peraturan gemerinfzh untuk
meajalankas undaspundang schopnimans megtinye. Pasal 22 myat (1) {1} Dalem hal Hrowal
kegentingan yang memakss, Presiden berhak menetapkan peratiran pemarintah sebagal pengganti
undangundang.

'™ indonesin, Ibid. Pasal 14 ayat (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolist
dengun memperhatikan pertimbangan Dewan Perwekilan Rakyat.

15 Indonesia, Thid. Pasal 11 ayst (1) Presiden dengan persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membual perdamaian dan perjantisn dengan vegara kain, Pagsl 13 ayat (1)
Presiden mengangksl duta dan konsud,

9 rndonesia, Thid. Pasal 12. Peesiden menyatakan keadaan hshaya Syarat.svarat dan akibatoys
keadasn bahaya diteiapkan dengan wndengundeng.

7 tndonesia, Tbid, Pasal 10, "Presiticn memegang keknassan yang lertingef slas Anghkatan Daret,
Angkaizn Laut dan Angkatan Udsrs™,
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8. Kekuasaan membentuk dewan pertimbangan presiden.m
9. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.'"®
10. Kekuasaan mengangkat, menetapkan atau meresmikan pejabat-pejabat
negara lainnya.'!! |
Untuk lebih mengarahkan substansi dari tulisan ini maka penulis akan
lebih mendalami teori tentang Kekuasaan Presiden di Bidang Peraturan

perundang-undangan

E.l1. Kekuasaan Presiden di Bidang Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 setidaknya
Presiden Indonesia memiliki {iga kewenangan membentuk Peraturan Perundang-
undangan yakni:
E.l.l. Xekuasaan Mengajukan Rancangan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 5§ UUD 1945 sebelum perubahan presiden memegang
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR),'” Namun, setelah perubahan kekuasaan membentuk undang-

'% Indonesia, Ibid, Pasal 15. “Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
yang diatur dengan undang-undang™.

1% Indonesia, Ibid. Pasal 16 "Presiden membentuk suatu dewan pertimbanpgan yang bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam
undangundang.”

" Indonesia, Ibid. Pasal 17 ayat (I) Presiden dibantu olech menterimenteri negara. (2)
Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

"' Indonesia, Ibid. Pasal 23 F (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan
Perwekilan Rakyat denpan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
diresmikan oleh Presiden.

Pasal 24 A ayat (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan
Perwakilan Rakyat unink mendapatkan persetujuan dan selanjulmya ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden.

Pasal 24 C ayat (3} Mahkamah Konsutusi mempunyai sembilan orang anpggoia hakim
konstitusi -yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajuken masingmasing tiga orang oleh Mahkamah
Apgung, tipa orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Universitas Indonesla 47

Politik Hukum..., Handoyo Prihatanto, FH Ul, 2009



undang dipegang oleh DPR sebagaimana yang diatwr dalam Pasal 20 Ayat {1)
UUD 1945 setelah perubahan. Secara tegas Pasal lersebut mengatakan, "Dewan
Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang.”''? Meskipun begity, presiden
fetap mempunyal hsk untuk mengajukan rancangan undanpeundang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat,'” Tetapi, khusus mengenai rancangan undang-undang
tenfang anggaran pendapatan dan belanja segara, hanya Presiden yang mem-
punyei kekuasaan untuk mengajukan rancangannva. DPR dan DPD tidsk
mempuyai kewenangan unfuk mengajukan rancangan mengenai hal terscbut,
Segala macam rancangan undang-undeng harus dibabas bersama dengan
presiden untuk mendapat persetijuan bersama.'' Jika rancangan wndang-undang
tersebut tidak mendspatkan persehijuan bersama, maka ranwangan undang-undang
ity tidak bo-leh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa

im.ilﬁ

¥ tndonesia, Thid, Pasal 20 ayat |

" Rascangan undang-undang yang berasal deri perserimtah (presiden) disampaikan kepada
pimpinan DER dengan surat pexiganter presiden, Dalam surst tersebut, menyebutian menteri yang
. akan mewnldll pomerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Dalam rapat paripucas berikutnya,
seizinh RINU diterima ofch pimpinas DFR, pimpman rapet memberitahnkan kepada anggota
musikeya RIAY tersebut dan kemudian membagikannyn kepads asngpetz DPR. Selanjutnys
pembahasaas RUU akan masek ke dalam empat tehap yang dintur daiam Pasal 16 Tafs Tertib
DPR RIL Emi Setyowali, dkk.,  Bagsimang Undang-undang Diba {Jskarta, The Asia
Foundation dan Pusat Stedi Huknm & Kebiizkan Indonesita, 2003}, him. 87

114 pysal 23 Ayt (1) UUD 1945 seiclah perubshan ketigs berbunyi, *Anggaran Pendapatan dan
Belunja Megara sebagal wujud dart pesgeloloan keuangsn neparm ditetspkan sctiap tahun dengan
undang-undang den dilaksanakan secara terbuka dan bertangeuny jawab uatik schesar-besarmye
kemalomusan vakyst” Ayat {21 berbunyi; "Rancengan undasg-undang Anpgamn Pendapalan dan
Belania Negare digjuknn ofzh Presiden untuk dibahas bersamis Dewsn Perwakilan Rakyat dengan
memerhatiken pertimbangee Devan Perwaldlan Deersh” Ayat (3) berbuayi, "Apabile Dewsn
Perwakilan Rakyat tidak menyetniui macsngan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara yang
diemnikan oleh Presiden, Pemerintah menislanken Anggarsn Peadepatan dan Belanis Negara tubun
yangiste”

'¥ Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, Pasal 20 Ayat (2),
M8 Lodonesin hid, Pasal 20 Ayatl (3),
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Setiap rancangan undang-undang yang telah mendspat persetujuan
bersama antara DPR dan presiden harus mendapat pengesahan presiden.''’
Namun, jika rancangan undang-undang yang teiah mendapat persetujuan bersama
tersebut dalam 30 hari sejak mendapat persetujuan bersama tersebut tidak
mendapat pengesahan dari presiden, maka rancangan undang-undang  ini sah
menjadi menjadi undang-undang (Pasal 20 Ayat (). Ke-tentuan tersebut
berbeda dengan ketentuan sebelum perubahan UUD 1945, di mana jika suatu
rancangan ondang-undang telah mendapat persefujnan bersama fetapi belom
disahkan oleh Presiden, maka undang-undang tersebut tidak bisa diberlakokan. |

Mepurut Jimly Asshiddiqie, tindakan pengesahan presiden sebagaimana
vang dimaksud oleh Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 tersebut hanyalah bersifat
administratif beleka, karena secars materiil rancangan undang-undang vang telah
mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden vang diputuskan dalam
rapat paripurna DPR-RI adaiah tindakan pengesahan yang bersifat materii,
sedangkan peagesahan oleh presiden sebagaimuna dimaksud oleh Pasal 20 Ayat
(4) UUD 1945 terscbut adalah pengesahan yang bersifit formiil'™® Apalagi
dengan adanya ketentuan Pasal 20 Ayat {3) yang menentekan jika dalam waktu 30
hari sejak mendapat persetujuan bersama tersebut tidak mendapat pengesaban dan
Presiden, maks rancangan undang-undang itm sah menjadi undang-undang.
Sehingga bisa dipastikan rancangan undang-undang vang felah mendapat

persetujuan bersama pasti akan menjadi undang-undang,

BT Indonesia. Tbid, Pasal 20 Ayst {4},
4% tndonesia. Tbid, Pasal 20 Ayat (5}

N7 simly Asshiddigle, Perifhial Undang-undang di Indoneste, {Jskartar Sekretariat Jendra! dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 20083, him. 297,
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E.1.2. Kekuasaan Membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu)

Ketentuan Pasal 22 Ayat (1} UUD 1945 tidak mengalami perobahan, Pasal
tersebut tetap berbunyi: "Dalam hal ihwal kegen-lingan vang memaksa, Presiden
berhak menetapkan peraturen pemerintah sebagal pengganti undaog-undang”
Menurat Witjoro Prodjodikoro, pada waktu DPR dalam masa reses atay sedang
tidak dalam mesa sidang, sementara pemerintah (presiden) menggangap perfu
diadakan suatn perabwran vang seharusnya adalah undang-undang, seperti
misalnya peraturan ity merupakan perubahan dari svatu undang-undang, atay
materinya memuat ancaman hukuman pidana sehingga hans dibuat dalam bentuk
undsng-undang. Dalam  kondisi seperfi #u, maka presiden mempunyal
kewenangan untuk mengeluarkan Perpu.'*®
E.X.3. Keknasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah

"Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalenkan undang-
undang sebagaimana mestinya,"™* Demikian bunyi Pasal 5 Ayat (2} UUD 1945,
Peraturan pemerintzh (PP} bisa dibuat berdasarkan periniab fegas dari undang-
undang {delegasi} atau berdasarkan pertimbangan presiden uniuk mehsksanakan
suats undang-undang, Menurut Bagic Manan, dalam hal fidak ada perintah fegas
dari vndang-undang, vresiden bebas memilih bentuk peraturan lain seperii
Keputusan presiden yang bersifat mengatar sekarang namanya berganti peraturan
presiden, kecuali apabila hal tersebut akan melanggar asas-asas umuom peraturan
perundang-undangan vang baik atau pembatasan teknis lainnya, misalnya

larangan pemuat-an sanksi pidana, Karena PP ditcfapkan untek melaksanakan

¥ Wigiono Prodiodikors, dsas-Asus Hukum Tora Negara di Indonesie, Op.cit, Wim, 7778
! pacaf § ayat (2} Undang-Undang Dusar 1945
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U1J, mazka materinya jangan sampai berseberangan dengan materi mnatan vndang-
undang.'Z

Hal senada juga diungkapkan oleh Maria Farida. Menurutya, materi
muatan peraturan pemerintah adalah keseluruban muteri muatan undang-undang
yang dilimpahkan kepadanya, stau dengan kata Iain maleri muastan peraturan
pemerintsh adalah sama dengan materi muatan undang-undang scbatas yang
dilimpahkan kepadanya.'” Pasal 24 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-umdangan dinyatakan babhwa ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerinitab, dan rancangan
peraturan presiden distur dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan ketepfoan
dalam Pasal 24 torsebut, dibentuklah Peraturan Presiden No. 68 Th. 2008 tentang
Tata Cam Mempersiapkan Rancangan Undasg-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

Peraturags Presuden,

E. TFeori Politik Hukum

Demokrasi yang tercjawantahkan dalam peraturan perundang-undangan
adalah sebagal hastl proses politik dempan konfigurasi polittk yang ada.
Konfigurasi politik suaty negara akan melabirkan kavakter produk hukum terfenti

di negara tersebut.’® Didalam negara yang konfigurasi politiknya demaokratis,

12 Bagir Manan, Lembaga K epresidenan, Op.cit, halaman 150
‘% Maria Farids Indmeti. Heny Perundang-urdangan; Dasar-dasar dan Pembentukenya, {Tekarta:
Kanising, 1998}, him. 13}

I M Mabfud MD, Membongun Polink Hukum Menegakiarn Konstitusi, {fakarts; LP3ES, 2008)
hal. 5. Baca juga M. Mahfud MD, Poliitk Hukum Indonesia, (Jakarta: LPES, 1998},
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maks produk hukumnya akan berkarskter responsif/populistik,'” Sedangkan di
negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan
berkarakter ortodoks/konservatiffelitis. Hipotesis Ini terutama berfaku untuk
hokum-hukum publik vang mengatur hubungan kelmasaan atay hukum-tukum
tentang politik. Sedangkan untuk hukuwm-hokum privat, meskipun hipotesis

tersebut benar berfaku, namun sentubanmya tidak terlatu kuat.!**

Untuk menjawab tentang definisi dan pengertian lebih jaub tentang politik

hukum maka ada baiknya kita mengurai dari beberapa pengertian.

F.1. lmu Politik
Politik, menurut Miriam Budiardjo'’ adalah:

“bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (ateu negara) yang
menyangkut  proses  menentukan  tojuan-bnjuan  darl  sistem i,
Penpambilan keputosan (decision making) mengenai apakah yang menjadi
tnjuan dari sistem politik v menyangkut scieksi antara beberapa altomatif
dan penyusunan skala prioritas dari fujean vang telah dipilih.

Untuk melaksanakan  tojuan-fjuan du perln ditentukan  kebijakan-
kebijakan uwmium (public policies) yang menyangkut pengaturan dan
pembagian (disiribution) atan alokasi (aflocatior) dari sumber-sumber
{resources) yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu
dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan {(owrhority), yang akan
dipakai baik untuk membing kerjasama baik untuk menyelesaikan konflik
yang mungkin Gmbuf dalam proses politik ini. Cata-cara yang dipakai
dapat bersifat persnasi {meyakinkan) dan jika perin bersifat pakssan
{coertion). Tanpa unsur paksaan kebiiakan-kebijakan Ini hanya merupakan
peromusan  keinginan (stxiement of intent) belaka, Politik selale
menyangkut fujuap-tufvan dari seluruh masyarskat {(public goals).
Lagipula politik menyanpkut Kepiatan berbagai-bagai kelompok termasuk
pariai politik dan kegiztan orang scorang (individu).

123 Responsifipopulistik dikemukakan oleh Satyr Arinanto, ed., Kumpulan Materi Kullah
Politik Hufum, (Jakarta: Progam Pasca Sarjana Fakultas Huknm Universitag Indonesia, 2003,
al.8. sedangkan M. Mahfud MD mengeanakan istilah responsif otonor.

13% M Mahfad MD, Men:bangun Politlk Hukum... op.cit, hal, 67,

1 Miriam Budiardio, Dasar-Dasar ilmu Politit, Gramedia Pustaks Ulama, Jakarta, 1992, hel. &
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Tmu Politik mempelajari atau mengkati "politik”, dan sepeni disebutkan
di atas int politik itu menvangkut sistem politik {negara), pengambilan kepotusan
{decision making), kebijakan wmum {public pofivy) atan kebilakan (policy).
kekuasaan {power) dan kewcnangan (euthority), dan pembagian (distribution)
atau alokasi (allocation). Definisi Ilmu Politik akan banyak tergantung dari hat
mana vang meniadi sorotan atau perbatian dari secrang pakar ilmu pciitik.m

Apsbila yang menjadi perhatian adalash nepars maka definisi ilmu
politik sehagaimana dikerkakan oleh Soltau™ adafah:

"imu yang mempelgiari negora, tujucn-tujuan negara dan lembaga-

lembaga yang akan melaksanakan tujuan ftu; hubungan ontara negara

dan warga negaranya serta dengon negara lain"

Masih ada pakar lain yang memberikan definisi ilmm politik dengan
perhatian terhadap kebijakan wmum tersebut diatas yaite Hoogerwerf. Dengan
demikian, definisi yang berarti juga pengertian Iimu Politik torgantung dari hal
mana di bidang politik itn yang menjadi perhatian kita.'*

F.2. lmv Hokum
Hmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal vang berhubungan

dengan hukum. Demikian lnasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga

3 pintan Regen Siragth, Follitk Hakwr, (Bandong: OV Utomn, 2006) haloman 8.

Y Roger ¥. Soltan, Pengantar I Potiskiter). Ary Studi Club), (Jakarta: Ary Studi Club, 1971)
halaman 9.

Kemudian bila Kife mengamabil perhation terhadep kebijakan wnum meks seorang paker, yaito
David Easton™ memberikan definisi ilmu politik sebagai:

"Studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Kehidopan politik mencakup bermecanm-
macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaken dan pihak yang berwenang, yasg
dilerima unfuk suatn masyamket, dan yang mempengarshi cars vatuk melaksanakan
kebijakan Hu. Kig berpartisipasi dafam kehidupan politic fke aktiviias kilz ada
hubungaanys deagan pomstmatan den pelaksanean kebijakon wtok sustu mesyerakat”,
Lihat Midam Bodisrdio, ap.cit halaman, 13

P9 Bintan Seragth, Politik Hukum, loc.cit,
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sempal memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa "batas-batasnya

tidak bisa ditentukan" {(Curzon, 1979 v). Dalam babasa Inggris ia disebut

jurisprudence. ™!

Hal senada dikermukakan oleh Lili Rasjidi'* dengan menyatakan:

"Kami berpendapat bahwa sualu perumusan tentang bukum yang dapat
mencakup segala segi dari hukum yang Teas itu memang tidak mungkin
dibuat. Scbab, suatu definisi tentunya memerhikan berbagal persyamtan
seperti jumidah kata-kain yang digunakan yang sedapat musngkin tidak
terlalu banyak, mmdah dtpahamz, pokoknya pendek, singkat dan jeiss.
Hukum yang banyak sepinya tidak mungkin dapat difuangkan hanys ke
dalam beberaps kalimat saja. Oleh karena iy, jika ada yang mencoba
merumuskan hukum, sudah dapat dipastikan definisi tersebut tidak
sempurna. Namun bagl mereka yang baru mempelaiad hukum, sustu
pengertian tentang hukum sebagai pangka! awal sangat dipeciukan.
Pengertian serapa it hanya dapat diberikan melslui sustu perumusan,
Karenanya suatu definisi, menurut hemat kami, sanpat diperiukan bagi
golongan itu agar mereks tidak kebingungan dengan apa yang dinamakan
hukum, justru pada permulaan mereka mempelajar hukum”.

E.3. Pengertian Politik Hokum
Salah satu hal yang menarik terkait dengan dibuatnya sebuah perundang-

undangan tidsk lepas dari konfigurasi politik yang berimplikasi pada politik

Y gatipto Rabardjo, M Bukam, Cet 6 (Bandung: Alumni, 2006) hal, 3.

Satjipto Rahardio menyusun suain dafter mesalah yang bisa dimasukkan ke dalam wjwan untuk

mempetajan hukumn, yaiba:

Mempelaiazt asas-asa5 hukum yang pokak,

Muompeiaiasd sister forreal hukarn,

Mempelair konsepsi-konsepsi hudorn dan arfi fimgsionainya dalam masyarakst,

Mempetaind kepentinpan-kepentingan sosial apa, sala yang dlindungi oleh ukum,

Engin mengetshul footang spa sesungguhmys hukum i, dard mana dis datanpforumel,

aps yeny dilgkakannya dan dengan cars.carg/sarans-sarena apa iz melelkukan hal fm,

Mempelaiart lentang apakeh keadiian it dan bagaimana ia diwsjudkan mefaiui hukum,

Mempelnisri-fentang  porkembangan hukum: apakah hokum #o sgjak deheln sama

dengan yang kita kesal sekarang Inl? Bapsimanaleh sesungouhnya ndown i berubah

dari masa ke mase?

Mempadsind parniiiran-peikivan orang mengenal bukom sepanjang masa,

M&wgseiagm bagnimenn sesusggubnys kedodaken hukue im dedam mesyarskat.

Bapnimmas hobungan aiay porkeilsn anfers hukum deogan sub-sub sistem lain delenm
masyarakat, sepirt politik, ekonomi dun sebagainya

Hy  Apabila Hmu hokem Hu memang biss disebut sehagal ilmw, bagaimanakab sifabsifat
atau kerakieristik kellmuannys a7

A A 2Bl o dud

b o

2 L Rasiidi, Filsafat Hukum, Apakoh Hukuns itu, Remadjs Karya, Bandanp, 1984, hal. 3.
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hukum dari lahirnya peraturan.'* Sedangkan pemahaman atau definisi dari politik
hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan
atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah™.

Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Mahfud MD dan menarik
unfuk dijawab adalah apakah politik hukum ity dapat diartikan sehagal inderplay
atau tolak tarik antara politik dan hukum?.'* Pertanyaan seperti itu menjudi

menarik, karena ia menyamakan begitu sgja “poliik hukum® dengan studi atan

33

8. Konfiqeasi polittk demukeats adalh konfigurssi yang memebuks pefusng bagl
besperannye potensi rakyat seoare maksi-mal uobek tanst aktif menentukan kebijelen
negara. I dalarg konfiguresi yang demikian, pemerintsh lebih merupakan "komite” yang
harus melaksanakan kehendak-kehendak mkyainye yanp dirumusksn secars demokratiz,
sementara hadan perwakilon mkyet dan parpol berfungsi secara propor-sional den lebihk
menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, dan dunia pers dapat meloksanakan
fungsinya dengan bebas tanpa anceman pembreidelan.

b. Xorfigurasi politik viorier adalah konfigurasi yang menempatian pemerintab pada
posisi yang sangat dominon dengen sifat yang intervensionis dwlam penentunn dan
pelaksanaun kebijakan wegara sehingga polensi dan aspirasi masyarsbst tidak teragregest
dan tevartikulesi secare proporsional. Bab-ken, dengan peran pemerintsh yaog sangst
dominas, baden perwakilan rakyat dan parpo! tidak berfimgsi dengan baik dan lebih
merupekan alat justifikast Gubbor stampy sles kehendak pemeriniih, sedangkan pers
tidak memiliki kebebasan dan senentinse berads 41 bawsh koobel pomerinub dan
bayang-bayang pembreideisa.

@&  Produk Hukum rexporsifforsmom sdainh produk hukum vang kamskdernys mencerminks
pemenvhan stas tuntutan-duntutan jndivida maopun berbagat kelompok s&smé é; éaim
masysrakel schingps lebih mumpy mencerminken ress keadilan 41 dalams mssysrakaetl
Prises pembuatan hikum yang respensi? ini menpundang secara terbuka pariisipasi dan
sspirasi masysraknt. Lombage peradilan dan hukium diberd finpsd sebapnd alat peloksana
bagt kehendak magvarakat, sedanpkan yu-mrusannya bissanys cukop raocl sehingga tidak
terhuks notuk dapat diioterpretasiban bendasarkan kehendak dan visi pemerintah seodicd
secars spesiik,

b Produk hukum kenservetiffortodoks edalah  produk bolam  yang  karskternya
mencerminkan visi politik pemegaog kekuasaan dominan sehinpgs pembuatannyn tidak
mengundang partisipasi dan asplrasi masyarskat secarn sungeuh-sungeuvh. Jika prosedur
"parlisipasi® ada, hal itn biaganyn lebin bersifat formalitas. Di datam produk yong
demikian, biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instromentalists atay
meniadi alel bagi pelaksansan ideolopi den program pemerintab. Rumwusan moberd
tukurgnys biasanys bersifat pokolepokok sajs schingga ia dapat diinterpretasiken oleh
pemerintah  menurst visl den kehendalmyn sendiri deogan betbapal  peraturan
peleksanzan,

B4 M. Mahiud MD, Pelitik Hukam &f Indovesia, o, T (ekarta: LP3ES, 20013, hal. 9. dopm
Jjugs dilihat & hipwww fogalitas.crg/Parnode/7s

% Ustuk ditelaah lebih dalam, ringkesan discriast dan bulos tersebut Mahfud MDD, sebagaimana
dHmust di dalam majaish Priows No. 7 Tehun 1997, dimuat kembali & dalem bula M.Mahfsd
MDD, Membangun Politik Hukum Minsgakkor Konstithesi, Loc.oif .
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"iimu politik hukum.” Menurut Mahfud, MD, politik hukum adalsh lega! poficy
atau arah hukum yang skan diberlakukan oleh negara untuk mencapal fujuan
negara vang bentuknya dapat berupa pembuatan hukam bara dan penggantian
hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum haras berpijak pada tujuan
negara dan sistern hukum yang berdaku di nepgara yang bersangkutan. Secara
otentik dokumen tujuan dari negars dan sistem itu terkandung di dalam
Pembukaan UUD 1945, khususnya Pencasila, yang melahirkan kaidah-kaidah
penuntun fhukam 1%

Sementara itu, ilmu atau studi politik hukum bukan banya menyanghkut
policy atau arsh resmi tentang hukum vang akan diberlskukan melainkan
menyangkut juga berbagai bal yang terkait dengan arah resmi itn, misalnya politik
apa yang melatarbelakangi, budaya hukum apa yang melingkupi, dan problema
penegakan macam apz vang dihadapi. Berbeda dari politik hukum, itmu politik
hukum v membedah semua unsur dalam sistern hukum yang unsur-unser
utamanya olch Friedman'”? dikelompokkan menjadi tiga unsur besar, yaitu mater
hukum, struktur hukum, dan budays hukum, Pemikiran yang seperti ini sgialan
juga dengan teori yang digambarkan di alas tentang Pohon Himiah Hukum di mana
ilmu hukum fidak hanya dipandang sebagai nomna-noma atau hukum positifl

Datam hal ini, ilmu politik hukum bukan hanya mencakup politik hukum dalam

136 ihat dalam Buku M.Mahifud MD, Membangun Politik Hukam Menzgakkan Konstitus), Op.cit
156-17 pada bagiar *Konsiruks? Politik Hukum Nasional®, khasesoya butir "Keranghka Pikir Politk
Hukum MNasional®,

B { mwrence M. Friedman, 4 Hisiory of Amerivan Law, Simen and Schuster, New York, 1973;
jugs dalam Lawrence M. Fricdomn, Aowericar Law: an Baroduciion, W.W. Norton and Company,
Few York, 1984, halumen 5 dun 6. cobe difihat dalam M Mshfud MD, Locelt hrlaman 5.

Bisa juga dilihnt Buka dari Yawrence M. Friedman, The Logal Systerm: 4 Sociad Sciemee
Perspective (New York: Russel Sage foondeiion, 1975). yang telsh diterjemabken kedalam
behass Indonesia Lawrence M. Frisdean, Sictery Hukur: Perspeldif Himyu Sovial, Ditetiomabian
oleh M. Khozim {Bandung: Muss Medis, 2009) hal. 622,
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arti sebagai arah resmi negara untuk memberlakukan atan tidak memberlakukan
hukum guna mencapai tujuan negara, melainkan ia juga mencakuop Jatar belakang
dan lingkungan yang mempengarubi serta berbagai perscalan yang dihadapi

dalam vpaya menegakkannya.

€+, Teori Hukuam Tata Negara Darorat

Memumut Bagir Manan, wewenang presiden menetapkan perpu adalah
wewenang luar biasa di bidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut
membentuk undang-undang, peraturan pemerintal, dan peraturan presiden adalah
kewenangan biasa.”® Syarat pokok yang harus dipenubi aleh seorsng presiden
ketika akan mengelurakan Perstursn Pemerintah Penpganti Undang Undang
(Perpu) tersebut adalsh adanys vnsur “kegentingan yang memaksa.” Tidek ada
penjelasan resmi yang berkaitan dengan unsur "dalam hal thwal kegentingan yang
memaksa” fersebut.

Di dalam penjelasan pasal 22 TUUD 1945 sebelum perubahan difelaskan
sebagai berikut:

“Pasal ini mengenai noodverordeningsrechr'™ Presiden aturan scbagai i

memang perly diadakan ager supaya Keselaraten negara dapat dijamin

clch pemerintah dalam keadaan vang penting vang memaksa pemerintah
untuk bertindak lekas dan cepat. Meskipun demikian, pemerintab tidak

akan ferlepas dan pepgawasan Dowan Perwakilan Rakyat, Oleh karena i,

peraturan pemerintah dalam pasal ini, vang kekuatannya sama ﬁe:ngan
undang-undang harus disshkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

* Bagir Manan., Lembaga Kepresidenan, Cet 2, { Yogyakarta: FH-UTI Press), hlm. 153,

g, Wojowasito dalam Kewmus Utrrum Belanda Indonesia, menerjiemahkanool keaduaan dararaty
keadann sulit; keadasn bahaya. Sementars Verordening diartikannya "peraturan (pemeriiah)™ dan
rechy hukom, 3. Wolowasitn, Kanass Umum Beleorda Indonesia (Fakarta: Tehiiar Barn Var Foove,
20013, kim, 427, 531, dan 733,

1 penjelasan Pasal 22 UUTS 1948 sebelum perubshan
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Menurut Bagir Manan, penafsiran maupun pertimbangan-pertimbangan
subjektif dari presiden dalam menerjemahkan "kegentingan yang menmaksa®
tersebut akan bahaya jika tidak diberikan batasan-batasan ruang lingkup atau
kriteria objektif’ tentang hal terscbut, Bagir Manan sepakat jika pengertian
mengenal "kegentingan yang memaksa" sebagai suatu keadaan kedarvratan dan
tidak hanya terbatas pada anc&m:;n bahaya atas keamanan, keufuhan negara, atau
ketertiban wmum. Selain itu, dapat juga dimasukkan tedadinya krisis-krisis
ekoncmi, benvans alam, atau keadaan lain yanpg memeriukan pengaturan setinpkat
undang-undang. Dapat juga dimasukkan tegadinya kekosongan undang-usndang
yvang memdesak untuk diadakan, alsu pensngguh-anpenerapan suaty undang-
undang vang dikbawatitkan zkas menimbulkan keguncangan atas ketertiban
wmuni, atay melukai rasa keadilan,™

Bagir Manan mengatakan, uosur “kegenfingan yang memakesa® harus
menunjukkan dua cirl umom, veitue: ada keisis (orisis) dan/atau kemendesakan
femergency). Suatu keadsan keisis apabila terdapat sustu gangguan vang
menimbulkan  kegentingan dan  bersifal mendadalkc (@ grove and sudden
disturbance). Kemendesakan (emergency), apabila terjadi berbagai keadaan yang
tidak diperhitungkan dan menuntut suatu tindakan atau pengaturan segera tanpa
menungay permusyawaratan terlebib dabul, '

Meskipun begitu tetap pertimbangan subjektif presiden adalah penentu

dari keluarnya Perpu tersebut. Pertimbangan subjektif seperti ini dikhawatirkan

W Bagir manan, loc oit
Wi Ibid, 156.157.
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oleh berbagai pihak akan disalahgunakan oleh presiden. Menurat Jimly
Asshiddigic, apar kemungkinan kesewenang-wenangan presiden tersebut tidak
terjadi, maka seharusnya Perpu juga bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan
Yimly, secara materii] Perpu fersebut adalah undang-undang meskipun "bajunya”
adalah peraturan pemerintah.'”

Terhadap hai tersebut peneliti kurang sepakat. Ketentuan UUD 1945 jelas
membedakan anterm Perpu dan imdang-andang, Undang-undang sebagai produk
hukum vang dikeluarkan dalam keadaan biasa, sementara Perpu dikelnarkan
dalam keadzan yang tidak biasa. Dalam keadean yang tidak biasa, sesusi dengan
penjelasan Pasal 2é UUD 1945 sebelum perubahan, maka jelas sekali produk
bmkum tersebut dizdakan untuk mengatasi secbuah persoalan dengan cepal. Agar
kekhawatiran ferjadinys tindakan kesewenang-wenangan yang dilakvkan oleh
presiden dengan mengeluarkan Perpu  yvang menyengsarakan rakyvat bisa
terminimelisasi maks harus dibuat suatu undang-undang yang menjelaskan
maksad dar “dalem hal thwal kegentingan yang memaksa” itu apa. Serta kondisi-
korudisi seperti apa Perpu tersebut bisa dikeluarkan,

Dalam Undapg-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat {JUD-RIS)
Tabun 1949, istilah yang dipakai adalah keadaan yang mendesak dan undang-
undang darurat. Pasal 139 Ayat (1) menyatskan, "Pemerintah berhak atas kuasa
dan tenggung jawab sendiri menetapkan undang-undang danurat untuk mengatur
bal-hal penyelenpgaraan pemerintahan federsl yang karena keadaan-keadaan yang
mendesak perhy diatur dengan segern.” Ketentuan yang sama ini diadopsikan puola

delam UUDE 1930, vaim pada Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi, "Pemerintah

“ nimly Asshiddigie, Perifed Undang-Tindang...., op. ¢it, hal . 83.
B4 Republik Indonesta, Unduang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikar 1949,
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berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat
untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-
keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.”

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945), ketentuan mengenai ini diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 12 dan
Pasal 22.'%°

1. Pasal 12 menyatakan, "Presiden menyatakan keadaan bahaya Syarat-
syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-
undang."

2. Pasal 22 Ayat (1) menyatakan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang." |

Dart kedua ketentuan di atas, dapat diketahui adanya dua kategori keadaan
menurut UUD 1945; yaitu: g
1. keadaan bahaya, dan
2. hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Istilah (Jegal terms) yang dipakai dalam kedva pasal tersebut jelas
berbeda. Istilah yang pertama menggunakan istilah “keadaan bahaya"” yang tidak
lain sama dengan pengertian keadaan darurat (state of emergency), sedangkan
yang kedua memakai istilah "hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Apakah kata
"hal ihwal itu sama dengan pengertian "keadaan’? Keduanya tentu tidak sama.

Keadaan adalah strukturnya, sedangkan hal ihwal adalah isinya. Namun, dalam

' Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 12 dan
Pasal 22.

146 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara Darurat, (konPres: Jakarta, 2007) hal.206
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prakiik, keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama. Oleh karena ify,
kesdsan bahaya kadang-kadang dianggap sama dengan bal ihwal yang
membahayakan, atsu sebaliknya, hal thwal yang membahayakan sama dengan
keadaan bahaya.”

Hanya saja, spakah hal thwal kegentingan vang memsksa itu selalu
membahayakan? Sepala sesuatu yang "membaghayakan® tenta selalu memiliki sifat
vang memimbulkan “kegerwingan yamg memaksa®, tetapi segala hal thwal
kegentingan yang memaksa fidak selaln membahayakan. Jika demikian, beratti
kondisi kegentingsn yang memaksa itu lebih luas dari-pada keadaan bahaya. Oleh
karena itu, kedua istilah “keadaan bahaya" dan “hal ihwal kegentingan yang
rmemaksa” tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dengan adanya
pembedaan itu, wajar apabila penetapan susiu peraturan pemernintah sebagai
pengganti endang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945
tidak harus didabului oleh suata deklarasi keadaan darurat. Sementara itu,
pelaksanaan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 mempersyaratkan dilakukannya
deklarasi atau proklamasi resmi dalam rangka pemberlakuan keadaan bahaya
it 148

Beberapa bal vang dapat dikemukakan sehubungan dengan perbedaan di
antara kedus ketentuan tersebut zdalah sebagai berikut. Perfama, Pasal 12
mengatur rengenai kewenangan Presiden sebagai kepala nepara (head of state),
sedangkan Pasal 22 berada dalam ranah (dormain) penga-turan, vaitu berisi norma
pengecnalisn atas fuogsi kekuassan legislatif, Kewenangan untuk menyatakan

kondisi negara dalam keadasan bahaya atau melakukan “declaation of u state of

FL 1 w@ Y itad
Y hid
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emergency' berada di tangan Presiden selaku kepala negara, meskipun pengaturan
mengenai keadaan bahaya, termasuk syarat pemberlakuan, pengawasan terhadap
pelaksanaannya, dan tata cara mengakhirinya, harus terlebih dulu diatur dengan
undang-undang atau setidaknya diatur dalam undang-undang (bij de wet geregeld
of in de wet geregeld), tidak boleh dengan peraturan yang lebih rendah daripada
undang-undang. Sementara itu, materi yang diatur dalam Pasal 22 berada dalam
ranah fungsi kekuasaan legislatif, yaitu mengenai kewenangan Presiden untuk
menetapkan peraturan pemerintah sebagaipengganti undang-undang (perpu),
apabila terpenuhi syarat-syarat untuk itn, yaitn adanya hal ihwal atau keadaan
kegentingan yang memaksa.'*

Kedua, seperti telah diuraikan di atas, keadaan dan hal ihwal kegentingan
yang memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 tidak identik atau tidak sama
dengan keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12. Keadaan bahaya yang
dimaksud dalam Pasal 12 boleh jadi termasuk kategori keadaan atau hal ihwal
kegentingan yang memaksa seperti yang dimaksud oleh Pasal 22. Akan tetapi,
alasan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 tentu tidak selalu merupakan
keadaan bahaya seperti yang dimaksud Pasal 12. Artinya, keadaan atau hal ihwal
kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 itu lebih luas cakupan maknanya
daripada keadaan bahaya menurut Pasal 12. Dalam setiap keadaan bahaya,
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.'so

Sebaliknya, tidak setiap kali Presiden menetapkan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang berarti negara berada dalam keadaan bahaya. Keadaan

42 1bid 207

150 1hid
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bahays dapat dianggsp sams dengan hal thwal vang membahayakan, atau
sebaliknya, hal ihwal vang membahsyakan juga mempakan keadean yang
membahayakan, Akan tetapi, hal thwal kepentingan yang memsakss itu tidak
selaiu membahayakan. Segala sesuatu yang “membahayakan” tentu sclalu bersifat
"kegentingan yang memaksa”, tetapi segala hal ihwal kegentingan yang memaksa
tidak selaly membahayakan, Oleh karena itu, dalam keadaan babaya menurut
Pasal 12, Presiden dapat menstapkan Perpu kapan saja diperiukan. Akan tetapi,
penetepan Perpu oleh Presiden tidak seladu haras berarti ada keadaan bahaye lebih
dulu, Artinya, dalam kondisi negara dalam Xcadaan normal pun, apabila memang
memenuhi syarat, Presiden dapat saja menetapkan suatu Perpu.

Ketige, ketentuan mengenai "keadaan bahaya" vang ditentukan dalam
Pasal 12 jelas lebih menckankan sifat bahaya yang mengancam {dangerous
threay), sedangkan “kegentingan vang memaksa™ dalam Pasal 22 lebih
menekankan aspek kebufulan hokum yvang bersifat mendesak atan kemendesakan
yang terkait dengan perscalan waktu yang terbatas. Di satu pihak ada unsur
"reasonable necessity”, tetapi di pihak lpin ter-hadap kendala "limited time.”
Dengan demikian, terdapat figa unser penfing yang secara bersams-sama
membentuk pengeriian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan vang
memaksa, yait:

1. uasur ancaman yang membahayakan (demgerous threat);
2. unsur kebutuhan yang menghamskan (reasonable necessity); dan

3. unsur keterbatasan waktu (fimited timg) yang tersedia.

¥ rpid
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Jika ketiga unsur tersebut ada, keadaan negara dapat dikatakan berada
dalam kondisi berbahaya atau darurat (emergency, d'siege). Ketiga unsur tersebut
di atas sama-sama merupakan persyaratan logis nntuk diberlakukannya keadann
darurat dengan melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar norma hukum
yang berlaku dalam keadean normal (erdinary low). Namun, agar semua tindakan
tetap berada dalam koridor hukum, di masa keadaan tidak normal itu diperlukan
Jjuga kerangka hukum yang tersendini dengan membentuk peraturan vang berbeda.
Itu sebab-nya Pasal 12 UUD 1945 mengharuskan dibentuknya undang-undang
tersendinl yang mengator keadaan hahaya atsy darvrat itu, dan Pasal 22 Avat {1}
menentukan bahwa dalam keadaan yang semacam iy, diper-bolehkan membentuk
peraturan khusos yang disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
{Perpu).

Namun demikian, Pasal 22 hanyz menekankan aspek-aspek kegendingan
vang memaksa, yaity unsur ‘reasonable necessity’ dan Timited time’, dan tidak
menckankan  sifat babayanya ancaman {dangerows treatj, Dalam keadaan
dararat, dasar logis untuk membuat pengaturan yang bersifat khusus ite adalah
harus adanya unsur bahaya (dangerous threat) yang dimaksud dalam Pasat 12
disertat oleh kebutuban (reasonable necessity) dan kegentingan waktu (fimited

time) yang dimaksud oleh Pasal 22. Akan tetapi, untuk membuat peraturan yang

bersifat kbusus yang dinamakan Perpu itu tidak selalu harus mempergyaratkan”

adanya ancaman bahaya atau bahwa negera dinyatakan dulu berada dalam
keadaan bahaya sepetli yang dirnaksud oleh Pasal  Keempat, Pasal 12
mempersyaraikan ditentukannya svarat-syarat objekfif untuk pemberlakuan,

pengawasan, dan pengakhiran suatu keadaan bahaya ite, sedangian Pasal 22 tidak
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menentukan adanya syarat-, syarat objektif semacam itu, kecvali menyerahkan
pelaksanaan sepenuhnya kepada Presiden untuk menilai sendiri apakah kondisi -
negara berada dalam keadaan genting dan memaksa atau terdapat hal ihwal
kegentingan yang bersifat memaksa untuk ditetapkannya suatu peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu). Dengan perkataan lain,
Pasal 12 UUD 1945 mengatur mengenai penilaian yang bersifat objektif dari
Presiden apakah suwafu sifuasi dan kondisi nepara telah berada dallam keadaan
bahaya atau tidak berdasarkan ukuran-ukuran objektif yang telah ditentukan
dalam undang-undang.

Sementara itu, Pasal 22 memberikan kewenangan ke'pada Presiden untuk
secara- subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara
yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan
kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat
mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada
Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(perpu). Jika kelak, perpu iftu telah dinilai oleh DPR sebagaimana mestinya,
akhirnya diterima oleh DPR, barulah dapat dikatakan bahwa keadaan atau hal
ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat pemberlakuan Perpu yang
bersangkutan men;iadi keadaan atau hal thwal yang memang bersifat kegentingan
yang memaksa berdasarkan penilaian yang objektif atas keadaan atau hal ihwat
dimaksud yang dilakukan bersama-sama oleh DPR bersama-sama dengan
pemerintah,

Keadaan darurat berkaitan dengan keadaan objektif di Iuar subjek-tivitas

peiabat yang menilai, sedaugkan kegentingan yang memaksa memuat hal-hal
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yang berkaitan dengan penilaian dari sndut penilaian subjektif pejabat vang
menilai. Misalhya apabila dikatakan bahwa negara berada dalam keadaan perang,
miaka yang dimaksud adelah fakta-fakis yang secara nyata memang menunjukkan
hahwa pegara sedang diserang olch pasukan musub. Kenyataan-kenyataan dari
sudut objeknya inflah yang diatur dalam Pasal 12 UUD 1943, Sementars itu, yang
diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 adalah sifat-sifat kegentingan mendesak vang
memaksa pejabat untuk berlindak segera guns meagatur hal-hal yang diperlukan
dalam mengatasi keadoan objektil vang terjfadi yang mengakibatkan thmbulnya
kegeniingan yang memaksa itu. Oleh karena ity, tepatlah jika dikatakan bahwa
Pasal 12 UUD 1945 mengatur mengenai keadean yang bersifat objektif,
sedangkan Pasal 22 UUD 1945 mengatur mengenai tadakan pengaturan yang
harus difakukan oleh Presiden stas dasar penilaian subjektinya mengensai keadaan
ncgara.

Pembedaan aniara nomma objokt{ versus subjektif fersebut tentu tidek
dapat ditafsirkan seolah-olah kedua Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 iu sama
sekali tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Kedvanya tentu berhubongan
dan tidak dapat dipahami sccara terpigah. Keadaan bahaya yang dimaksud oleh
Pasal 12 UUD 19435 pasti menimbulkan kegentingan yang memaksa seperti yang
dimaksud dalam Pasal 22 UUD 19435, Sebalik-nya, kegentingan memaksa yang
dimaksnd dalary Pasal 22 UUD 1945 pasti disebabkan oleh keadaan-keadaan
objektif yang menyebabkan timbulnya kegentingan yang memsksa itn. Keaduan
objektif dimaksud, salah satunya dan bahkan yang paling utama, adalab keadean

bahaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 UUD 194S itu,
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Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 Ayat (1) UUD 19435 itu pada pokoknya
terkait juga dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UUD 1945, Pasal 11
menentukan, "Presiden memegang kekuasasn vang tertinggl atas Ang-katan
Darat, Angkatan Lant, dan Angkatan Udara.” Sementara itu, Pasal 1 1 UUD 1945
khususnya Ayat (1) berbunyi, "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". Dalam hal
terjadi perang yang megimbulkan keadasn bahaya sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 12, kekvassan tertinggi afas ketigs angkatan teofara nasional Indonesia,
vaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berads di tangan
Presiden Republik Indonesia yang memiliki “irherens power” untuk melakukan
tindakan-indakan penyelamatan bangsa dan negara dengan menggunakan
kekuatan ber-senjata. Dalam keadaan perang yang demikian itu, dengan dukungan
angkatan berseniata, Presiden dapat melakokan apa saja untuk maksud melakukan
tindekan penyelamatan den wntuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia sesuai tujuan bemepara sehagaimana terkandung
dalam rumugan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945,

Plari ketertuan Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 22 Ayat (1)
UUD 1545, dapat diketahui bahwa dalam keadaan yang tidek normal, Presiden
berwenang untuk:

1. menyatakan perang dengan persetujusn DPR;

2. membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;
3. menyatakan negara dalam keadaan bahaya;

4, menyatokan mcngakhiri_stams negars dalam keadaan bahaya;

5. menstapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang;
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6. menggunakan kewenangannya sebagai Panglima Tertinggi atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Dalam keadaan darorat atau keadaan luar biasa itu, hukum yang bertaku
disgbut hokum tata negara darurat, “emergency low", "martial law”, atau
Pstaatsnoodrecht”. Dalam keadaan demikian berlaku dokim "onrech? word rechf
yvang semnpla bukan hukum menjadi hukum, yang semula tidak sah menjadi sah.
_ Hukum yang dianggap berlaky dalam keadaan yang . tidak normal adalah hukom
yang jupa lidek normal, “ebnormale recht voor abnormale tjd” Baik bentuk
maupen isi norma bukum dimaksud dapst bersifst khugus. Oleh karens it
bentuk-bentuk persturan yang diterapkan di masa keadaan danwat ini dapat
berupa undang-undang darurst, peraturan pemeriniah pengganti undangundang
atau Perpu, emergency legislation atas emergency law {Inggris, Amerika Serikat)
ataw yang disebut dengan istilab fain. Baik UUD RIS Tahun 1949 maupun UUDS
Tahun 1930 sama-sama menggunakan istilah undang-undang dururat. Sementara
iy, UUD 1945 menggunakan istilah peraturan pemerintah pengganti undang-
vndang.

‘Sebenamnya, Pasal 22 Ayat (1} UUD 1945 tidak menggunakan perkataan
Perpu ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagal nama
tertentn dari spate bentuk atau jenis peraturan. Perkataan yang dipakal dalam
Pasal 22 Ayat {1} itu tidak menggunakan huruf besar (kapial) sehingga tidak
dapat ditafsirkan menunjuk kepada pengertian suatu nama tertentu, Pasal 22 Ayat
(1) itu berbunyi, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Dalam

perkataan “peraturan pemerintah ‘sebagai' pengganti undang-undang” itu ada kata
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sebagai’ sehingga yang dimaksud di sini adalah perstoran yang berbentuk
peraturan pemerininh, Akan igtapl, perstoran pemerintah terssbut dimaksudkan
sebagal pengganti undang.-undang yang fidak dapat dibentuk sesuvai denpan
prosedur konstitusional yang berlako berhubung adanya hal ihwal kegentingan
yang memaksa,'>?

Namun demikian, baik dalam praktik maupun dalam berbagai peraturan
perundang-undangan  berdasarkan UUD 1945, istilah peraturan  pemerintah
dimaksud sudah lazim disebut sebagai nama peraturas penggantl jtu, yaitu
peraturan pernerintah pengganti undang-undang yang biasa disingkat Perppu atau
Perpu. Demikian pula dalam UU No. 10 Tahun 2004 testang Perabentukan
Peraturan Perundang-urdangan, istilah persturan pemerintah pengganti undang-
undang atau perpu resmi digunaken. Dengan demikian, pengaturan yang lebih
rinci menpgenai bentuk dan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) DUD 1945 dapat kite
temu-kan dalan UU No. 10 Tahun 2004 fersebut. Dengan berlakunya undang-
undang ini, pengaturan sebelumnya, yaitu Ketetapan MPR No. [I/MPR/2000
menjadi tidak berfaku lagi.

Dari segi isinys, norma yang berleku dalam keadaan darurat ity juga
bersifat khusus. Seperti dikemulkakan di atas, dalam keadaan daruratberlaku
dokirin "abnormal rechi voor abrormal tijd” 31 yoana noma yang semula tidak

sah dapat dianggap sah atau “owecht word rechi , termasuk apabila diperiukan

32 Definisi koadin memaksa #u, menunt Mards Farids Indmti, adeioh babwa pada sast it
diperiukan saaty persturan setfoghat dengen andang-undang yang bisa memberd kewsiiban dan
sukst, fofapd keadssnnya memskss penyusunan perataran itu fidek biss dildkuken dengan
prosador yang biase. Misainys, ujer Mards, jike pemerintah hendak membentuk perafuran bars
yang bertuluan menggantl susto andang-undang vag lama tenfunya aken diperfoken janghks wakiu
tertendu, "Mammun kalm ads kepentiogsn yeng memaksa terrmasuk karens keterbatlzsan wakty,
pemerintell bisz mengelvarkan Perpy,” dalam Perpu Pemmdeon PPHI Mememuhi Syarat

Kegentingon Memaksa? htpdiveww hukumeonline comddetail aspTid=1 2033 &ci=Buriia
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melanggar, mengurangi, ataupun menunda berlakunya jaminan-jaminan hak-hak
asasi manusia tertentu, Kriterianya tergantung kepada: (i} adanya "legal necessity
yang logis atau “reasoable necessity” vany melatarbelakanginyva; (i) unsur bahaya
yang mengancam atou “dangerous threat” di belakangnya; dan (i) terbatasnya
waktu dan kesempatan yang tersedia untuk mengatasinya.'™ Apabila ketiga faktor
ini terpenubi, maka Presiden berhak menyatakan atay memberlakukan keadsan
darurat atau keadaan bahays seperti yang dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945,
Khusus mengenai faktor vang kedna, yaite adanya bahaya vyang
mengancam {dangerous threal), depat dikatakan bahwa arcaman itu dapat damn‘g
dari dalam atau dari luar, karena ulsh manusia afau karena faktor alam, dan
schagainya. Beratrningannva dan  luas-sempilmya wilayeh ancaman yang
diskibatkan oleh adanyn bahays itu menemtukan fingkatan keadean bahsya dan
Jangkavan wilayah yang perlu diberlakukan. Semua ini perly diatur dengan jelas
dalarn vndang-undang seperti yang diamanat-kan oleh Pasal 12 UUD 1945 dan

peraturan lain unfuk pelsksanaannya,

' Dasar pemikirannys adaleb, pertaros sdanya situesi dan kondisi yang dipandang sebegai

permasalehan dalam penyelenggaran pemerintahan/kenegarasn. Kedua, permnselahan tersebut
miendesak, sda kegentingan memaksy (emergrooy) untok segara disclesaiken sementars, Keliga,
urnfuk fu dituahs kesipapan peesiden untuk bergerak cepat mengatagi kesdagn, vang bils
pembeniukannya melalul mekanisme dan prosedur noroal (delam bentuk undung-undang ferleln
paniang birokrasinva dan miemizkan wakiu sortn biava yang fak sedifGt, sehinggs wemindikan
masalsh  kenmegarsan yang Jawslal Bw scmskis peltk dan kompisks,
Fimsarcvah Arifin, Kontroversi Perpu Seleksi Hang Hakin Agrz
ﬁ;&:f;m.mfmasﬁhﬁ&gm, gikonten niwPaameel opatitaci Sandets i kppstipeiRiden 10
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BAB HIX
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERPU

“Hukum yang baik adalah hukum yang melindungi berbagai kepentingan umum,
Sedangkan tanda dari suatu masyarakat yang bebas ialeh semua orang
dimmglinkan uniuk mengikuti kecenderungan mereka sendiri sepanjang mereka
tidak melanggar hukum. * Montesquicy™*
A. Politik Hukum

Dalam konicks negara demokrasi, segala ide/gagasan tentang hukum yang
berimplikasi kepada masyarakat berhak divsulkan oleh siapapun jua, Demokrasi
bukan hanya c¢ara, alat atau proses, tetapi adalgh nilei-nilai ataw norma-norma
yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan kita
bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara. Demokrast mencakup kriteria di dalam
merumuskan cars atau proses untuk mencapai fujuan, pun juga tujuan ite sendin
harusltah mengandung nilai-nilal atau nerma-norma demokrasi,*

Di dalam bukunys, ZJmu Hukwm, sosiolog bukum Safjipto Rahardio
rmendefinisikan politik bukum schagai aktivitas memilih dan cam yang hendak
dipakal unfk mencapai suatu tujuan sesial hukam, menurutnya, muncul beberapa
pertanyasn mendassar fentang apa yang mendasar lahimya politik hukum yaita:
1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistern yang ada; 2) cara-cara apa dan
yang mana yang dirasa paling baik untuk dipekai dalam mencapai tujuan tersebut;
3) kapan waktunya dan melalui cars yang bapaimana hukum itu perln diubah; 4)

dapaikah snatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam

M Hukum & Pemerismohan Dokam Feropong Kiusik Montesquien hitp:/inngm wilidot.com
Fartikel-GB7,

% Adneo Buyung Masution, Demokrasi Bukan Hamya Cara hitpHreformusihukumorg/
konten phip? nama=Pemifudop=detail_politik_pepitu&id=478
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memutuskan proses pemiliban tujuan serta cara-cara untuk mecapai tujuan

tersebut dengan baik.'*®

Mantan Kepala BPHN, Sunaryati Hartono, di dalam bukunya, Politik
Hukum Menyju Satu Sistem Hukwm Nasional, tidak secara eksplisit merumuskan
arti politik hukum. Namun, substansi pengertian darinya bisa ditangkap ketika dia
menyebut hukam sehagai slat dan bahwa secara praktis politik hukum merupakan
alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk
meniptakan sistem hokum nasional untuk mencapati cita-chia bangsa dan tujvan
Negara.' Politik hukum dapat juge dilibat dari sudut lain vakni sebagai
kristalisast dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam
pemberiakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentn dapat melshirkan

tinkum dengan karakter fertentu '

Dari berbagai definisi tersebut dapatlah dibuat romusan sederhaca bahwa
politik hukum ity adalah arahan atsu garis resmi yang dijadikan dasar pijek dan
cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan
bangsa dan Negara, Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya
menjadikan hukum sebagal proses pencapaian tujuan Negara. Selain itu, politik
hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukom itu

dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan Negara, Di dalam

1% Satfipto Rahardjo, Jeme Hakum, Cet. 8, Citra Aditye Bakti, Bandiung, 2006, hal. 358359,

W CRG Sumarynti Hetono, Poltnk Hukum Menuju Satu Sisiem Hukum Nasionel Ahsani,
Bandung, 1991, hal.l.

% 1ihet datam MohMshfud MD, “ Perkernbangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaeuh
Konfigurast Politik Terbadap Kerabter Produk Hakum,” diservasf docror & TIGM, 1993; juga
dabun MohMahfisd MD, Pofisk Hdm JF Indonesio, Pustaka LPIES Indonesia, Jskarty, oel2,
2001, Di dalaen kedun kaevs ind digarabarkan bahwa perubehan-perebahar karakier produk hukausa
don politik hukum dipengarahi oleh parubahan-perubshan konfigarast politik.
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pengertian ind, piiskan vtama politik hukum nasional adalah fujuan Nepara yang
kemudian melahirkan sistem hukemn nasional yang harus dibagun dengan pilihan
isi dan cara-caru terfentu Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi
yang tak terpisabkan yakni schagai arahan pembuatan hukum atay legdd policy
lembaga-jembaga Negara dalam pembuatan hukum den sckaligus scbagat alat
unfuk menilat dan mengkritiss apskah sebuah hukom yang dibuat sudab sesuai
ataun tidak Jenpan kerangka piker fegaef policy tersebut unfuk mencapai fujuan
Negara, '™

Dengan pengertian-pengertian tersebut, maka pembahasan politik hukum
untuk mencapai tujuan Negara dengan satu sistem hulum nasional mencekup

sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:'%

1. Tujuan Negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi
politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai

pemandu politik hukum.

2. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seria

faktor-faktor yang mempengaruhinya,
3. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan bukum.
4.  Isi hukum nasional dan faktor-fakior yang mempengarhinya.

§.  Pemegaran hukum dengan prolepnas dan judicial review, legislative review,

dun schagainya.

¥ 1hid

1 Mahfud, MD. Membangun Folitk Hukum Menegokkan Konstitust. {Jakarta: LP3ES, 2006}
hal. 18,
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B. Proses Perubentukan Perpu®
Secara sistematik Pasal 25 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 merumuskan
Pembentukan Perpu, yakni;

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke
Diewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikuf.

2. Pengajuan  Pematuran  Pemerintzh  Pengpanti  Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
pengaluan rancangan undang-undang tenfang penciapan peorafuran
pemerintah pengganti andang-undang menjadi undang-undang,

3. Dalam hal Peraturan Pemerinteh Penpganti Undang-Undang ditolek
Dewan Perwakilan Razkyat, maka Peraturan Pemecrintah Pengganti
Undang-Undang tersebui tidak beriaka.

4. Dalom hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di tolak
Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangsn
undang-undang tentang pencebutan peraturan pemerintah pengganti

" undang-undang tersebut yang dapat mengatur segala akibat dari

penolakan terschut,

Namun secars lebih teknis Pasal 24 Undang-Undang No. 160 Th 2604

menyatekan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tats cars mempersiapkan

rancangan peraturan pemeriniab pengganti undang-undang, rancangen peraturan

1 penuls menggunakan istilsh “pembentukan™ Perpu dikarcnakan dengen menyelerasan judul
dengan UU Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentuken Peraturan Perundangundangen,
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pemerinitali, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan Peraturan
Presiden,'®

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut, dibentuklah Peraturan
Presiden No., 68 Th, 2005 tentang Tata Cara Mempersigpkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerindah Pengganti Undang-Undang,
Rancongan  Perahwan  Pemeriniah, den Peraturan Presiden.  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) adalah peraturan yang dibentuk
ofch Presiden dalam “hal thwal kegentingan yang memaksa”, oleh karena itu
prosgs pemboentukannya agak berbeda denpan pombentukan suatu Undang.
Undang. Apsbila melibat ketentvan Pasal 22 Undang-Undasg Desar 1945
{schelum perubahan) beserfa penielasannys, dapat diketahui i}&izm Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU} mempunyal hicrarkhi, fungsi
dan materi muostan vang sama dengan Undang-Undang, hanya di dalam
pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang, '

Belama ini Undang-Undang selalu dibentuk oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam keadaan normal, atau menurut
Perubahan UUD 1945 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui
bersama oleh Dewan Pcrv;*akifan Rakyat dan Presiden, serta disahkan oleh
Presiden, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengpentl Undang-Undang (PERPLD
dibentuk oleh Presiden tanpa persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat karems
adanya suatu “hal ihwa!l kepentingan yang memaksa®. Penjelasan Pasal 22

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti

*62 Maria Furida Indrali, How Perundang-undangan 2, (Kanisius: Yogyakarta,2007) halaman 79,
"9 Maria, hid, bal, 80
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Undang-Undang (PERPU) sebagai suatu "noodverordeningsrechi” Presiden (hak
~ Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa),'®*

Proses pembentukan suaty Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-
Undang (PERPU) berjalan lebih singkat, mengiogat pembentukannya dilakukan
dalam bal ibwal kegentingan yang memsksa. Dalam pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) itu beberaps mafa rantai
prosesnya dipersingkat,

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dinonuskan bahwa, "ketentuan lebih Janjut
mengenzi tala cara mempersiapkan rancangan perstuman pemerintah pengganti
vndang-undang, rancangan pershwan pemerintah, dan rancangan peraturan
presiden diatur dengan Peraturan Presiden™.'

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 10 Th. 2004
tentang Pembertukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini telab
berlake Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005 tentang Tate Cora Mempersiapkon
Reameangon  Undang-Undang, Rancemgmm Peraturan Pemerinich Penggonti
Undang-Undang, Rovcangan Peratwron Pemerintah, dan Roncangan Percturan
Presiden Menurut Pasal 36 Persturan Presiden No, 68 Th. 2008, dalam hal
ikhwal kegenfingan yung memaksa, Presiden memerintabkan penyusunan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

Selanjutnya Presiden akan menugaskan penyusupan Rancangan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada Menteri yang tugas dan tanggung

¥ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (sebeltim persbaban}. Ponjolasa Pasal 22,

162 Republik Indonesis, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturcn Perundeng-undangan,
UU Nomor 10 tahun 2004, LN Nomer 53 Tahun 2004, TLN Nomor 4389,
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pelak membawanya pada keruntuhan, Kontradiksi tersebut dibongkar oleh
kapltalisme. Jadi Kapitalismelah vang menegasi feodalisme.'”

Kritik Marx terhadap hukum beriolak dari "the class choracier of Law ".
Marx mengkritik ideologi umum yang memandang hukum sebags) bangunan
yang diterima secara konsensus dan intersubyektif. Menurutnya, hukum bukan
lembaga yang abyektif dan bukan pula institusi netral yang bebas nilai.'"”
C.1. Sistem-sisterm Fhonomi Polifik

Peraturan perundanp-undangsn merupakan bagian atau suhsistem dani

sistern hukum, Oleh karena i, bila kita membahas mengenai politik peraturan

% Dalam literatur yang lain juga dikatakan Marcisme mengkarakterisasi kapitalisme sebagni
kepeaiilikan swasta terhadap faktor-fakior produksi serta yang menentulen gaji bagi par buruh,
Kapitakisme muncal kerepa didorong oleh tabden yntuk mendepatkan keuntungsn schenyak
rangkin serta aknmulasi kapiial Selarn sebush ckonomi peser yeng kompetitif, Buruh tidok dipenudi
hak-hak dusarnva dus difadiban korsoddas yang merupeken subiek bagi mekenisme harga, Walau
kapitalizme sacarm bivtors memiliki mis! antukemengembangkan dan menystukan duniz namun ke~
suksssannya dipsrcaya sken segers berlslu dan matl, Heolk asH, evolusi, dun kenwtian mode
produksi kapitalis, menunt Marx, dipengaruld oleh tigs hulum ekonomi yang tidek dapet
dihindard, paisrs luio sebagal henilmb

Hykam perfama, hidcma dsproporsionsditas, Ekonom! kepitalis memiliki kevenderangan
unbirk memproduksi suah: barang terfenty secars berlebihar. Kontradiksi inkerer monesl dafam
kaphtalisme antara kapesitas untake memproduksi barang den kapasitas konsumen selghy penerimea
upuh uniuk berbelania barang. Seemra konstan ferjadi disproporsionalitss antare produksi dan
konsunsi dalam pasar yang "anarki' yang menyebabkan depresi periodik dan fluktuasi ekonomi,

Hukyon kedua, hukum konsentrasi (akurnulast) kapitel. Kompetisi moemaksa kepitelis wnbulk
meningkutknn efisiensi dan investasi kapital mereka 2t torancam tersingiir dati persaingan, Sebegai
basilnys, evolug dar kepitalisme adeish untvk meningkatian kenseoihresi kekaysan 41 tangan
heberapa orang yang melakuken cBsiensi i, sedangkan & sisi laln yang banyak welibatkan
Jumish orang erjedt gelombang kemiskines yang sangat besar,

Hukum ketiga, hulmm jatuhnys keustungaa. Ketike kapital tossbomulasl dan
terkumypul, dinpkat pengembalinn mentran vang menyebablan teriadinye perimman Insentif, Bko-
sam Hberal kiagik menyadari kemungkingn ind don pereays bohwa sohsi yang fepet adeinh dengan
mengekspoe  kupital  don bampg-bumsng  munufaktur  sorte  mengimpor  maskanen omgsh.
Keogndenmgen menumnys keuntungon tidek dopat diglakhkan, Ketlka tekansn kompelist
memokss kaphabis wnivk meningketken efisionsi den produkiivitas melalui investssi dengmn
menggunaken tekmologi yang lebib produddif dan dapat menckan biaya bueoh, tnghat
pengangsoran akan semakin meningkot dan ngkat keuntungan dari nilal perolehan akan menuwun.
Kapitalis akan kehilangan insentifnya untuk berinvestasi delam penciptamn produksi maupun
menviptakan lapangan pekerjaan, Dalam waktn yang bersamaan, intensitas yang terus meninghat
serta pengaruh sikius bisnis akan menyebub ken pars bumb memberordek dan menghancurian
sisters ekonomi kapitalis. Dapet dibaca Buwdl Winurao, Periorimgan Negara V8 Prsar, (Jokerine
Med Pross, 2009} hal, 58-59.

™

7 Bemard L. Tanys dkk, op.oiz, bal. 81,
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perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas
mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan
didasarkan pada prinsip bahwa hukum atan peraturan perundang-undangan
merupakan bagian dari suaty produk politik karens persturan perundang-
undangan pada dasarmya merupakan rancangsn atau hasil desain lembaga politik
(body politic)."®

Kinerja perekonomian suafu negara ditentukan oleh banyak faktor dan
figa di antaranyn yang paling menentukan adalah: (1) kebijaksanaan-
kebijaksanaan ckonomi yang dijalsskan pemerintah, (2) lingkungan di mam
perekonomian tersebut beroperasi, dan (3) sistem ekonomi politik yang diginakan,
Semua faktor-fakior penentu kinerja perekonomian tersebut bisa berubah setiap saat.
Jika berbagai kondisi dalam masyarakat berubah, baik itn karena berubahnya cam
pandsng masyaiakaz {atau ideclogh), adat-istiadat, kebissasn-kebiasaan, norma-
nomna, atau aturan dan tata hukum, maka sistem ekonomi politik yang diannt saatu
masyarakat jugs bisa berubah.'”’

Tergantung hagaimana kondisi perpolitikan saat itu, perubahan dalam
sistern gkonomi sz berlangsung secara gradual, halus, den tanps geiolsk,
tetapi bisa pula berlangsong secara drastis, radikel, alau revolusioner. Jenis
perubzhan yang disebut terakhir biasanya berlangsung penvh gejolak yang kadang
keala mevelan korban harta dan nyawa yang tidak sedikit jumlabmya. Jika
perubahan menimbuikan svasana panik dan perasaan lfidek menentu dalam

masyarakaf, maka yang dijadikan scbugai “kembing bitam” adalah sistens

17 M. Alamsysh, Poliiik Perundang-undangsn, hitp://www.legalitas. org/?q=node/75 Oktober
2007

1 Deliarmov, Ekonomi Palitik, (fakeris: Erlangga, 2005) hul 4
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ekonomi politik vang digunakan. Jadi, agar pembangunan berlangsung Iebih
elegan, secarz politik perlu sekali dipilih sistern skonomi yang terbaik bagi
masyatakat yang bersangkutan, Sistem gkonomi mencakup kesalwruban proses
dan akiivitas masyarakat dalam upaya memecahkan masalsh-masalah ekonomi
sekaligus mencapai tujuan-tujuan ckonomi, sosial, dan politik masyarakat yang
bersangkutan. Lebih jeias,‘ menurat, sistem ekopomi mencakup mekanisme,
pengaturan pengorganisasian, dan aturan-sturan uotuk membuat dan me
laksarakan keputusan-keputusan tentang alokasi sumber dayva yang terbatas
jumlahnya. 78
Sesual definist yang dikemukakan Gregory & Stuart di atas, bisa
dibedakan berdasarkan berficut:'”
1. Organisasi pengaiuean pengambilan keputusan (organization of decision
making arrangements),

2. Mgkanisme penycharan informasi dan koordinasl (mechanism for

provision of information and for coerdinaiion),

3. Hak pemilikan kekayaan produktif (hroperty rights), dan
" 4. Mekanisme penctapan berbagai tojuan dan sistem insentif (mechanism

Jor setting goals and incentives),

Dilihat dari kiasifikasi pertama, yaitu organisasi pengatiuran pengambilan
keputusan, suatn perekonomian disebuf terpusat {entrelized) jika semua

keputusarn ckoncmi ditentukan oleh level yang lebih tinggi, yaitu oleh negara

"8 Dikutip dari Gregory & Stuart (1992), olch Deliamov, Thid

12 raict
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atau otoritas pusat. Sebaliknya sistem ekonomi dischut terdesentralisasi
{decentralized) iika keputusan-keputusan ckonomi lebih banyak dilaksanakan
dan ditentukan oleh level atau unit-wnit ckonomi yang lebih rendah (rumah
tangps dan pemmpemsahm individu) yang relatif bebas dari cloritas
pusat,'®

Dilihat dari klasifikasi kedua, yaitu mekanisme penyebaran informasi dan
koondinasi keputusankeputusan ekonomi, maka ada dus mekanisme yaug dapat
digunakan, yaitu mekanisme perencanaan (plan mechanism} dan mckanisme
pasar {muarket mechanisi), Suaty sistem ekonomi dikstakan sebagai sistem
perencanaas jika informast disebarkan dan keputusan-keputusan  ckonomi
dilaksanakan sesual instrulesi atss komendo dari suatu badan  superior
{pemerintat), Di sisi lain, suatu sistem ekonomi dissbut sistens pasar jika
penyebaran  informasi  dan  koordimasi  keputusan-keputusan  ekonomi
dilaksanakan melalui mekanisme pasar berdasarkan kekuatan pernintaan dan

penawaran tanpa campur tangan yang berarti dai pemerintah, '™

Dilihat dari klasifikasi kefiga tentang hak pemilikan kekayaan produktif, ada
tiga kemuagkinan yang bisa muncul. Perfama, sebagian besar kekayaan
produktif dimiliki oleh swasta {privat), seperti vang sering dijwmpai dalam
sistem kapitalismne. Kedua, scbagian besar kekaysan produktif adalah milik
publik {niegara). Ketipa, scbagian besar kekayaan produktif merupakan mibik
kolektif atau kooperatil Di negara-negara komunis yang “lebih keras” seperti

(bekas) Uni Soviet, smumnya kekayaan produktif adalah milik negara.

™ rhid

¥ rhid hal 5
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Sedangkan di negara-negara soslalis yang “lcbih lunak” dan lebih demokratis di
Eropa Timur seperti Yugosiavia dan Hongaria, sebagian besar kekayaan produktil

merupakan milik bersama atau kolekeif'*

Untuk mengperakkan orang atan unit-unit ekonomi agar melakukan
berbagai aktivitas ekonomi, bisz digunakan insentif materi dan moral, Dalam
perekonomian pasar lebih banyak digunakan insentif ckonomi, sedangkan
dalam sistem perencanaan, selain insentif materi juga digunakan insentif
moral. Sehagai catatan, dalam keranpka pemikiran Marx, balas jasa materi masih
periu digunakan pada tahap-tahap awal sosialisme. Akan fetapi, pada tzhap vang
lebih tinggi, vaftu komunisme, di mana orang sudah hidup secara berlimpsh,
maka secara berangsor-angsur insentif mmsteri akan digantikan oleh insentif
moral, Darl berbagal definisi di atas, tampak bahwa politik terkait dengan
banyak hal. Ada yang mengaitkan politik dengan kekuassan dan oforitas, bisa
juga dikaitkan dengan kehidupan publik, pemerintah, pegara, konflik, seris
resolusi konflik, Walaw politik memiliki banyak arti, dari berbagai definisi
tersehut, yang potensial untuk dikaitkan dengan ekomomi adaleh pemakmaan
politik sebagal pemeriniah, politik scbapal kehidupan publik dan politik sebagai
oforitas untuk mengualokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai.'**

Jika politik diartikan sebagal pemcrintah, politikk adalah mesin politik
formal negars secara keselwruhan {mencakep institusi-institusi, hukom-hukum,
kebijakan-kebijakan, dan akfor-aktor kunef). Jadi, politik di sini mencakup semua

aktivitas, proses, dan struktur pemerintah. Dalam pendekatan pofitik sebagai

2 rhid

T

" JA.Coporaso & DY, Levine, Theories of Politica! Feonomy. (New Yourk: Cambridge
Untversity Press, 1992} Dalam . Deliarnov, Ekonomi Politik, op.oit. hal 3
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pemerintah, politik didefinisikan schagai organisasi, aturan-aiuran, dan keagenan
{organization, rules, and agency). Organisasi merujuk pada struktur-struktor yang
kongkrst (pengadilan, badana logislatik, birokrasi, dan partai-partai politik).
Aturan-aturan merajuk pada hak dan kewajiban, termasuk prosedur-prosedur dan
strategi-strategl vang akaw digunakan dalam proses politik. Aturanatean dasar
tertuang dalam undang-undang, baik tertulis maupuos 18k tertulis. Undangundang
mengatur pepgorpganisasian dan pendistribusian kekuatan politik, sepert di
Amerika Serikat ada pemisshan kekuasasn antara chsekutif, legislatif, dan
yudikatif.

Jika politik diartikan sebagai publik, politik merujuk pada peristiwa-
peristiwa yang melibatkan banyak orang. Cara terbaik untuk memahami politik
schagai publik ialah dengan membedakan antara privat dengan publik, Seperti
diketahni, privat merujuk pada peristiwa-peristiwa yang secars substansial
terbatas pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang secara langsung
terlihat dalam pertukaran, sedangkan publik didefinisikan sebapal giang kepistan
yang melibatkan masgyarakat banyak. Pakar-pskar ekonomi  peoklasik
membedakan privat dengan poblik berdasarkan transmisi sistem harga. Jika bisa
disclesaikan melalui pasar {mekanisme harpa) maka suate barang digolongkan
schagai barang privat, Tetapi jika tidak bisa disclesaikan melalui mekanisme
harga dan secara politis harus melibatkan campur tangan pemerintah maka barang
atan  jasa tersebut  digolomgksn ke dalam  bharang-barang  publik.

Jika politik diartiken scbagai otoritas pengalokasian, arti politik dan
ckonomi menjadi mirip, scbsb keduanya dimaksudkan sebagal metode alokasi.

Proses chonomi dan politik merupakan cam alternatif dalams mengalokasikan
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sumber-sumber dayz yang langka. Artinya, politik di sini tidak mergjuk pada
struktur formsal pemerintsh, melainkan sebagal suatu cara tertentu dalam
pengambilan keputusan tentang produksi dan pendistribusian sumber-sumber,
Berbeda dengan alokasi ekonomi yang lebih menekankan pada pertukaran secara

sukarela, sistem alokasi politik lebih mengandaikan oforitas.

Menurut Mohtar Mas'oed, dalam pemaknaan politik sebagai otoritas,
hubungan amtars ekonomi dan politik dapat diterjemabkan ke dalam isu fentang
hubtngan antars Kekaysan dan kekuasaan. Ekonomi terkait dengan penciptaan
dan pendistribusian kekayaan, sedangkan politik terkait dengan penciplean dan
pendistribusian kekuasaan. Kekayaan terdir dari aset fisik (kapital, tanah) dan
aset nmonfisik (sumber daya manusia, termasuk ilmu pengetahuan), sedanpkan
kekuasaan bisa muncul dalam bentuk militer, ekonomi, maupun psikologis,
Kekuaganan sendiri adalah kemampuan menghasilkan suatu basil tertente secara
paksa. Jadi walaupun kekuasaan bisa terwujud dalam berbagai beniuvk,
bentuk aslinya adalah daya paksa. Namun, Mas'oced memperingatkan
baliwa pembedaan antars ekonomi sebagail ilmu tenfang kekayaan dan politik
schagal ilmm tentang kekvasaan hanya untuk Mjuan analitis. Dalam dunia

nyata antara kekayzan dan kekuasaan tak terpisahkan '®

2. Definist Ekonomi Politik
Penggunaun ungkapan “ckonomi politik™ akan lebih memudahkan
mengarahkan pada 1su dalam teori sosial, yaitu hubungan antara Himu Ekonomi

dan Nmu Politk., Hubungan antarz Ekonomi dan Politik bisa bermakna

P Mochtsr Mas®oed, Tecridteari Ekonomi Pojitik Pembangunon, Yogyskaris: Postaka Pelsjar,
19%1. dalam Delinmov, op&it, hel.7.
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eksplanatori (menjelaskan bagaimana keduanya terkait) dan bisa juga bersifat
normatif (bagaimana scharusnya sifat porkaltan di antare kedua disiplin iimu
tersebut). Pemyataan seperti ini bisa ditelusuri dalam tulisan ahli sosiat jauh

hingga masa Aristoteles, %,

Lalu, apa sebetulnya vang dissbut Ekonomi Politik im? Dart judul buku
yang ditulis Martin Staniland What is Political Economy? 4 Study of Secial
Theory and Underdevelopment {1983), kita segera mengetshui makna dari
Ekonomi Politik tersebut, yaitw: sebush studi ientang teori sosial dan
keterbelakangan. Lebih Janjut, Staniland menguraikan definisi tentang
Ekonomi Politik tersebut sebagai berikut: "mengacu pada masalah dasar
dalam teori sosial: hubusgan antara politik dan ekopomi. Isu ini memiliki
dua sist baik eksplanatori maupun nomatif. Isu ini memunculkan permyataan
mengenai bagaimana kedua proses lersebut saling terksit dan meongenai

bagaimana scharusnya mereks terkait”,

Pernaknaan terhadap Ekonomi Politik tidak terbatas pada studi tentang
teori sosfal dan keterbelakangan. Mepurut Caporase & Levine, pada awalnya
Ekonomi Politkk dimaksudkan wefuk memberikan saran mengenat pengelolaan
masaleh-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. Hal ini sesual
dengan pemaknaan Ekonomi Politik pada wakts it sebagat pengelolaan masalah-
masalah ckonomi negara (political Evoromy referred ro the managemend of

ceonomic affairs of the state). '™ Selanjutnya, Ekonomi Politik oleh pakar-

" Martin Stanilanda, What Is Politiced Eeonony?, (New Heaven: dle University Press, 1985).
Palem Deliamay, Bid, hal. 8.

" Caporuso, 1A & DV, Levine, Theorier of Political Feanomty. (New York:  Cambridge
University Press, 1992,
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pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagal analisis ckopomi terhadap
proses politik. Dalam kajian tersebut mereska mempelajan fustitusi politik sebagai
entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi-politik, yang
berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk
kepentingan kelompolnys maupun untok kepentingsn magyarakat loas,

Dengan demikian bagi ahli ekonomi politik, kegiatan ekonomi, seperti
kegiatan-kegiatan fain dalen masyarekat, tidek terlepas dari konteks politik.
Tegasnya, sistem politik tidak haoya membentuk pewer relationship dalam
masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-ailai serla porma-norma yang
sedikit banyak akan mesentukan apa dan bagaimans berbapai kegiatan
ckonomi dilaksanakan dalam masyarakat. Apaksh para ekomom sudah
mengambil alih tugas ahli-ahli politik atau justra para ahli politik telah berhasil
roepjadikan politik sebagai panglima, sebetulova tidak perlu diperdebatkan,
schab yang namanya Hmu Ekonomi Politik merupakan sinergi antarz Hmu
Ekonomi dan Imu Politik, Denpan sadet pandang yang lebih positif ini
diharapken bahwa kajian tentang Ekonomi Politik akan membawa Kita pada
pemahaman bahwa bekerjanya suatu  sistem  ekonomi dan proses politik
merupakan dua nisi dari sate mata vang yang sama. Sebagai suatu disiplin
ilmu yang Iebih komprehensif, Ekonomi Politik tahir dart berbapai vpaya yang
dilakukan untuk menemukan sinergd, mengisi kekosongan feress fertilization)

yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.'™

¥ Bostanat Arifin dan Didik 1. Rachbini, Etonomi Folitik dan Kebijokan Pubbk, (Jekaria:
Gramedia, 2001, delem Deliarmov, opoif, hal. 5.
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C.3. Kaitan Ekonomi Politik dengan Kebijakan Publik

Bagaimanz kaitan antara Ekonomi Politik dengan Kebijakan Publik? Kita
tashu bahwa perckonomian tidak bisa hanya diserahkan pads produsen dan
konsumen yang berinteraksi satu sama lain melalui mekanisme pasar. i sana sini
diperlukan adanya campur tangan pemerintzh. Campur tanpan pemerintak
diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna. Sclain iy,
campur tangan pemerintah diperlukan uotuk mengatasi eksternalitas dan untuk
pengadaan barang-barang publik,

Berbagai keputusan yang menyangkot kebijakan publik dilaksanskan oleh
pemerintah sesuat institusi ekonomi dan politik yang ada. Suatu kebijskan
disebut kebifakan publik bukan karena kebijakan itu sudah diundangkan, atau
karena kebijakan terscbut dilaksanakan oleh publik, melainkan karena isi
kebijakan itu sendil vang menyangknt bonum commmure atau kesejahteraan

ummn.m

Dari uraian di atas, jelas bohwa terdapat hubungan vang sangat erat antara
Ekonomi Politik dengan Kebijakan Publik, di mana disiplin Imu Ekonomi Politik
dimaksndkan untuk membabas keterkaitan aniera berbagai aspek, proses, dan
institusi politik dengan kegiatan eckonomi seperti . produksi, investasi,
pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebaginya. Penclusuran
yvang mendalam fentang Ekonomd Politik biasanya didekati dengan format dan
pola hubungan antargs gwasta, masyarakal, orgenisasi buruh, partai politik,

pemerintah, lembaga konsuunen, dan sebagainya. Dengan demikian pembahasan

'8 Bustanul Arifin den Didik J. Rackbind, /54, detem Dellarnor, op.cit. hal. 11,
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Ekonomi Politik jelas terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dan proses
perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan implementasi kebijakan publik

tersebut.'*

C.4. Globalisasi

Istilah globalisasi tefah menjadi konsep vang sering digumekan untuk
menggambarkan fenonwens dunia kontemporer. Memasuki milenium ketiga,
dunia berubah dengan sangat cepat sehingga menimbulkan implikasi yang sangat
kompleks, vaitu munculnya saling ketergantungan (inferdependence) datam hampir
seluruh dimensi kehidupan dalam hubupgan antar negara bangsa (nation-siates)
dan hubungan transnasions] @ransnational relations). L7

Perubahan-perubahan yang sangat cepat inilah yang kemudian disebut
globalizasi. Namun demikian, meskipun telab menjadi istilah yang populer tetapi
tidak ada definisi tunggal upniuk istilah tersebut, dan beberapa definisi mengenai
globalisasi  cenderung  dilchih-lebithkan  serta  mendorong  ferjadinya
kesalahpahanan'®' Sementars pesulis-penulis yang lain, separti Hirst dan
Thompson, mudal mempertanyakan validitas konsep globalisasi sebagal yang
dapat digunskan wntuk menppambarken duniz konlemporer secara absah.

Menurut kedua penulis ini, globalisasi hapyalah mitos belaka.'”

' Ibid.

0 Budi Winerno, Periarungan Negore VS Pasar, (lakarta: Med Press, 20023 hal | 16

B festey SKiair, Competing Comcaption of Globalization, dalam Jowrnad of World System
Rasearch, Vol ¥, Mo, 2, 1999 bupiicsteolomdo edunwsr. Libat jugs Robert Gilpin, 2001,
Globol Polttical Evonpmy: Understonding the Economic Order, Princston Princeton University
Press],

2 nudi Winarso, loc.cir,
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Joseph E. Stiglitz, peraih hadiah Nobel Ekonomi tzhun 2001 yang
menyatakan bahwa "Globalisasi sendiri sebenarnya tidak begitu batk atau buruk,
Ia memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan yang besar, dan bag negara-
negara di Asia Timur yang telah menerima globalisasi dengan pergyaratan mercka
sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, globalisasi memberikan manfaat yang
besar, walaupun ada kemunduran akibat krisis 1997.'%

Prof. A F.K. Organski menyatakan bahwa negara-negars yang sekarang ini
disehut negara modem menempuh pembangunanannys melalul tiga tahap
pembangunan, yailu unifikasi (wnification), industrislisasi (ndstriciization), dan
negara kesejshteraan (social welfore).'™ Pada tingkat pertama, vang menjadi
masalah berat adalah bagaimana mencapail integrasi politik untuk menciptakan
persatuan dan kesatuan nasiongl, Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan
ckonomi dan modernisasi politik. Akhimya dalam fingkat ketiga, tugas negara
yang terutama adalab melindungi rakyat dari sist negat{ industrialisasi,
membetulkan  kesalahan pada twhap  sebelumnya, dengan  menekankan
kesejabteraan magsvarskat, Tingkat-fingkst tersebut dilalui secars benurutan
{consecutive) dav memakan waktu relatif lama. Persatvan oasional sdalah
prasyarat untuk memasoki tabap industrialisasi, industrialisasi merupakan jalan

untuk mencapai negara kesejahteraan '™

193 Joseph F. Stiglitz, (Jobalisasi dan Kepagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internosional
{Globalization and fts Disconferts], dilerjemahkan olch Ahmad Lukman (Jukers: Ina
Pubtikatama, 20023, bal, 27

% AFK. Organski, delam Wallace Mendeisen, “Law and The Develoopment of Nations”, The
Joumal of Politics, Vol. 32. hal. 223, (norupakan bogien dard dikiat bahas kodieh Hukum den
Pembangunan, dikumpulkan sich Prof, Erman Rapgukguk uwnink Program Pisonsaeiom, Faultas
Hekom, Tniversias Indonesial.

%% Erman Rajagukguk. Peranan Huken dolom Pembangunon pada Fra Globalisash: Implikasinga
bogi Pendidikon Hidan di Indoresia. Pidato Pengukuhan Gurn Besor 8 poaphen pada upacams
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Dalam banyak definisi, ferutama yang berangkat dari kaum globalis,
konsep globalisast merujuk kepada fenomena di mana Batas-batas negara bangsa
tidak [agi relevan untuk didiskusikan, Cirt utamanya bahwa banysk persoalan
kontemporer saat ini tidak dapat dipelajari secara memadai hanya pada tingkatan
negara bangsa, dalam arli masing-masing negare bangsa dan hubungan-hubungan
internasional. Namun, persoalan-persoalan kontemporer saat ini harus dipashami
dalam proses global, di mana kekuatan-keknatan global diluar negara bangsa se-
perti perusabpan.-peruszhaan fransnasional dan lembaga-lembaga ekonomi global
budaya global atau pengglobalan sistem-sistem keyakinan/ideologi dari
berbagai macam tipe, stau kombinasi dari semua ini, yang membuat kebermdaan
negara bangsa menjadi semakin diragukan. Ini tentu saja berbeds, sebagaimana
akan kita lihat nanti, dengan konsep internasionalisasi yaog lebih mergjuk pada
bagaimana negara-negara bangsa df dunia berinterakst antara satu denpan yang
lain. Denton demikian, kedua konsep inl mempunyai perbedasn yang mendasar,
yvakni menyangkut peran negara bangsa dalam konteks hubungan-hubungan
ekonomi politik tersebut. Kedua dgnm menyajikan beberapa definisi, cii-cir,
perspektif, dan pendekatan yang digunakan unituk memahani globalisast kita dapat
febih mungkin wntuk memetakan di mana sebepamya akear perdebatan tersebut, batk dari
kelompok yang paling optimis (kasm glebalis atau hiperglobalis) dan kelompok yang

paling pesimis sekalipun (skeptis).'*

penerimasn gury bosar Mdang hukum di fdoliss Hokuw Universites Indonesiz, Takania 4 Januard
1857,

% Dalam melibat globalisasi penulis seperti David Held ar. of, 1999, membedakannya
menjadi tiga kelompok, yakni kelompok plotalis atan hiperglobalis, skeplis, dan yang terakhir
kelompok transformationelis, Masing-masing kelompok ini berbeda dalam malihat glebalisast, dan
karenanya berbeds pula dafare memberikas rekomendast menyangkwt sikap yong bams Jlambil
dalarn menghedapl globalisasi, Lihat David Held ar af, 1999, Glodal Transformation:
Politics, Feonomics, and Cwiture, Stanford: Standfurd Usiversity Press, Lihet Jugs David Held
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Selain ite, ketiadaan definisi tunggal mengenal globalisasi karena masing-
maging ahii yang mendefinisikan konscp tersebut memberi penckanan yang
berbeda-beda terhadap fenomens yang hendak didefinisikan, Ini tegiadi karena:
pertoma, shili-ahli yang menaruh wrinat di bidang tersebut berasal dari disiplin ilmu
yang berbeda-beda schinpga dalamm mendefinisikan globalisasi akan sangat
dipengarubi oleh disiplin mereka masing-masing. Kedua, keberagaman perspektif
dan pendekatan vang digunakan oleh masing-masing ahli dalam mendefinisikan

alisasi. Perspektif merupakan sudut pandang yang digunakan seseorang untuk
menggambarkan suaty fenomena. Oleh kamena Hu, bagaimana cera orang

menggambarkan fenomena sosial akan sangat tergantung pada pespektif yang digu-

nakan, Di dalam ekonomi politik internasional, dikenal beberapa macam perspekiif

sepertls perspektif liberal, radikal, keitis, merkantilis, dan lain scbagainya. '’
Katiga, globalisasi merupakan fenomena yane kompleks dan dampak vang ditim-
bulkan oleh fenomena fersebut menyentuh ke dalam bampir semiua sspek kehidupen
manpusia sehingga suafu definisi tunggal barangkali tidak akan pemah mampu
menggambarkan fenomena yang teramat kompleks tersebut.
C.4.1Definisi Globalisasi

Setidaknya ada figa hal vang sering ditemukan dalam mendefinisikan
globalisasi, yakni kesalinghubungan, infegrasi, dan kesalingterkaitan.” Lodge
mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia
bisa menjangkau satn dengan yang lain atau saling techubungkan dalam semus aspek

and Anthony MeGrew (eds.), 2000, The Global Tromsformations: Reader, Carnbridge: Polity
Press

7 Lihat Mobtar Masoed, 1994, Ekonomi-Politik temasional dan Pernbangunan, Yogyskarts:
Pustaks Pelgjar. Gilph, Lo, C¥f.

% Likat misaloya Thomas L. Friedman, Lewns dar Pokon Zaitun, Bandung: Peserbit 1B, 2002
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kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun
lingkungan. Dengan pengertian yang demikian, maka globalisasi boleh dikatakan
bahwa masyarakat dunia hidep dalam soatu era di mana sebagian besar kehidupan
mercka sangat ditentukan oleh  proses-proses  global.  Selain  konsep
kesalinghubungan, konsep kedua yang sering muncul dalam definisi-definist
globalisasi adalah integrasi. Seperti definisi yang dikemukakan olch Amal bahwa
globalisasi merupakan proses memeulnya masyarakat global, yaitn suatu dunia yang
terintegrasi secara fisik, dengan mefampaui batas-batas negara, baik ideologis, dan
lembaga-lembaga politik dunia.”*® Diefinisi ini Iebih mirp dengan keyakinan kawmn
globalis yanp memahemi globalisasi schagai terwujudnya sebuah ekonomi donia
yang ferintegrasi. Bangsa-bangss, menunit pandangan ind, baik secars individual
msupun secara kolektif, mendukung plobalisasi dengan menghilangkan bambatan.
hambatan terhadap perdagangan infernasional, schingga mwenuwdahkan arus per-
dagangan, nvestasi, mate vang, dan informasi secara bebas melintasi batas-batas
nasiomal. Pengertian ind dengan demikian meryjuk kepada pengertian yang luas
mengenai globalisasi, Konsep yang ketiga adalah interdependensi., Definisi ird
mencakup nengerifan bahwa sistern ckonomi, kbususniva sistem moneter, dunia saat
ini sangat tergantung antam satu dengan yang lain, Akibatnva, kebilakan-kebilskan
pads skala nasional tidsk dapat bepitu saj3 mengabaikan peristiwa-peristiwa ditingkat
global Demikian juga sebaliknya, peristiwa-peristiwa di tingkat nasional pada
tataran fertentu akan berpengaruh pada ekonomi global, Kejatuhan mata vang Bath
Thailand yang diikuti oleh kejatuhan mata vang di negara-negara lain, seperti

Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina, dalam kasus krisis kevangan di

¥ fentasul Amal, Globalizasi, Demokrasl don Weawasan Nusanigra; Perspektif Pembangunan
Jangks Panjang delam Wowasenr Nusontare hudonesia Menghadapt Globativasi, Puset Kajian
Kebudayaan Universitas Bung Hedts, hall,
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Asia satu dasawarsa vang lalu menjadi contoh yang dapat digunakan votuk
menjelaskan konsep Krisis ini jika tidak sepera ditangani secara serius bamngkall
akan menimbulkan efek domino bagl negara-negara di kawasan lain. Ini terjadi
karena kesalingbubungan {(imterconection) antara sistem keuangan satu nepara
dengan sistem kenangan negara lain.

Di sisi yang lain, Petras dan Veltmeyer melihat globalisasi sebagal suatu
deskripsi dan sekaligus sebagal preskripsi. Ini berarti bahwa globalisasi menjadi
penjelasan savangnys, menmut Petras dan Veltmeyer merupokan penjelasan yang
fidek memadai sekaligus ideclogi vang sckarang mendominasi pemikiran,
pengambilan keputusan, dan prakiik politik®® Globalisasi scbagai deskripsi
mengacy kepada perluasan dan penguatan arus perdagangan, modsl, teknologi, dan
arus informasi mtemasional dalamn sebuah pasar global. Konsep ini digunakan
untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer di bidang ekonomi dan
perdagangan di mana batas geografis negara bangsa fidak lagl mempunyai makna,
Sasfu konsep yang digunakan untuk menggambarkan dunia yang dicivikan oleh
adanya “perkampungan giobal” dan melemahnya peran negars bangss veng
digantikan oleh kekualan-kekuatan global. Sedangkan sebagal sebuab preskripsi,
globalisasi meliputl liberalisasi pasar global dan pasar nasional dengan asumsi bahwa
arus perdagangan bebas, modal, dan arus informasi akan menciptakan hasil yang
terbaik bagi pertumbuhan dan kemakmuran woat manusia, Dengan tenggunaian
bahasa yang lebih sederhans dapat dikatakan bahwa globalisasi sebagai deskripsi
digunakan untuk menggambarken fanoniena empiris yang kini tengah melands dunia,
Mark Pilisuk mengibaratkan fenomena ini sebagal fupricane. Scdangkan globalisasi

% James Petras & Veltmeyer, fmperealisme Abad 21, (Yogyskarts: Kreast Wacans 20025 . hal 7=
%
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sebagai preskripsi lebih merujuk kepada upaya pencarian “resep mujarab” bagi
ekonomi dunia, sehingga kadangkala lebih bersifat normatif. Konsep globalisast
sebagai sebuah preskripsi merujuk kepada pandanpan-pandangan kawm neoliberal
yang menginginkan adanya pasar bebas dan meyakini bahwa dengan memjuk
kepada sistem inifah maka perdamaian dan kemakmuran akan terwujud. Ini teniu saja
skan berbeda, seperti vang akan kita lihat nanti, dengan beberapa pendapat yang
mengatakan bahwa passr vang benar-benar bebas tidak akan pemah ada karena
meskipun berbagail hambatan tarif dalam perdagengan felah dihifangkan untuk
mendorong tegjadinya perdagangan bebas, tetapl hambatan-hambatan non-tarif
banyak digunakan untuk memproteksi dini dan aliran barang luar negen terutama di
negara-Negars majy.
CA.2. Ciri Utama Globalisasi

Globalisasi bukanlah sesuaty yang baru, semangat pencershan eropa di
abad pertengahan yang mendorong pencarien dunia baru bisa dikategorikan
sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVHI juga
meripakan pendorong tren globalisasi, vang membedakanays dengan arus
globalisasi yang terjadi dus-tiga dekade helakangan ini adalsh kecepatan dan
jengkasannya Selenjutnys, intersksi dan transaksi antara individu dan negara-
negara vang berbeda skan menghasikan konsekuensi politik, sosial, dan budaya
pada tingkat dan intensitas yang berbeda pula. Masuknya Indonesia dalam proses
globalisasi pada saat ini ditandai vleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk
membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam

imegrasi dengan pasar internasional.
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Dengan mernjuk kepada penjelasan seperti ini maka Martin Khor menarik
dua cirl utama dari globalisasi, yakni: Perfama peningkatan konsentrasi dan
monopoli berbagal sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan.perusahaan
transnasional manpun oleh perusahazn-perusahaan dan dana glebal. Jika dulu sebuah
perpsahean multinasional hanya mendomipasi sebuah prodek, maka sast ini
schuah perusahaan transnasional yang besar secars khosus memproduksi dan
menjual berbagai macam produk, pelayanan, dan bidangh idang yang semakin
beragam. Babkan, diprediksikan jika perusshaan-perusshasn fransmasional ini
semakin beragem produk yang dibasilkengys torgantung pada permintaan pasar di
negara-negara fempat perusahaan tersebut beroperasi, Kedug, yang khas hainnva
dari globalisasi dalam kebijakan dan mekaniome pembuatan kebijakan nasionsal.
Kebijakan-kebijakan nasional (vang meliputi bidamg-bidang sosial, ckonomi,
budaya, dan teknologl) yang sekarang ini berada dalam yurisdiksi suatu pemeriniah
dan musvarekat dalam satu wilayah negama bangsa bergeser menjadi di bawsah
pengarch atay diproses oleh badan-badan infernasional sfau perusahaan besar
serta pelaku ekoromi, keuangan internasional ™ Cid kedua ini berkait erat dengan
konsep interdependensi, integrasi dan, kesalingterkaitan antarberbagai bidang yang
tercakup dalam negara bangsa, menurunnyz peran negara bangsa dan semakin
menguainys kekuatan-keknatan pendukung globafisasi.

Lebih lanjut, David Held at. al,, membedakan tiga kelompok dalam melihat
globalisasi, yakni kelompok hiperglobalis, kelompok skeptis, dan kelompok frans-

Sormationefis” Bagi kaum hiperglobalis, globalisasi didefinisikan sebagai scjarah

' Martin Khor, 2002, Globalisasi: Peranghap Negara-Necara Selatan, Yogyakaria:Cindelaras
Pustaka Rakyet Cerdag, hat, 12-13

2 David Held dalam Budi Winamo, Perrarungan Negara VS Pasar, (Jakarta: Med Press, 2009)
hal . 22,
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baru kehidupan manusia di mana “negara tradisional telah menjadi tidak lagi relevan,
lebih-lebih menjadi tidak munpkin dalam unit-aunit bisnis datam sebuagh. ckonomi
global, Dalam pandangan kaum hiperglobalis, globalisasi ekonomi membawa serta
gejala “denasionalisasi” ekonomi melalui pembentukan jaringan-aringan produksi
transnasional framsnational networks of production), perdagangan, dan keuangan,
Dalam lingkungan eckonomi yang tanpa batas ini (economics borderless),
pemerintahan nasional tidak lebib dari sekadar fransmission belty bagi kapital
global, atau secara lehih singkat sebagal institusi perantara yang menyisip di antara
kekustan lokal dan regional vang sedang fumbuh, serin mekanisme pengstoran
global. Lebib lanjut, kelompok ind mempunyai keyakinan bshwa globalisasi
ekonomi tengah membangun bentuk-bentuk baru orgamisasi sosial vang tengah
menggantikan atau yang akhimya akan mengesntikan negara bangsa sebagai
lembaga ekonomi utama dan unit politik dari oasyarakat dunia,

Kenichi Ohmae sebagai salah scorang pendskung tesis ekstrem globalisasi
mengataan bahwa dalam pasar dunia yang semakin kompetitf gekarang ini
negara-nogars bangsa (mation-stares) tidek lrgi mempunyai sumber-sumber vang
tanpa batas yang dapat dimanfeaikan secara bebas untuk mendukung dalam
mewajudkan ambisi mercka*® Dalam dunda barw, vaitu “dunis tanga batas negara” (@
world without bordersj, demikian Ohmise mengetakan, negata-negars bangsa dan

penguasaan terhadap militer tidak lagi memainkan peran penting.” Bahkan, peran

3 Kenlchi Ohmue,. The End of Nation Siate, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta,
4 Okiober 1995, hal. 3

7 Pandangan seperti ini sebepamys mempunyai kelemehan mendaser karene pada
kenyalannnys doxefan militer tetep menjadi Iou penting dalum politik diplomast atarbangss

beborsps tshun holakungan, sctidskeys jika ks merujuk kepeds kasus anghksian perang
Amerika Serikat. Bahkan, dalsm pandangen beberapa penulis seiring proses globulisasast
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mercka semakin memudar, dan secara meyakinkan akan segera digantikan oleh peran
penting vang semakin meningkat oleh akior-gkior nonteriiorial, seperti perusahaan-
perusahaan multinasional, gerakan-gerakan transnasional, dan organisasi-organisasi
internasional ™ Pandangan atau keyakinan seperti ini menjadi ciri khas dari para
pendukung fesis ekstrem globalisast, Untuk lebih memudatikan pemabaman, kita
dapat menguk kepada pola-pola perdagangan dewasa int. Schagisn besar
perdagangan dunia dilskukan oleh perusahaan-perusshaan yang beroperasi di luar
batas-batas sustn negara. Diperkirakan ferdspat sekitar 37 ribu perusahasn sekamng
ini yang melakukan bisnis seperti itu. Fakia yang paling sentral adalah masing-masing
dari perusahaan ini melakukan bisnis melintasi batas-batas dari dua negara atau lebih.
Latar belakang ink jugalah yang membuat keberagaman nema menyasgkut
porusahaan-perusahasn yang beroperasi dalam skala global. Seperti transnamional
corporation, schagal salah satu nama yang digunakan PBB untuk memberikan
gambaran mengenai bisnis torsebut. Sementara para pakar lebih suks menyebinya
sebagai multinational corporation, multingtional enterprise, atau global
corporaﬁanzw

Perusahasn-perusshaan inf mempunyai peran yang semakin penting dalam
melakukon bisnis lintas negara bangsa dan penting bagi ekonomi gichal, Beberapa
perasshaan besar mempunyal pendapatan talunan danl pensuaian selurch dunia me-

beienia militer nogare-negara herkembang dan segarm maju masih tetap tinggl. Ind
mengindikasikan bahwa isu angkatan perang Mau kekuatan midi ter masih tetap menjedi isu
yang relevan dan penting di era globalisesi sekarang, Lihat juga misalnys lulisan Noam
Chomsky (1997), "Market Democracy in a Neoliberal Order: Ductrines and Reality
=(htipfwvway. zmap orafehamskyfindes.cin

“ Robert 8. Kechrne ami Joseph §. Nye, 1997, Pawer and Interdupendonce; World Politics in
Hunsition (Boston: Liltle Brown snd Company Inc., him. 34,

# James E. Post, ei.al. Business qwd Society: Corporote Strategy, Public Policy, Ethic, (Boulder
and Lopdon:Lynne Reinner Pulilisher, 19980 5l 178,
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fampaui produk nasional kotor teberapa negara bangse. Misalnya, angka penjualan
dari General Motor pada 1993 melampaui produk nasional kotor Denmark.
Sementara ity, Wal-Mart mempunyai pendapatan kotor lebih besar dibandingkan
dengan seluruh produk damestic kotor Polandia dalam tahun yang sama. Dalam
konteks ini, kepala eksekutif General Motor dan Wal-Mart bertanggong jawab
bapi kegiatan-kegiaten ekonomi yang dikelola oleh para pemimpin politik
Denmark dan Polandia.

Menyangkut peran negara bangsa, lebih lanjut Kenichi Ohmae menyatakan
kahwa setidaknya ada empat fakior yang membuat peran negara bangsa di era
globalisasi ini semakin marginal. Keempat faktor terscbut ofeh Ohmas disebut
sebagai empat 1" ** Fakior pertama adaleh pasar-pasar modal di negara maju
yang dibanjirt uang tunai untuk investasi. Sering kali terjadi peluang-peluang untuk
investasi secara besar-besaran tidek ada dalam wilayah geografis yang sama di
mana kevsngan tersebut hemads, sehingpa pasas-pasar modal mengembangkan
berbagal meckanisme untuk mentransfor dana keuangsn i melintasl batas-batss
nasional, Bekarang ini, diperkirakan 10% dari dana pensiun di Amerika Serlat
dilnvestasikan di Asia. Dengan kalalisator kemajuan di bidang teknologi
koraunikasi, transfer investasi di tingkat global melintasi batas-batas negara bangsa
int menjadi mungkin. Namun demikian, investasi ini kadang kala jupa bersifat burak
bagi suatu negara bangsa di mana struktur ¢konomi dan kevanganrtya rapuh. Kasus
yang feriadt di negara-negara Asia Timar dapat dijadikan contoh untuk menjelaskan hal

int.

* Oheoae, op.oit hat. 4
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*1" kedua menurut Kenichi Ohmae adalah industri yang mempunyai
orientasi lebih global dibandingkan dengan sepuluh tabun yang lalu. Strategi
perusahaan-perusabaan multinasional modern tidak lagi dibentuk dan dikondisikan
olch alasan-alasan negara melainkan lebih pada keingiman dan kebuiuhan entuk
melayani pasar-pasar yang menardk di mana pun mereka berada, dan dalam rangka
membuka sumber-sumber di mone perusshasn-peruschaan fersebit  beroperasi
Sebagzi contoh bahwa perusalsan-perusahan Eropa dan Amerika Serikal dewass ini
bergerak memasuki wilayab-wilayah Cina dan India karena dalam pemahaman
mereka wilayah-wilayah inl mempunyai pangsa pasar vang besar. Cina merupakan
negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan kemaivan ekonomi yang
cokup signifiken Iv tentu saja akan merawmken banysk keuntmgan bagi

Selanjumya, schegsimana telah disingpung dalam umian  sebelumnys,
pergerakan investasi dan industri ini sangat dipengarubi oleh "I" ketiga, yakni
teknologi informasi. Ditambah dengan semakin murshnya biays transportasi
membuat perusahaan-perusabaon trasnasional dan aliran modal global menjadi
senakin mudah wntok bergerak, Perkembangan kedn fakior inilah {yakni tekmologi
informasi dan rendahnys bisys tansporfasi) vamg menjadi Sk katslis palinp
fundamental bagi proses globalisssi stkarang inl. Konsep-konsep globalisasi yang
menyangkut integrasi, inferdependensi, dan interink muncul karena perkembangan
teknologi komunikasi dan trangportast. Inilah mengapa perkembangan di bidang
teknologt komunikasi kita anggap sebagal faktor kaialis bagi proses globalisasi, baik

globalisasi budaya, ekonomi, maupun politik,

** phid
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T keemput adalah konsumen-konsumen individual yaong orientasinya sudah
semakin mengglobal. Dengan akses informast yang lebih baik tentang gaya hidup di
seluruh dunds, para inl mempunyai lebih banyak kemungkinan entuk membeli produk
hsar negeri deran pilihan yang semakin beragam. Disisi yang laln, para konsumen
semakin menginginkan produk-produk yang terbaik dan paling murah, tidak menjadi
soal bagi mereka dari mana produk-produk itu berasal. Akhirnya, dengan merujuk
kepada keempat °1” yang telah dipaparkan di atas, maka proses globalisasi dalam hal
investasi dan perdagangan semakin tecbuka lebar ™

8 id,
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BABIV
HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA
A. Quo Vadis Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa
Diawal kemerdeksan Republik Indonesia tepatnya antara 17 Agustus 1945
54, 31 Desember 1945, Presiden tidak pernah menetapkan Perpu. Diperkirakan
ada beberapa faktor yang menyebabkan Presiden tidak menetapkan Perpu, yaitu:
1. Presiden dan pemerintab pada wpmunya lebih menckankan penggunaan
kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam Aturan Peralihan Pasal IV
yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk memerdntiab atau
menetapkan sesuatu dengan dekrit (memerintah dengan dekrit). Dan ind
terlibat darl penetapan berbagai Maklumat.
2. Secara teknis perpu harss segera diajukan ke DPR untuk disetujuf menjadi

undang-undang atau dicabut (apabiia tidak disewjai),m

Baru pada tahun 1946 mulailah Presiden roenetapkan perpu {(sebanyak [0
buah), dan pada tahun vang sama 2 buah Perpu disabkan sebagai undang-undang
cian sehugh Jlagi dicabut. Barangkali keadsan darurat waktm itu  tidak
memungkinkan sebuah kaidah UUD dapat dijalankan memurut teks yang
tercantum didalsmanya, Tetapi dengan penpounzan lombapa Perpu ini, skan
terkurangi penyvelenggaraan pemerintaban dengan Deksit dan Maklumat, dan

sekaligus pembentukan peraturan

Mraf ind tidak mungkin dileksanokan karena DPR yang dimaksud s.d teoggal 16 Oklober 1945
belarn dibentuk. Tetapi setelal stetos KNIP (dilaksanekan BF KNP} divhsh menjadi baden yang
"~ melaksanakan kekuasaan legistaif (DPR) pembentukan Perpu telah dimungkinkan Dapat dibace
Bugir Manan & Kuntans Magnar, Beberapa Maosalah Hubum Tora Negora Indonesks, Bandung:
Ahurard, 1997y hal 183-184,
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perundang-undangan makin diarahkan pada bentuk-bentuk yang diatur dalam
UUD. 2!

Bagir Manan mencatat dalam praktiknya selama ini "hal ihwal
kegentingan yang memaksa" tidak sekadar diartikan sebagai adanya bahaya,
ancaman, atau berbagai kegentingan lain yang langsung berkenaan dengan negara
atau rakyat banyak. Dalam sgjarahnya ade Perpu yang ditetapkan untuk
menangguhkan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Penambahan Nilai*> dan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan?'? Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1983, UU ini
mulai berlaku pada tanggal I Juli 1984. Menjelang tanggal tersebut ternyata
belum siap schingga periu ditangguhkan.*® Demikian pula UU Lalu Lintas dan

angkutan, Menurut ketentuan Pasal 74 UU tersebut mulai berlaku pada tanggal 1

2 thid
%2 perpu yang dimaksud adalah Perpu tentang Penengguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984, Perpu No. 1 tahun 1984.

283 perpu tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1992 tentang
Lelu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpun Nomor 1 Tahun 1992.

24 Ada empat pertimbangan dikelvarkannya Perpu No. 1 tahun 1984.tersebut:

a. bshwa pelaksanaam Undang-undang Pajak Periambehan Nilai 1984 aleu Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang berdasarkan undang-undang tersebut mulei berlaku
pada tanggal 1 Juli 1924, akan mempunyai pengaruh yang luas terhadap kehidupan
perckonomian nasional;

b. bahwa peleksanaan undang-undang tersebut sanpat memerlukan kesiapan yang sebaik-
baiknya padz aparatur perpajakan dan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama
pengusaha yang terkena pajak tersebut

¢. bahwa upaya yang selama ini leleh dilakukan dalem rangkse mewujudkan kesiapan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas dinilai masih perlu di tingkatkan
lagi, sehingga karena itu dipandang perlu untuk menangpuhkan berlakunya Undang-
uirdang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tersebut;

d. bahwa karena keadasn yang sangat mendesak, terutama dilihat dad segi waktu, maka
penangguhan berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 perlu diatar
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”

Ditihat dari pertimbangannya, maka pertimbangan tersebut adalah murni pendapat oribadi
presiden. Perpu ini akhirnya disetujui olech DPR menjadi UU No. 8 tshun 1984 fentang
Penetapan Peraturan Pemerinteh Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahan 1984 tentang
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi -
Undang-Undang dan disahkan oleh Presiden Socharto pada 27 Oktlober 1984,
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September 1994, Namun, menjelang tanggal lersebut lemysta belum siap.
Keaduan "belum siap" menjadi desar membuat Perpu pensngguban, Jadi, suatu
"kegentingan yang memaksa” tidak semata-mata karena keadaan mendesak *'*
Amandemen terbadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
membawa  perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam perubshanaya, UUD NRI Tahun 1945
memberikan kelmasaan membentuk undang-undang kepada DPR.*'® Selain
memiliki kekvasasn/fungsi legisiasi tersebut DPR juga memiliki fungsi snpgaran,
dan fungsi pengawasan, Pembeniukan Perpu Nomor 1 Tabun 2007 dianggap

seakan-akan mencederai semangat dalam perubahan konstitusi tersebut.

B. Argumentasi Pemerintah dan DPR

Untuk menjawab pormasalshan yang coba dibahas dalam karya iimiah ini
maka ada baiknya penulis memaparkan tentang argumentasi yang diajukan oleh
pemerintah baik dalam keterangan yang ditandatangani oleh Menteri yang
bersangkutan maupun yang tertuang dalam konsideran Perpu Nomor 1 Tabun
2007, Arpumentasi pemerintsh penting untuk dipaparkan untuk mengetahni hal
yvang berkaitan dengan politik hukam dan penjelasan teniang hal ikhwal

kegentingan yang memaksa, Penulis juga menyamipaikan tangpapan fraksi-fraksi

¥ Bogir Manan, Lembaga Kepresidenan, Qp. cit., blm. 155

* Republik Indonesia, ULD Negara Republik Indonesia Takun 1945, Pasal 20 ayat 1

Betelah amandemen, selein DPR dikatakas memegang kekuasaan membentuk andang-undang joga
tordapat ketentusn dalam aysbayst selanjutnys yanz menyalaken babom “setiap mncangan
undang-undang dibebas bersama DPR den Presiden untuk memfapat persetdjusn bersama”
Sedaneken sebelum anmandemen & dalam UUD 1945 henya disetarikan babwa "iap-tisp undeng-
undang menghendaki perselujnan Dowan Perwakilan Rekyat™ don padda pasal selanjutnys diste
Bigs Hka sebush RUU yang oleh distejul olch DPR tdak disghian oleh Presiden, meka RUU
tersebid tidek boleh dimaiukan lagl dalam persidangan DPR masa it
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atas argumentasi vang dizjukan oleh pemerintah tersebut mavpun jugs terhadap
realitas pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR.
B.1. Argamentssi Pemerintah

Menurut ketetuan dalam Pasal 38 Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005,
setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden, menteri yang fugas danm tanggung
Jjawabnya meliputi materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut  kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang
mengenai Penetapan Peraturzn Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi
Undang-{}ndang.m Rancangan Undang-Undang fentang Penstapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang iersebut
kemudian akan disampatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dalam kaitannya
dengan Perpu Nomor 1 ishun 2007 maka menteri-menteri yang memiliki
keterkaitan depgan Perpu tersebut dan mewakili presiden adalsh Menteri
Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM#?

Dalam paparannya pemeriniab menegaskan upsysnya untuk mencapai
sasaran pertumbuban ekomomi dan fotal investasi, serta upaya vnuk menckan
angka kemiskinan dant pengangguran sampai dengan akhir 2009. Hal tersebut
menurut pemerintah  bukanlah merupakan sesuatu yang mudabh melainkan
diperfukan langkah-langkah yang langsung dapat meraih sasaran-sasaran tersebut.
Langkah tercbosan pemerintah fersebut diperfukan mengingst beberapa kondisi
sebagai berikut:2"”

2 pepublik Indonesis, Poraturan Presiden, opoit. Pasal 38,
D8 1id, pasal 23 dan 76,

2% Menterd Perdagangan, Menterd Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Keterangan Pemerintul
Alas RUU tertang Peretopan Perpu Nowwor 1 Tabun 2607, Jakarta 11 Seplember 2007,
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L.

Dikatakan oleh pemerimtah puls bahwa Indonesia pada tahun 2005
mengalami penvurunan peringkat daya tarik investasi pada urutao ke 131
dari 17§ negara pada tahun 2005 dan pada urutan ke 135 dari 175 negara
pada tahun 2006. Angka tersebut merupakan hasil laporan International
Finance Corporation (IFC) dan Bank Dumia vyang berjudul “Doing
Business 2007 yang melakukan survey terhadap 175 negara ™°

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia puda
tabun 2005 mencapai sekitar USS 8.9 Milyar dan pada tabun 2008 turun
meniadi USS 5,9 Milyar, Dibandingkan dengan arus investasi di oegam
ASEAN lainnya, pencapaian inevestasi Indonesia masih  jauh
fertinggal Sebagal contoh Thailand pada tahun 2006 menerima Foreign
Direct Invesment {(FDT) sckitar US$ 9 Milyar, atau Singapura pada tahun

2005 memperoleh FDI sekitar USS 192 Milyar. ™!

. Argumentasi akan kemendesakan yang menimbulkan hal  iklwal

kegentingan vang memaksa menurut pemerintah yakni pembenahan iklim
investasi scbagaimana  kasus yapg tegjadi di Batam dan Bintan,
Kemendeskan tersebut dapat dilibat dari nilai ekspor Batam dan Bintan,
dalam kurun waktue 1993-2001 yang nilai ekspomya ferus mengalami
kenatkan dard sekitar USE 1 Milyar menjadi hampir mencapai USS 7
Milyar, atay hampir 14 % dari total ekspor nasional. Namun, pada tahun
20022006 terjadi penurunan menjadi sekitar USE 5 Milyar, atau sekitar 3

persen dart total ekspor nasional 22

0 et

2 1hid,
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4.

Pemerintah mendalitkan bahwa sempat terjadi peningkatan ekspor dari
Batam pada tahun 19932001 diakibatkan oleh diberikannya kekhususan
di Batam dalam bentuk kawasan berikat {(bonded zone}  yang dalam
prakicknya (defacte) sudah berfungsi sebagai Free Trade Zone serta
kekhususan didalam hal diberikan pengelolaan atas tanah di Batam.
Sementara, perkembangan di Bintan tertama di dorong oleh pemeberian
Fasilitas PPN tidak dipungut dan penangguban Barang Mewah untuk
bahan bakw, peralatan, dan mesin produksi, Namun pada tabun 2002-2006
terjadi pemmunan kinega ckspor, antara lain karena pengaruh dicabutnya
fasilitas terschut diatas serta dirasakan belum adanya kepastian hukum &
bidang investasi di wilayah Batam maupun Bintan, Para investor seiak saat
it bingga sekarang senantiasa menanyekan payong hukum (berupa

undang-undang) vang pasti dan melindungi berbagai investast df kawasan

tersebut dengan berbagai incentive/kemudahan yang diberikannya pada

kawasan tersebut. ™

Dari awal pengembangan Batam Bintan, Karimun scbagai wilayah
ekonomi khusus disadari nilai strategis dikarenakan jaraknya yang sangat
dekat dari Singapura maupun Malaysia membedakannya dari wilayah lain,
Harapannya adalah wilayah Batam, Bintan dan Karimun akan menjadi
kawasan komplementaritas dari Singapura sebagal pusat regional untuk

perdagangan, finansial, konvensi dan sranshipment. ™

D roid
e thid,
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Selain 5 (lima) hal yang diajukan pemerintah dalam bentuk keterangan
menteri-menteri, argumentasi Penwerintah dalamn pembentukan Perpu Nomor |
Tahun 2007 juga dapat dilihat dari Konsideran Perpu itu sendiri, vaitn™*

a. bahwa globalizasi ekonomi yang menuntut dikuranginya
berbagai hambatan di bidang perdagangan selain
merapakan kondisi vang memberi pelvang untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi melalul peningkatan ekspor dan
investasi, juga meogakibatkan menurunnya daya saing
nastonal sehingga menimbulkan dampak yang sangat serius
terthadap perekonomian dan perdagangan npasional serta
raeningkataya angka peaganpguran dan kemiskinan;?

b. bahwa kebijakan nasgional pembentukan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan
Peraturan Pemerintzh Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2000 ientang Kawasan Pedagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi Uadang-
Undang berdesarkan Undang-Undang Nomor 3& Tahun
2000, yang merupakan salah satu bentuk kawasan ekonomi; ™

¢. hahwa penurndaan pembentukan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telsh menciptakan kondisi

dururat ckonomi dam hal ithwal kegentingan lainmva yang

%5 Republik Indonests, Peraiuran Pemerimtah Pengganti Undeng-Undang, Perpu tentany
Perubakan Alas Undeng-Undang Nomor 38 Takun 2000 Temtang Penetaparn Peratiran Pemeririah
Pengganil Undang-Undang Nomor | tahun 200 Tentang Koawasan Ferdagungon Bebas don
Pelabubon Bebay Menjadi Undang-Undang, Perpy Plomor 1 Tahun 2007, Konsideran Perpa.

28 mid
%7 thid.
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mendorong Pemerinish menempuh kebiiskan strategis uniuk
mengatasinya; =
B.2. Taaggapan DPR Atas Pembentnkan Perpu
Meskipun pada akhirnya Perpu Nomor I Tahun 2007 disetujui dan
ditetapkan sebagai Undang-Undang, namun untuk sampai disshkannya Perpu
tersebut tidaklah mudah. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, ada I Fraksi
dari 10 Fraksi yang mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yekni
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDI Perjuangan)®™
Sehagaimana yang sudah menjadi kebiassan (honvenss) di DPR, dalam setiap
Rancangan Undang-Undang maupun Perpu, maka setiap fraksi-fraksi di DPR
diberikan kesempatan memberikan pendapatnya  dalam  bentuk  Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM).”"
Secara substansi Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa hal, yakai:
18 Fraksi PDI perjuengan pienvatakan pendapatnya bahwa pengurabpan
hambatan perdagangan haros dalam suatu design membangun kedsulatan
ekonomi Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional dan

bukasn schagai tekanan gloalisasi. Demikien pula,

=2 Thid

*® Dalam periode DER 2004-2009 memang di banyak kesempatan Partai / Fraksi PDI Perjuangan
menyatakan dirinya sebagel partai opisisi, schingga dalam banyak kebijakan pemeriniah yang
sering dikritisi bahkan ditolak oleh Frakst tersebut.

Fraksi-frukst selain Fraksi PIY Perjuangan memang secara de facke tdak menolak
keberadaen Perpu Nomor § Tahun 2007, schingge mereke mengosangkan DIM yang wlsh
diberikan,

ze Sehagaimans yang sudah meniadi keblasann (fomeensi) & DPR, dalns setiap Rancangan
Undang-Undang maupun Perpu, muka sefiep fraksi-fraksi i DPR diberikan kesempatan
memberikan pendopainys dalam benbuk Daftar Inventadsest Masalsh (DIM). Dalem  Kepntuson
Dewan Perwakitan Rokyar Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertih Dewan Perwolkilon
Rakyat Republik Tulonesia, Mo, QRDFRRYII005-2006 memang DB tdak disshutkan secura
teges. Nomun sudah menisdl kebinsasn yeng berlke umum 4 DPR ketika mermdmbag sebuch
RUY, setiap frakst diberikan hak momberikar pendepatnys dalam bentuk DIM.
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menurunnya daya saing nasional yang menimbulkan dampak yang
sangat serius terhadap perckonomian tidak disebabkan oleh gloalisasi,
namun sebagai akibat kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Logika
konsideran ini merupakan cerminan "politik kambing hitam" yang
menyalahkan globalisasi. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa
dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang balk yang antara lain
meliputi kejelasan tujuan; kelt.ambagaan; kesesuaian antara jenis dan
materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan  kehasilgunaan.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan hal yang disarnpaikan oleh pemerintah
dalam konsideran Perpu Nomor 1 Tahun 2007 hanyalah rasionalisasi
sempit dan logika linear sehingga meningkatnya angka Kemiskinan dan
pengangguran febih disebabkan oleh globalisasi ekonomi. Dalam  suatu
konsideran yang tidak memberikan landasan filosofis dan arah terhadap
pembangunan perekonomian Indonesia, maka menjadi relevan
untukditanyakan substansi dari batang tubuh undang-undang tersebut.
Inilah bukti ketidakkonsistenan Pemerintah terhadap asas pembentukan
peraturan  perundang-undangan. Sikap ini dikhawatirkan hanya
memfungsikan konsideran sebagai pembenar Perpu dan contoh
pragmatisme pembuatan peraturan perundang-undangan.

Terhadap konsideran tersebut Fraksi PDI Perjuangan manyatkan sebagai
berikut: Fraksi PDI Peguangan mengingatkan bahwa Presiden terikat
pada Sumpah Presiden untuk "memegang teguh undang-undang dasar dan

menjalankan sepala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
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lurusnya”. Demikian pula anggota DPR terikat pada Sumpah Anggota
DPR untek "memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD NRI
tahun 1945 serta peraturan perundang undangan”. Hubungan kausalitas
dalam substansi konsideran yang kedua di atas tegas-tegas mengatakan
bahwa "kawasan tersebut belum dapat diwujudkan karena dibentuk
dengan undang-undang”. Konsideran (b) ini adalah bukti formal, ketidak
sungguhan Presiden untuk menjalankan undang-undang dengan sclurus-
lurusnya. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kembali bahwa sejak
ditandatanganinya MOU antara Pemerintah Singapura dengan Pemerintah
Indonesta, telah ~ lebih dari 5 (lima) kali mengingatkan urgensi
pembentukan kawasan ekonomi khusus di Batam. Fraksi PDI
Perjuangan sangat memahami posisi strategis Batam, Bintan dan Karium,
dan memahami akar persoalan di BBK. Namun mencari-cari pembenaran
Perpu  dalam konsideran undang-undang adalah pemaksaan
konstitusional. Apabila RUU ini diterima menjadi undang-undang, maka
pelanggaran sumpah Presiden dilegalkan dan menimbulkan masalah
konstitusional dan konflik antar lembaga negara.

Fraksi PDI Perjuangan menolak perumusan "penundaan pembentukan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuban bebas telah menciptakan
kondisi darurat ekonomi”. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia:
Penundaan berarti hal perbuatan menunda. Dengan demikian ada
pelaku/subyek yang bertanggung jawab atas penundaan pembentukan
kawasan tersebut. Lebih-lebih penundaan tersebut telah memberikan

dampak yang luar biasa berupa "darurat ekonomi". Harus diselidiki pihak
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mana yang sengaja atau tidak sengaja melakukan penundaan. Fraksi PDI
Perjuangan tidak bisa menerima penjelasan Pemerintah bahwa
“penundaan” dikaitkan dengan fakta sampai saat ini rencana untuk
menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas belum terlaksana.
Dengan tertundanya penetapan ini akan berdampak pada hilangnya
momentum atau kesempatan ekonomi yang seharusnya dapat diraih di
daerah tersebut. "tertunda”™ mengandung pengertiaﬁ terhenti, ditangguhkan
karena suatu sebab, dan ini berbeda substansinya dengan penundaan yang
menjadi awal konsideran huruf (c). Apabila Perpu ini diterima, maka
melegalkan pelaku penundaan yang mengakibatkan kondisi Darurat
Ekonomi justru dibenarkan dan dijadikan latar belakang perubahan
undang-undang. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa pembatalan
pengesahan RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam pada Pemerintahan Megawati dilakukan bukan
sebagai bentuk penolakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, namun sebagai bentuk konsekuensi atas Kyoto Convention
dan ketentuan umum di negara-negara lain, dimana Free Trade
Zone (FTZ) terpisah dari pemukiman penduduk. Pembatalan itu terjadi
pada tahun 2004, sehingga sebenamya tersedia waktu selama 3 (tiga)
tahun bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono untuk mengambil
kebijakan yang tepat terhadap Batem, Bintan dan Karimun. Selain itu juga
tersedia waktu selama lebih dari 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya
MOU antara Pemerintah Singapura dengan Pemerintah Republik

Indonesia tentang Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Suatu MOU
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antar pemerintahan negara seharusnya disiapkan secara matang, karena di
dalamnya menyangkut kepentingan nasional yang bersifat sangat
strategis. Karena itulah-keluamya Perpu No 1 tersebut membuktikan tidak
adanya konsepsi kebijakan dan tidak adanya perencanaan dan tidak ada
konsistensi kebijakan lebih-lebih dengan "desakan yang berulang kali
disampaikan oleh Komisi VI dan Pansus RUU Cukai dan kepabenanan”.
Fakta-fakta inilah yang bagi Fraksi PDI Perjuangan sebagai bentuk
penundaan.
Apabila konsideran huruf a, b dan ¢ dianggap sebagai suatu thesa, maka
antitesa yang diambili Pemerintah untuk segera mewujudkan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas seharusnya adalah Perpu yang
langsung membentuk dan bebas perdagangan kawasan pelabuhan bebas
Batam, Bintan dan Karimun. Hal yang sama pernah terjadi dengan
dikeluarkannya Perpu no 2 tahun 2000 yang secara lekas dan fepat
membentuk Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuban Bebas Sabang.
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa mengaitkan kondisi darurat
ekonomi dengan solusi melakukan amandemen UU Nomor 36 tahun 2000
tidaklah tepat. Dengan amandemen tersebut, maka terjadi konflik
kelembagaan dalam fungsi legislasi antara Pemerintah dan DPR,
dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Bahwa Perpu No. 1/2007 yang hanya mengubah kata "Undang-
undang" menjadi "peraturan Pemerintah" terhadap Pasal 2, 3 dan
Pasal 4 UU no 36/2000 merupakan bentuk pengambilalihan sepihak

terhadap kewenangan DPR oleh Presidern terhadap pembentukan,
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pengtapan batas-batas kawasan dan kegiatan perdagangan
bebas  dan pelabuban bebas yang semula ditciapkan dengan
undang-undang menjadi’ peratursn pemerintzh.

Bahwa implikasi atas  pengambilalihan kewenangan secara sepihak
berdampak Pada perientangan antara lembaga negara dan telab
- masuk pada persoalan etika hubungan antar lembaga negara.

Ditinjay dari segi substansi melalui pondekatan  peraturan
perundang-undangan, maka PP no 46, 47 dan 48 tahun 2007 untek
kawasan BBE bertentangan dengan UU no 53 iahun 1999.0U. No
53 tersebut merupskan lex specinlis stus UU No 22 tehun 1999
tentang Pemerinizban Daerah  dimans didalamoya  ditetapkan
termitorial pemerintahan gionom Kota Batam berikut kewenangan
wajib Pemerintahan Otonem tersebut yang terdiri atas pekerjaan
umurn, kKeschatan, pendidikandan kebudayaan, pertanian,
perhubungas, industi  dam  pexdagangan,  pensnaman
modal lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan twenaga kerda
Kewenangan wajib dan ferritorial Kota Batam vang ditetapkan
berdasarkan UU no $3/1999 tersebut tidak dapat diambil Adikalabkan
oleh Peraturan pemerictah No 46 tabhun 2007 teniang Kawasan

Perdagangan bebas daa Pelabuhan bebas Batam,
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C. Catatan Kinerja Legisiasi DPR

Meskipun agak terkesan memiliki sudut pandang yang berbeda tentang
penggunaan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa, namun penulis mencoba
menampilkan sisi lain dari relitas pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR. Menurut
penulis hal ini sangat penting mengingat salah satu unsur dari hal ikhwal
kegentingan yang memaksa adalah keterbatasan waktu.,

Sekalipun memiliki kekuasan dan segenap fungsi sebagaimana tercantum
dalam konstitusi, pelaksanaan atas fungsi DPR dirasa masih tidak optimal. Hal
tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR.*!
Dalam laporannya, diidentifikasi bahwa permasalahan yang menghambat kinerja
dewan dapat dilihat dari pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR, yaitu:

a. Fungsi legislasi: kualitas wundang-undang (UU) yang rendah,
kuantitas/jumlah UU yang dihasilkan tidak memenuhi target Prolegnas,
mapun proses pembahasan yang tidak transparan. 2

b. Fungsi pengawasan: keberadaan rapat-rapat yang tidak efektif,
penyerapan aspirasi masyarakat kurang efektif dan tidak ditindaklanjuti,
serta tugas dan fungsi check and balances tidak optimal dijalankan.™®

c. Fungsi anggaran: anggaran tidak menjawab kebutuhan masyarakat, tindak

lanjut hasil pemeriksaan BPK kurang efektif 2*

BTim Kajian Peningkatan Kinerja DPR, adaleh tim yang terdiri dari anggota Fraksi-Fraksi di
DPR. yang bertugas untuk melakukan kajian untuk memperbaiki dan meningkatkatkan citra DPR
RL

B2Tim Kejian Peningkaisn Kinerja DPR, Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR, 2005) halaman viii

23 Ibid, halaman xii
24 Tbid, halaman xv
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Penggunaan instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 untuk mengalihkan kewenangan -penentuan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dar yang sebelumnya oleh
DPR melalui Undang-Undang menjadi cukup dengan Peraturan Pemerintah, harus
dikaji dari banyak aspek. Salah satu yang penting untuk dijadikan bahasan adalah
betapa lambannya peran DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan
legislasi dalam melaksanakan fungsinya.

Akibat tidak adanya kejelasan politik perundang-undangan, pembahasan
tiap RUU cenderunpg kering, bertele-tele, bahkan terjebak debat kusir tentang
bunyi pasal dan ayat. Jarang terjadi perdebatan substansi karena disinyalir
sebagian besar RUU yang dibahas tidak memiliki naskah akademik memadai.
Tidak heran jika UU hasil DPR hampir selalu berpotensi tambal-sulam.
Penpaturan hukum simpang-siur, tumpang-tindih, bahkan bertentangan dengan
UU yang masih berlaku. Padahal, naskah akademik sebagai kerangka pikir yang
mendasari penyusunan RUU mutlak diperlukan, tidak hanya sebagai acuan bagi
materi pasal dan ayat, tetapi juga dalam rangka menghindari pengaturan yang
tambal-sulam. Karena itu, menjadi penting mereformasi pola dan sistem kerja
DPR. Diakui atau tidak, dewasa ini mekanisme kerja DPR masih mewarisi pola
era Orde Baru. Meski secara formal DPR bekerja melalui komisi, badan, dan
panitia, kenyataannya semua alat kelengkapan Dewan masih dalam kendali dan
subordinasi fraksi-fraksi. Padahal, peran fraksi-yang notabene bukan alat

kelengkapan DPR-mestinya hanya sebatas koordinasi dan fasilitasi. Ironisnya,
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para politisi DPR justrn "menikmati” kondist kehilangan kedsulstan ini dalam
rangka menghindari tanggung sebagai wakil rakyat. >

Sebagai catatan, pada tahun 2665 DPR hanya dapat merampungkan 14
undang-undang, fahun 2006 sebanyak 49 undang-undang dan tahun 2007
sebanyak 40 undang-undang. Sementara ity, dari total target 284 Undang-Undang
yang harus diselesaikan DPR sebagai pricritas dalam Program Legislasi Nasioanal
(Prolegnas) 20042009, hingga saat ini baru 155 UU yang berhasil disclesaikan
oleh DPR.Z

Diakui atau fidak, DPR dewasa ini terjebak rutinitas politik tanpa kerangka
kerja yang jelas. Padahal, titik tekan fungsi legislasi sesuai hasil amandemen UUD
1945 ada 4i tangan DPR. Sebagai konsekuensi logis perubahan konstitusi, DPR
haros memiliki semacam "politik perundang-undangan”. Artinya, DPR sebagsi
lembaga lepislatif harus menyustn cefak biru peruadang-undangan yang menjadi
acuan pelaksanaan fungsi legislasi yang diembannya. Desain besar itu tak hanya
mencakup rencana kerja legislasi DPR selama fima tahun, tetapi juga target yaoy
hendak dicapai sehmgga secarz intemal DPR bisa mengevaluasi kinerja mereka

setiap tabun. Melalai cetek birg yang sama DPR dapat menentokan RUU vang

% gyamsudin Harls, Politik Perumdang-undangan DFR, Mip.dwww, kompascomZompeas-

ctal068 2/ 37 faninif2462,

5 Data torsehut disampaikan Disektyr Pasat Studi Hukom dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ara
Suyudi datam diskest daa peluncuran buke “Mengals Hurapen di Uping Pengabdian®, di Jakarta,
pads hari Selasa 10 Februsd 2009 Dengan kumpulan catalan Bu, Ards memperianyaken Knerja
DPR delam pembunten 1T yang dilakuken spakals melaloi cara yang bertangpung jawab secarm
sosial aiay tHdak. Sebab, ketanys, produk lopisiss! yeng memilikl kebertanggungjawaban seoars
sosial adalah peraturan yang mampy bekerja dan berdayn puna untik masyaraks! yang distirnya,
“Urntuk jke, persturan itu harus mampy meogatast masalah soginl yang ada & masyarakat, buken
sekadar mendisiplinkan atap menguntungken kelcmpe& zmwm, mdasnyz. Bisa dilihat ditaca
Catatan Kinerfa Legislasi fftp/anwe.rifickan oo 2 g fted,. Setelah
Febraari 2009 memang masih ada beberapa undang\»unéaag yang zelah disahkm oleh DPR, namun
karena konteks penubizen ini pada Perpy Nomer 1 ahun 2007 sehingga pensunbaban RUU yang
telah disshkan menjadi undang-undang hinges tesis inf selessimaka penulis mengangeap data
tersebist tidak mempengarohi sccara signifikan pada talisan ini.
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menjadi prioritas, yang bisa ditunda, dan jika perlu cukup diintegrasikan ke UU
yang telah ada, ™’

Urgensi politik perundang-undangan DPR bukan saja dalam upaya
menghindari munculnys produk legislasi yang bersifat tambal sulam, tetapi jugs
dalam rangka reformasi institusional vang lebih terarab, koheren, konsisien, dan
konsepsional. Dengan politik perundang-undangan yang jelas, maka sinyalemen
publik bahwa DPR hanya mermprioritaskan pemnbahasan RUU yang "basah” dapat
dihindari. Selain itu, dengan politik perundang-undangan yang dimiliki, DPR
tidak berlaku sekadar "pabrik U" seperti tampak dewasa ini. =

Betapa tidak, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)y DPR 2006
terdafine 43 rancangan undang-undang (RUU} vang barus diselesaikan. Padabal,
masih tersisa 34 RUU yang beluin diselesaikan DPR pada 2005 lalu sehingga tofal
beban DPR tahun ini 77 buah UU. Ini belum termasuk RUU "dadakan” yang
betum diagendakan Badan Legislasi DPR. tctapi harus selesai dengan target waktu
tertentu, sepertt RUU Pemerintahan Aceh dan 18 buzh RUU pemekaran wiiayah
yang Hdak tertangani DPR periode 1999.2004.

Mungkinkah DPR menghasilkan produk legislasi berkualitas dan cepat
jika Dewan memaksa diri memproduksi sebanyak mungkin UU vang akhimya
berpeluang tambal-sulam, akibat {idak sdanya politik pemndang-undangan yang
jelas, Sejauh mana RUULRUL ini diperlukan bangsa kita yang masih dibelenggn

kemiskinan, koropsi, pengangguran, dllL

* Svumsudin Harls, Politik Perudarng-undangan DFR, loc.cil,

28 tnid.
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D. Peran Negara Dalam Pasar

Fungsi utama dart pasar adalah unfuk mengatur harge dalam mengakomadasi
fluktuasi dari penawaran dan permintaan. Pasar disebut sebagat efisien apabila harga
dari bamng atau jasa menarik permintaan scbanyak apa yang bisa ditawarkan.
Keseimbangan tersebut meniadi kunci dafam efisiensi. Dan mekanisme yang berjalan
secara spontan ini dipercaya jauh lebih efisien daripada jika melibatkan orang-
corang yang memengarubi penentuan harga. Perdebatan dalamn melihat fungsi
nepara dan fungsi pasar antam para pendukungnya dipahami dalam konteks studi
ekonomi politik. Konfestasi ide dalam ekonomi politik mewakili tradist yang
berbeda-beda. Darl kalangan realis, Robert Giipin dalam pembabasannya mengenai
studi ekonomi-politik menegaskan balwva mekanisme ekonomi politik beranpkat dark
asumsi babiwa ekonomi politik merupakan bentuk interaksi antara pegara dan pasar,
Keduanya tidsk dibaca dengan pendekatan mumi flmu politik, #idak pula dengan
pendekatan murni #mu ekonomi Dengan kata fain, konteks ckonomi politik
membicarakan mengenai bagaimana mekanisme harga dalam pasar memengaruhi
omtcome dari aktivites ckopomi dengan bagaimana negara skan mengalokasikan
sumber-sumber skonomi tersebut ™

Sedang Mohtar Mas'oed (2001} menegaskan bahwa dalamn disiplin il
hbungan internasional, ekonomi politk internasional, uwtamanya, merupskan
jembatan bagi dus bidang studi lsin yailm politik intemasional dan ekonomi

internasional 2*° Karena dalam dunia medem terdapat persinggungan yang intens

% Robert Gilpin, Glebal Poitical Economy: Understanding the International Economic
der, Princeton: Prioceion University Press, 2001.

% Mohtar Mas'oed,. Exoncoi-Politik Interaasional dan Pembangunan, ¥ogyekarta : Pustake
Pelaine, 2001
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antara negara dan pasar sebagal institusi poliik dam ekonomi, maka pertanyaan-
pertanyaan yang muncul adalah menpenal bagaimana negara dan proses-proses
politik berdampak terhadap distribusi kesejahteraan? Lebih khususoys, bagaimana

san politik memengaruhi alokasi keuntungan dan kerugian dari
aktivitas ekonomi? Namun kebalikaonya ekonomi polifik juga mencoba untok
menjawab pertanyasn mengenai pengaruh kekuatan pasar dan penguasaan ekonomi
di antars negara-negara dan aktor-aktor politik? Pertanryaan ini teohnya mergjuk
kepada bagaimana kekuatan polik ikut membangun Aierarchy of states dan
disparitas politik. Oleh karenanya, antara negara dan pasar tidak ada yang dianggap
lebih penting, keduanya membentuk pola relasi vang eyclical. ©*

Meourut Gllpin, sefideknya ada figa isu ustarna yang berkaitan dengan
permasalahen  ekonomi-politik. Perigma, mengenai  interdependensi  pasar.
Akankah mekanisme interdependenst pasar ini memunculkan harmoni? Dan apakah
dibutubkan kekuatan hegemonik untuk mengaturnya??* Para feorstisi saling
bersilang pendapat dalam masalah ini. Ekonom Fberal percaya bahwa international
division of lebor dalam mekanisme pasar justro memberikan keuntungan dan kondist
yang harmonis antarnegara. Mereka juga mempercayai interdependensi yang terjadi
dalam sistem yang sifstnya anarchical sehingga kerja sama dan kompetisi terjadi,
Kesemuanya int mengarabkan kehidupan manusia meajadi lebih sejehiers, Sedangkan
mereka vang menpgunakan perspektif kin (fermasuk juga di antaranya adalah para
pengusung sosfalisme dan marxisow) akan melihat struktur passr dunia yang

sesungguhnys merapakan konstruksi kapitalisme yang cenderung imperialistis dan

M 1hid hal.5
2 Gilpin. Op. Cit, Wen 12
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hegemonik. Mereka percaya bahwa peran negara masih dianggap schagai jalan
terbaik untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme pasar.

Kedua, tentang hubungan antara transformasi ekonomi dengan transformasi
politik. Apakah perubahan-perobaban dalarn struktur ekonomi akan memengaruhi
iklim politik?* Dalam fenomena selepas krisis finansial Asia yang melanda
pada 1997, faldor-fakior seperti krisis ckonomi, kegagalan pemerinizh dalam
memperbaiki  kondisi  perckonomian, sendalinya tingkat kescjahteraan  kelas
menengah, adalah pemicn munculoya perdebatan antars gagasan yang masih
percaya terhadap keampuhan pasar melawan para pendukung gagasan yang menocoba
membuktikan bahwa mekanime paser 1elh gapal dan menjadi penyebab nlama dan
krisis finansial Asia 1957

Keiiga, su-isu yang berkaitan dengan dampak ehonomi pasar donia
terhadap  ekonomi  domestik.  Oleh  karenanya perdebatan  berkisar  seputar
pertanyaan-pertanysan apaksh dampakuya lerhedap negara-negara yang scdang
berkerabang?** Tradisi liberal melihat bahwa aliran perdagangan interasional
bertindak  sebagal engine of growrh bagi perekonomian dan  memajukan
perckonomian negara berkembang, Sedangkan mereka vang berada dafam kubu kird
percaya bahwa faktor ekstemal ind Justns hanyz akan meneguhkan fatanan sosial yang
komservafif dan eksploitatif. Beberapa kalangan ki yang berpandangan nasionalis
Jjuga meyakini babwa perdagangan intemasional dengan mekanisme rezim pasar
hanya akan merugikan negara-negars yang kurang berkembang. Menurt pan-
dangan meveka, apa yang terjadi justro eksploitasi oleh negera muju dan perusshaan-
perusabuan multieasional.

B rid, him. 13. =

™ hid hal.l4
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D.1. Marginalisasi Peran Negara

Karakteristik cdarl negare-bangsa adalah batas-batas kekuasaan teritorial.
Dalam batas wilayah kedaulatan itulah, negara adalah otoritas tertinggi. Dengan
landasan filosofis pendiriannyz, negara tidak hanya dalam aspek keamanan negara
memiliki peran yang ekstensif, Hal ini dapat kita lihat dalam periode-pericde mula
musculnya negara-negara bangsa. Sebuzh pegara bangsa biasanya memiliki administrasi
pz;biik yang sama di dalam wilayah teritorial. Dalam praktiknya selama beberapa
abad ini, negara-bangsa juga memilili fimpsi kontrol afas ekoaomi. Dikatakan bahwa
negara jugs menerapkan kehijakan ekonomi tertentu di dalam teritorial kekuasannya.
Megara memiliki gparat-apamt moneter, kepabeanan dan fiskal. Kesatusn negara i
dalem batas feritorial ini dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab negara atas
kesgishtornan masyarakataya.

intlah perbedann yang ditemukan dalam perdebatan antara negara dan pasar.
Pasar memporcayal mekanisme alamish dalam mencapai kesejahleman, fetepi
beberapa perancang negars parcaye bahwa tanggungjawab negara untuk mencapas ko-
makmuran adalah legitimasi intervenst atas tindakan intervensi. Kita bisa melihat
balrwa selama ind negara teleh menerapkan fungsi tersebut dalam kehidupan manusia
sebelum fungsi itu diperdebatkan kembali saat ini.

Mula dari perdebatan ini menyangkut peran negara dalam pembangunan
gkonomi. Dikatakan bshwa seink kemenangan kaum neoliberal atau yang sering
dischut sebagal kelompok kanan baru pada era 1970-an, ckonomi dunia bergerak

ke arah liberalisasi dan perdagangan bebas.”** Cirl utama dalam kebijakan ekonomi

at

5 Budi Winnme. Globalturd Wijud Imperiadisme Baru, Peren Negara dalam Pembangunan,
Yopyakaria: Tajidu Press, 2004,
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adalah dibedakukannva Bberalisasi, deregulasi, dan privatisasi (Privono, 2003).
Tiga hal tersebut juga mencirikan fenomena globalizsasi yang membuka kren
kucuran gagasan-gagasan yang mendukung peran dominan pasar.

Diuraikan oleh Nanang Pamuji dan Ucun Martanto (2006) bahwa neoliberal
sebagal paham berawal dari konferensi di Mont Pelerin, Swiss pada 1947, Konfersasi
ini menghasilkcan kelompok the Moat Pelerin Society (MPS) yang dengan gencar
mMiwmmmmmmngm'
Friederich August von Hawek dan Milion Friedman. Fricdman mengajnkan gagasen
bahwa intervenst negars sepertd memberiken subsidi, upaya stabilisasi, dan suntikan
investast dari negars hanys akan membanglautkan negars itu sendiri. Sedang Havek
mengajukan gagasan bahwa keunggulan kapitalisme pasar bebas bermula dard
fnteraksi vang berialan secara alamizh. Mekenismenya adalah dengan membiarkan
" individu-individu dalam masyarakat memberikan respon secara individual terhadap
harga pasar yang lerbentuk secara bebas. Alokasi modal yang muncuol, kemudian
inovasi dan kreativitas manusia dengan sendirinya akan terbentuk. Ketersediaan te-
naga ketja dan berlangsungnya roda ekonomi yang tercipta dengan mekanisme yang
seperti im dikatakannya fidak mungkin ditire oleh perencanaan negara. Kualitas
keteraturan ¢konomi yaog dihasitkan oleh pasar adalah lebil baik daripada peren-
canaan sentralistik mapa pun. Sedanpkan basis bepi keforatwr an ckonomi ifn
bukanials berasal dari intervensi negara. Hayek lebih mempercayal peran penting

individu ¥

5 Mengenai individuslisme ini, Hayek membedakannya menjadi frue individuction yang

~ bordaser pada pemsheaman Adam Smith, dan bukan individusiisme yang teloh dikembangkan
“cleh prra pemikir koptinentsl. Liket Friedrich A, Hayek, 7949 fndividualise: and Economiz
Order; Lonsdon: Routledge & Kepan Poul B4d
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Berdasar pada pemahaman yang diberikan oleh Adam Smith, neolibevalisme
percaya kepads the Dvisible Hord sebagal kekuatan pasar, Dengan semboyan
*Laiszex-juire, Loissez-passer”, Smith {1776) percaya balwa dalam mekanisme
pasar ketika setisp individu mengejar keuntungan pribadi, akan berekibat pada
rasyarakat yang mendapatkan keuntungan pula®®’ Awalnya memang setiap
individe zkan mengejar kepentingan pribadi namun individu-individu tersebut
tentis memilib kebalkan bagi kemakmurannya. Sementars kegiatan untuk Remak-
rouan itulah yang berguna bagi masyarakast Jusim oforitss pemerintahlsh yang
membebani dii sendini dengan perhatian vang tidak perdu. Bukan hanya itg,
pemerintah juga mengambil alih wewenang yang bukan mililmya.m

Gangasan necliberal menuai kemenangaonya pada dekade 1980-an pada masa
kepemimpinan Romald Reagan di Amerlka Serikat dam Margareth Thatcher di
Inggris. Kebijakan dua negare besar tersebut mepunjukkan gerakan besar dukungen
terhadap superioritas peran pasar. Inti darf skema ckonomi yang diperkenalkan oleh
IMF, World Bank dan WTO berkesvaian dengan Konsensus Washington yang
memberikan resep bagi negara untuk melaknkan langkah-langkah berikut:

1. Piisiplin Fiskal dan pengekangan defisit anggaran;

2}. Penguranpss belania publik Khusustya militer dan adminisirasi publik;

adam Smith, 1964, The Wealth of Naion, New York: Dutten, hlm. 398 berkomentar,
"Setiap Iindividu selalu berusahs mencari pelesng untuk memanfaatkan sctisp kapital yang
dikendalikannyas untuk memperoleh  keuntungen  schanyak-banyaknys, Tentw snja  yang
dipikirkanya adalah keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan keuntungan bagi masyerakat.
Tetapi ketika mengejar keuntungsn pribadi ity, dengan sendirinya, atau lebih tepat, mau
tidsk mau, is akas memiiih bidangbidang kegiafan yang paling menguntungiosn bagl
masyarakutaye” Dalam Mohtar Mutoed, 1998, Lideralisme dalam  Ekonomi  Politik
Internasionsl.

% Smith, "Fejabat pemerintah, yang berusaha mengotur cara wargs masyarakat
menanankan ngdat mereka agar sesual dengas kehendak pemerintah, bukon horypa akan
membebani diri sendiri dengan perhation yang tidak perlu, fetapi juga akan mengambil adik
wawenang yang seharusnya {diniliti oleh rakyai)...” Dalam Jhid.
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3). Reformasi pajak dengan memberi kelonggaran kepada penpusaba untuk
kemudahan membayar pajak;

4}, Liberalisasi finansial berupa kebijakan bunga bank cleh mekanisme pasar;

5}, Usaha untuk membuat nilai tukar vang yang kompetitif;

6). Liberalisasi bambatan-hambatan perdagangan;

73, Menggiatkan Foreign Direct bvestment (FDI};

8). Privatisasi atas perusahaan- perusahaan negara (BUMN);

9. Derepuissi peratiran schinges lebih terbuka dengan pasar; dan

10}, Perlindungan terhadap bak kekayaan intelekiual (Fngellectual Property
Rights).

Dalam perkembangannya, gemkan ini felah mempromosikan tegadinya
proses marginadisasi peran negam bangsa dalam pembangunan, Usaha-usaha yang
dilakukan oleh pendukung gagasan neoliberal mendorong perubahian pandangan da-
lam pembangunan, vakni dani state-led development menjadi maket-driven
development. Perubahan paradigma ini mempunyai mnplikasi pada semakin
berkurangnya peran negara dalam pembangunan ekonomi. Pern inl kernudian
digantikan oleh pasar.

D2, Hubungan Hukum Nasional dengan Hukem Intersasionat

Laohiruys Perpu Nomor | Tahun 2001, tidak bisa dilepaskan dari tarik
menarik antara konsepsi globalisast dalam konicks infernasional dengan hukum
pasional kits. Hans Kelsen menyalakan bahwa secars keseluruhaan, hukum

internasional saat ini mewajibkan dan memberi hak kepada para individu secara

tidak langsung, melalui media tatanan hukum nasional. Norma-norma hukum

internasional sebagian besar berupa norma-norma yang tidsk sempurna; nonma-
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norma ind perlu disempumakan oleh hukuma nasional. Tatapan hukum internasional
mensyaratkan keberadaan tatanan bukum nasional tanpa tatanan hokum pasional,
tatanan hukum internasional akan menjadi sata bagian yang lumpuh dari suato
tatanan hukum, Oleh sehab #u, suato rojukan kepada hukum nasional medekat di dalam
makna dari norma-noras hukom intermasional. Dalam pengertian o, tatanan hukum
internasional “mendelegasikan” tatanen hukum nasional untuk menyvempurnakan
norma-normanya sendiri.?*

Jadi tatanan hukum intemasional menurut Hans Kelsen adalah bagian dari
sualu tatanan hokom universal yang meliputi juga seluruh tatanan hukum nasional.
Analisis tersebut selanjuinya membawa kepada kesimpulan bahwa tatanan hukwm
internasional menentukan bidang validitas teritorial, personal, dan temporal dari
tatanan-tatanan hukum nagional, dengan demikian memungkinkan koeksistensi
dari aneks regam nepara. Padas skhimya kita melibat bohwa fofanan hokum
internssional membatasi bidang validitas maledal dari tafacan-tatanan hukum
nasional dengan jalan menundukkannya kepada suatu persturan ferientu yang
menjadi masalahnys sendit yang kalau tidak, bisa ielah disfur secars
sembarangsn oleh negara®™

Hukum internasional dan hukum aasional, menurut pandangannya, adalah
dua tatanan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri yang mengatue masalah-
masalah yang sangat berbeda dan memiliki sumber-sumber yang sangat berbeda

pula® Hukum internasional dan hukum nasional bukanlah sistem norma yang

% ttans Kebwen, General Theory of Lovw and State, (New York: Russel and Rossel, 1971
diteriemahkan oleh Ralsul Mutiagien, Teord Umum Tentany Hukam dan Negara {Bandung:
Nusamediz & Nusnsa, 2606) hal, 452,

B i hal 312
2 fhid.
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terpisah dan berdiri sendiri-sendiri jika norma-porma dari keduanys hams disnggap
berlaku untuk mg&a%mgmmiogisﬁdakm&ﬁgﬁnm
menerima bahwa nomma-nomma yang berlaku secars bersamaan milik sistem-sistern
yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri.

Kaum pluralis tidak menyangkal bahwa norma-norma hukum internasional
dan huokum nasional adalah berlaku secara bersamaan. Scbaliknya, denpan
mengskui keduanya berlakn secars bersamaan, mereka menepaskan bahwa
tordapat suatn hubungan di antars keduanya, yaite, bubungan kebebasan timbal
balik; vang berarti bahwa fidak terdapat hubungan di antarg kedua sistem norma

yang berlaku tersebut. >

K. Aualisis Perpa Nomer 1 Tahun 2007
Dari Argumentasi yang diaiukan oleh pemerintah maupun tanggapan yang

disampaikan oleh DPR dimana hanva satu Fraksi yvang menyatakan keberatan
vakni Fraksi PDI Perjuangan, maka setidaknya ada tiga unsur vkuran yang bisa
dipakai dalam menentukan apaksb memang asumsi bal ikhwal kegentingan yang
memaksa sebagaimana yang didalilkan oleh Presiden, yaitu: >

1. Unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat);

2. Unsur kebutuhan vang mengharuskan freasonable recesstivi; dan

3. Unsur keterbatasan waktu dimited tinme} yang tersedia,

% thid. bol 513

#? 1imly Asshiddigie, Hukukan Teta Negara Dawata , ap.ci bal. 207,
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Jika kita gambarkan pembangunan hukum merupakan pekerjasn vang
sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa®™ Hadimya
undang-undang sebagai hukum terduliy melalui perondang-undangan dan dalam
proses peradilan scbagai yurispmdensi (Judge made Jaw) juga telah lamsz dikenal
dalam dusiz hukum, demikisn pula haloya dengen bagian darl hukum Indonesia
yang saat ini semakin penting dan berpengarch, yaitu bukum ekonomi Indonesia
yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional jugs isternssional.
Relevansi hokum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam
dunia tanpa bafas atan globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, fepatnya setelah
meratifikasi persehyjuan internasional di bidang perdapangan dalam suam
organisasi internasional yang dikenal dengan World Trade Organization {(WTO),
karena dengan demikian Indonesia harus mematubi segala ketentuan yang berlako
bagi semua negara anggota WO dengan segala konsekuensinya.

Realita ini mensmpatkan Indonzsia untuk benzr-benar dan bersangguh-
sungguh “mengikuti dan mengembangkan” hukum ckonomi internasional,
terutama dalam pelaksanaunnya atau penegakkan hukumnya, dimana semua
penegak hukum dan pelaku hokum dalam lintas bisnis nastonal dan internasional.
Hal ini berarti kekeliruan dalam pengelolaannya akan berakibat dirugikannya
Indonesia dalam perdagangan internasiopal afan perdagangan bebas, babkan
dampaknya tidak hanya menyangkut para pihak dalam perjanjian bisnis

internasional, melainkan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan, 2

** Soetundyo Wignjosochroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dingike Masalahnyn, diedit
aleh Hihal Kasim, dki. (Jakarta: Eisam dan HUMA, 2002), haf 363.

B5 Syarlp Hidayat, Pemgaruh Clobalisast Ekonomi Dan Hukun Ekonomi Internusionol Daolam
Pembongunan Hidem Ekonomi Di Indonesio, hip/iwww fegelites.orgfPq=content/penganhy
giobalisasi-ekonomi-dar-Yukum-ckonomi-internasionsl-dalam-pembangnan- hukum-ckonomi
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Menjawab dan mengantisipasi dampak perdagangan internasional abad
. XXI, tidak ada jalan lain kecuali harus menempatkan “Manajemen Penegakkan
Hukurn Bisnis lnternasional™ sebagai misi sirategis dalam mewuiudkan ketahanan
ekonomi nasional &i tengah globalisasi ckonomi vang sudah dan sedang
berlangsung ekhir-akhir ini®® Semakin baik dalam sustu nepara hukum itu
berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya, bila
suatu negara tidak memiliki sistem hukum vang berfongsi secara otonom, maka
semakin kecil pula tingkat kepastian hukumnya ™’

Perkembangan dalam teknolopt dan pola kegiatan ekonomi membuat
masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling
menentukan nasib sate sama lain, tetapi juge saling bersaing, Hal ini secara
dramatis tentama terlihat dalam kepgiatan perdagangan dunia, baik di bidang
barang-barang (rade in goods), maupun di bidang jasa (rade in services). Saling
keterkaitan inl moemerlukan adanya Resepakatan mengenail shunn main yang
berlaku, Aturan main yang diterapkan entuk perdagangan internasional adalsh
aturan main yang borkembang dalam sistem GATT/WTO

Manakala ekonomi menfadi  terintegrasi,  harmonisasi  hukum

mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didabului

% Soedjono Dirdjosiswan, “Manajemen Penegakkan Hukum Bisnis dalen Era Perdageng o
Tnternisional Abad X377 didam Beberapa Fermikiran Hukum Memasuki dbad XXT. Mengenmg
Almarkum Prof. Dr. Komer Kantastmadia, 8.H, LL.M., diedi oleh Hendarasis Diarab, dkk.
{Bandung: Penerbit Angkase, 1998}, had, 14,

T Ien Michiet Ofto, Kepastian Hukum & Negara Berkembung [Retle Reckiszekerbeid in
ontwikkelingslonden], deremabken oleh Tristam Moelione {Jakeda: Xomisi Hekem Nasional
Republik Indonesls, 2003}, hal, 56,

B 1 8. Kartadjoemens, Subsiansi Perfarjios GATT/WTO dan Mekurisme Penyelesaian Sengheia:

sistem, kelembagoan, prosedur lmplementash dan kepentingan negara berkembong, Jakarte: H
Press, 2000, hal. 1.
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oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regionat seperti Masyarakat Eropa,
NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan
globalisasi perdagangan. Schaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan
terciptanya blok-blok perdagangan barn. Berdagang dengan WTO dan kerjasama
skonopt  tegional berart  mengembangkan institusi yang  demokratis,
memperbaharul meckanisme pasar, dan memfiungsikan sistim hukum.

Perkembangan yang mandiri dari perusahasn muliinasional kerap kali
diramatkan  sebagai  perkembangan suatu badan yang benar-bensr tsnpa
kebangseen, dan bensr-benar mandinl, Peradaban dunia yang kemudian menjadi
fickem intemasional tunit mempenganihi pembangunan hukum nasional dan
sistem perekonomian negara borkembang Globalisasi ekenomi sekarang i
adalah manifestasi vang bamu dari pembangunan kapitalisme sebagal sistem
ekonomi internasional. Sehagal suatu  ideologi, globalism menawatkan
seperangkat ids, konsep, keyakinan, norma dan tata nilal mengenal tatanan
masyargkat dunia  yang dicltacilakan sera bagaimans  cara  untek
mewujudkanoya

Bagaimanapun karakteristik dan hembatannys, plobalisssi ekonomi
menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum, globalisasi ekonomi
Jiga menyebabkan ferjadinya globalisasi hukum. Globalisast bukum tersebut tidak
hanya didasarkan kesepakatan infernasional aatar bangsa, feiapi juga pemahaman
tradisi bukum dan budaya antara barat dan timur. Tuntutan agar hukum mampu

berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan

2 AX. Efly Erawaty, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Sustu Pengantar™ dalam
Aspek Hubin dari Perdagangen Bebas: Meneloak Kesispen Hrium Indonssia  delam
Melaksenedan Peragnngan Bebas, diedit cleh Ids Susanti dan Bayn Seto (Baadurig: Citra Aditys
Dakii, 2003}, hal, 27,
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prinsip efisiensinya mesupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti
apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis .
dengan mandeknya perangkat huknm.”® Di samping itu ahli hukum jugs diminta
peranannya dalam komsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukum
sebagai fernbaga fagent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangun
muasyarakat (socid engineering). %

Pergbaohan talanan :iuma saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi
yang momungkinkan komunikasi dan informasi antara masyarakat internasional
menjadi sangal mudah, dan hakum internasional saat ini bercirikan hakwm yang
harmonis atau setidak-tidekays hukum transnasional. Harmonisasi hukom di sini
diartikan bahwa hukum internasional dipengaruhi hukum nasional dan hukum
nasional juga dipengaruhi hukum internasiopal. Dalam proses harmonisasi
hukum, dimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional, berarti
negara nastonal harus membuat aturan-aturan nasional yang mendorong realisast
kesepakatan guna mencapai tujuan bersama®® Sebagai contoh dalam bidang
perdagangan internasional, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dalam
rangka World Trade Organization {(WTQ)] telah mendorong uegara-nogara
membuat aturan-aturan nosional sebagai tindak lanjut penerspan Keteniuan

tersebat dalam suasans sasionsl.

¥ Agus Yudhs Hemoko, “Kebebasan Berkentrak dolam Kontrak Standor (Pergembongan
Konsep Win-Win Solution whagad Altervugif Barw dlam Kowtrak Bisnis™ dslam Pusps Ragam
Informast dan Problomatike Huloms, diedit ofeh Sarwind dan L. Budl Kagromanto, (Sumbays:
Karys Abditame, 20013, hal, 8596,

1 Sumantoro, Hukum Ekenomi (Fakarta: UL Press, 1986), hal, 330
%2 ori Sctianingsih Suvmed, “Pembentuke Hukunt Internasional di Organisasi nternasional dar
Pengarvhrya verhadap Pronate Hukum Nasicnal Indonesiq™ dalam Beberapa Pemikiran Hukun

Memasuki Abad XX Mengenang {imarkum Prof Dr. Komar Kartagteadia, SH, LEM., diedit
oleh Hendarmin Djarab, dik. (Bandung: Penerbit Angkasa, 199§}, bal. 190.
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Sebapai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan
internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat
internasional akam juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional,
misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan
secbagainya. Terutama kaidah-kaidah hukum yang bersifat transnasional lebih
cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum
fransnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan
perekonomian internasional dan global®*® Akibamya semakin memasuki abad
XXI, semakin hukum nasional Indonesia akan memperlihatkan sifat yang lebih
transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem hukum lain akan
semakin berkurang.

Merefleksikan pada sistem presidensiil seperti di Indonesia, pembedaan
presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bukan menjadi sesnatu
yang diperdebaikan lagi. Pembedaan ini hanya relevan dalan; sistem pemerintahan
parlementer yang memang mempunyai dua jabatan terpisah, yaitu kepala negara
dan kepala pemerintahan. Yang ada adalah pembedaan dan pembagian tugas dan
wewenang antara presiden dan wakil presiden. Dengan demikian tidak ada lagi
keperivan untuk membedakan kapan Presiden bertindak sebagai kepala negara
dan kapan presiden berperan sebagai kepala pemerintahan seperti kebiasaan dalam
sistem pemerintahan Indonesia sebelumnya (pra Amandemen UUD 1945).2%

Dalam sistem presidensiil, segala otoritas penyelenggaraan kehidupan

negara dan pemerintahan berpuncak pada presiden. Karena pentingnya posisi dan

#3 C.F.G. Sunaryati Harfono, op.cit. hal 74

% Firmansyah Arifin, Komfroversi Perpu Seleksi Ulang Hakim Agung hup:f
www.reformasihukum.org/konten.php?nama=KonstitusiS&op=detail_konstitusi&id=10
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jabatan presiden, presiden diberikan kewenangan yang luss, termasuk hak dalam
menentukan keadaan bahaya, presiden bisa mengeluarkan hukum darurat negara
{stastsnoodrecht). Kewenangan ini juga distur dalam UUD 1945 (pasal I2)
Berbeda dengan Perpu yang masih harus mendapat perseiujvan dari DPR,
penentuan dan penggunaan hukum darural negara ini murni sepenubnya hak
presiden tanpa barus mendapat pertimbangan, persefujuan atan disetujui pihak
(lembagn) lain. *5

Pada kondisi sehagabmana digpaparkan diatas itulah sesungouhnya “hal
ikhwval kepentfingan memaksy” bepmuara. Pepurunan peringkat daye tarik

n Modal Asing (PMA) yang menurun,
ketertinggalan armss investasi dibandiogkan dengan negara ASBAN lainnva,
menimbulkan asomsi bahwa Indoocesia berada dalam kondisi darurat ekopomi.
Argumentasi akan kemendesakan yang menimbulkan hal ikhwal kegentingan
yang memaksa meruntut pernerintah untuk dapat bertindak secara cepat dan tepat
mengatasi hal tersebut. Hal Int nampeknya menjadi kekuasaan yang inhercn
dalarn lembaga kepresidenan, luas sifatnya tetapi fidak dibatasi, sehingga presiden
dapat memanfastkan ataw mengpunskannys sewaktu-waktu dalam kesdaaan
krisis,

W Toid
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Negara tanpa batas {Borderless World), itulah frase yang digunakan oleh
Kenichi Ohmae untuk menggambarkan tentang fenomena akan semakin koatnys
keterikatan sebuah negara dengan negara yang lain. Fenomena yang lazim kita
kenal dengan pglobalisasi ini mengakibatkan seakan-skan sekal-sekat negara telkah
hilang dan nyaris fanpa batas. Dinamika kontemporer persaingan aniar negms
dalam konteks global untuk saling berpacy demi mengambil kemanfistan dan
nilai ekonomi dunia digunekan secara besar-besaran. Persaingan yang sedemikian
rupa tersebut digjawantabkan dengan memberikan fasilitaskemudahan kepada
banyak pihak demi mendatasgkan modal/investasi denpan harepan membawa
kemanfaatan secara ckonomi bagi kemakmuran negaranya.

Fenomena persaingan dan pengaruh ckopomi plobal ink membawa
umplikasi terhadap dinamika hekum ketatanegaraan yang terjadi di banyak negara.
'I'eormcon tentang konstitusi maupun pemndang~undangan dmpayakan
se{iemiklﬁn mpa una.ﬁj:mtlz‘t;n;;;wah taatangan kebutuhan masmgmasmg negara.
?mbsb:m terhadap negare tersebutlzh yang memberi tugas bagi hukum wia

negara pada Khususnya. untuk mepberikan kepadanya bentuk dan ketertibap ™

A L N T LI T T

6 1atitak bentuk dan ketertiban dipergunskan oleh Mr. Soetikano, Fifsqfizt Hukum: Bagian 1. Cet
11 (Sakarta: Pradnya Paramits, 2004} hal 1.
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Setelah mempelajari, mendalami permasalahan, mengkaji teori  maupon
jupgs mengompulkan data-data yang digunakan untuk menjawab permasaltaban

dalam tesis ini, maka penulis berkesim pulan sebagai berikut:

I Terkait dengan pertanyaan apakah perfimbangan politik hukam vang
menyebabkan DPR  menyetaini Peraturan Pemerigtah Peongganti
Undang-Undang (Perpu) disahkan menjadi nndang-undang?

Penulis berkesimpulan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai kepala
nepara dan juga kepale pemerintahan, bertanggung jawab dalam proses kehidupan
berbangsa dan berpegars. Tuiuan kepala negara secara filosofis adalah
mengupayvakan agar tujusn pegara vang ferfuang dalam  konstitusi yaknd
melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurch tumpah dash Indonesia dan
uitok memajukan kesgjabiersan wmum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial dapat diimplementasikan.®® Dalam kaitan dengan
tulisan I, maka secara khusus hal yang menjedi tugas Presiden sdalah
mematukan kescjahteraan umum,

Mewujudkan sebush cits hukum (rechride) dan cits pegara {(staatyive)
untuk memajukan kesejafiteraan nmum tidak terlepas dari konsteks ekonomi baik
yang bersifat local, - pasional maupun globa!!intemasiana!. Kecepatan dan
kétépataﬁ pili han politik hukum yang dipilih seorang presiden untuk berkompetisi
dengan dunia yang mernggl;abai tersebut menjadi persyaratan bagi terciptanys

’ fﬁjua;; negara yang diefewantahkad dalam program-program pembangursn,

*7 Republik Indonesia, Pembukaan Undeng-Unidiung Dasar Negara Republik Indhnesta Tubom
1345, - -

amnr
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Penggunaan  instrumen  undang-undang  sebagaimana @ yang
dipersyarakatkan oleh UU Nomor 36 Tabun 2000 untuk meaentukan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuban bebas menggunakan undang-uedang memang
menunjukkan instrumen demokrasi perwakilan. Demokrasi {ersebut diharapkan
berjalan dalam Jahirnya scbuzh kebiiakan negara. Akan telapi seiring dengan
tantangan proses penyelenggaraan negava khususnys dibidang ckonomi, maka
pembangunan  mendasarkan  alas  penvelenggarasn lembagas pemerintaban
membutuhkan “tercbosan”. Dard uraian yang telah disampaikan dari Bab 1 sampai
dengan bab 4, penulis dapat menavik setidaknyas 2 {dua} kesimpulan, torkait
dengan  poligk hukum vang dimiliki baik oleh Presiden maupun DPR dalam
persetnjuan yang diberikan terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2007, yaitu:

L. Presiden dan DPR secars vmnun  memiliki persepsi yang sama bahwa
politik hukum yang ingin dibangun adalah kecepatan memjawab respon
peluang mendatangkan investasi, khususnva terkait dengan peneotuan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kecepatan ini tentu saja
diharapkan mampu mengejar kete_rtinggalan yang dialami oleh Indonesia
terkait dongan target-target pembangunan.

2. Dalam konsep pemerintzhan Presidensil sebagaimana vang dipakai di
Indonesia, kedudukan Presiden merupakan jabatan yang sangat strategis.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Presiden memiliki kewenanpan yang sanpat kual, karena Presiden
memiliki tidak kurang dari 10 (sepuluh) kewenangan dalam menjalankan
rodka pemerintahan, Terlebih mekanisme pengisian jabatan Presiden i

Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penguatan kelembagasn
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presiden tersebut berimplikasi pada kejelasan tanggung jawab. Artinya
dengan disahkannya Perpa Nomor 1 Tahun 2007, ada kejelasan tentang
pertanggungjawaban  sebuah  keberhasilan ataw  kepagalwn  dalam
meningkatkan kesciahternan megara, karena saftn varinbelnya yakni
penentuan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, felah secar
tegas cukup ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden melalui

Peraturan Femerintah,

IL Bagaimana sesunggobnys kedudakan asas hal ikliwal kegentiogan vang
memaksa dalam menerbitkan Perpu (khususnya Perpu Nemor 1 Tahun
2007) dalam kaitannya dengan kewenangan Presidea dan DPR
membentek andang-undang?

Dari beberapa teori yang telsh disngkapkan pada bab-bab sebelumnya
dapat kits ketahui bshwa memang kewcensngan menafSitkan dan menentukan
Pdalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa™ ada ditangas Presiden.
Kewenangan menentukan ini didadaserkan fakta bahwa ada dua kategon keadaan
darurat; yaifu:

1. Staatsmoodrecht | yaitu vang mengalami kedaruratan adalah negara, dan;
2. Noodstamsrecht: yakni keadan hukumn;‘,ra yang mengalami  kondisi
daruraf.

Berkaitan dengan fakia teloh diundangkannya Perpu Nomor [ Taben 2007
maka perhy dijelaskan apa yang menurot pemerintab dan DPR yang dimaksod
dengan hal ikhwal kegentingan vang memaksa Dengan demikian, terdapat figa
unsur penting yang secara bersame-sama membentuk pengertian keadaan bahaya

yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu:
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4. unsur ancaman yang membabayskan (angerous threat);
5. unswr kebuiuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); dan
6. unsur keterbatasan waktu imited time} yang tersedia.

Jika uosur hal ikhwal kegentingan vang memazksa di bedahk dengan
pengelompokan tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa disahkannya dan
telab diundangkannys Perpu Nomor 1 Tahun 2007 bukan karena ancaman yang
membahayakan keadaan negara dalam arti fisik Namun febih kepada persepsi
icetidakma.gnpm negara dalam menghadapi persaingan ekonomi global di masa
yang akan datang dengan negara-niegara lain di dunia, kbususnya Asia Tenggara.
Hal ini juga menjadi dirasakan amat penting mengingat masing-masing negara
beriomba-lomba memberikan incentive demi untuk mendatangkan investor,
Kekhawatiran ini pula yang hars dijawab secara cepat dengan memberikan
payung hukum kepada Presiden untuk menjalankan fungsinya sebagal kepala
pemerintahan agar lebih rudah dan cepat peleksanaannya.

Penulis juga berpandengan bahwa tmplikasi yang ditimbulkan dengan
Perpu Nomor 1 Talun 2007 yang Kini menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 yang
mengatur peralihan penentuan Xawasan perdagangan bebas dan pelabuban bebas
vang sebelunnys diatur dengan undang-undang berallh menjadi peraturan
pemerintah tidak bertentangan deagan konsep pemisahan kekuasaan, Hal tersebut
discbabkan karena Presiden scbagai kepala negara dan kepala pemerintahan
bertanggang lawab terhadap pelaksanaan dan pengejswantahan tujuan negara
sebagaimana vang tetmaktub dalam UUD Negars Republik Indonesia Tahun

1945, Hal yang tidsk kalah penting adalzh dalam kewenangan kelembagaan
s ﬁi¢ é fun s aﬁ

; <§.r &
s x R N -}-;-‘_-'s: =-‘~~’"£}*: e~’—f;1{ :‘{fu v

*?F - vwx"-‘u.
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eksekutif namun juga fungsi dalam membentuk peraturan perundang-undangan

dalam kaidah dan batasan tertenty.

B, SARAN

Dibentuknya Peraturan Pemerintzh Pengganti Usdang-Undang (Perpu)
memang menjadi kewenangan Prosiden sebagaimana yang dilindungi oleh
konstitusi. Namun selalu yang menjadi persoaslan adalgh kelemshan kajian
iimiah/naskah skademik yang mendukung digupakannya Perpu terhadap sebush
permasalahan. Dalam kasus Perpy Nomor | Tahun 2007 pemerintah hanya
memberikan penjelasan dalam bentuk keterangan pemerintab  atas RUU tentang
penetepan Perpir Nomor 1| Tabun 2007 yang ditandatanpani oleh Menteri
Perdapangan, Menteri Kevangan, serta Menteri Hukum dan HAM. Sechingga
memang kajian Imiab/naskah akademik khosusnya yang berkaitan dengan politik
hukom pemeriniah dag kajian atas hal ikhwal kegentingan yang memaksa tidak

terlampat jelas dipambarkan dalam dibentuknya Perpu tersebut. Wallohualam.
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